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RINGEKASAN

Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi berarti
pengolahan kekuatan ehonomi potensial menjadi kekuatan
ekonomi riil melalui penanamnan modsal, penggunaan
teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keteram-
pilan, penambahan berorganisassi dan manajemen. Selanjut-
nya dinyatakan bahwa penggunaan modal asing perlu
dimanfaatkan secara maksimal untuk nenpercepat
pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam
bidang-bidang dan sektor-sektor vang dalam waktu dekat
belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal
Indonesia sendiri.

Memperhatikan konsideran menimbang Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1987 jelas mempunyai komitmen tujuasn vang
diharapkan akan meningkatkan pembangunan ekonomi dengan
menggunakan modal asing. Pembangunan ekonomi dengan
menggunakan nodal asing telah banyak mencapai kemajuan
dan telah berhasil meningkatkan taraf hidup serta harkat
dan martabat rakyat Indonesia. Hadirnya modal teknologi
dan keahlian manajemen luar negeri dapat nemnbantu
mempercepat peﬁbangunan nasional dalam bentuk pemberian
lapangan kerja, pengalihan teknologi, dan peningkatan
produksi pada umumnya. Secara menveluruh penanaman modal

asing ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup
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masyarakat dan pembangunan ekonomi pada uBuBRnNya .
Rebutuhan akan modal asing dalam welakukan pembangunan
tidak .dapat dihindari. Penanaman modal terbukti dapaf
menbiayai pembangunan di Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa
dewasa'’ ini masalah perizinan seringkali menjadi sorotan
para penanam modal asing yang dianggap terlalu bertele-
tele sehingga mpenimbulkan inefisiensi dan wmenyebabkan
ekonomi biaya tinggi, beserta kurangnya kepastian hukun
vang dapat dilihat dari segi perangkat hukumnysa maupun
segi penegakan hukumnya, karena itu tidak kondusif dalam
rangka menarik penanam modal asing. Para penanan modal
asing mengharapkan perizinan diberikan satu atap, dimana
koordinasi antara 1instansi pusat dengan daerah secara
vertikal dan koordinasi antara instansi secara horisontal
dilakukan oleh instansi yang berwenang sehingga waktu
vang diperlukan dan biaya vyang dikeluarkan relatif
singkat dan tidak memerlukan biayva tinggi. Izin tersebut

antara lain meliputi pemberian 1izin untuk menanamkan
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diperlukan penanam .o

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,
maka pendekatan vang digunakan adalash pendekatan vuridis
normatif. Fenelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi

jenis-jenis perizinan penanaman wodal asing berikut
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prosedur dan persyaratannya vang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penelitian ini nenggunakan analisis kualitatif.
Analisis kualitatif dilakukan dengan langkah inventa-
risasi bahan-bshan hukum yang berkaitan, mengidentifika-
stkannya kemudian nelakukin verivikasi serta pengamnbilan
kesimpulan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perizinan penanaman
modal asing sejak tahun 1977 sarppai dengan tahun 1892
dilaksanakan pelayanan satu atap, oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BEKPM) maupun Badan Kcordinasi Penanaman
Modal Daerah (BEPMD), hal ini wmenyebabkan terjadinya
peningkatan penanaman modal asing.

Munculnya kebijakan-kebijakan vang selalu berubsah-
ubah dan saling bertentangan serta kurangnya kepastian
hukum vyang dapat dilihat dari segi perangkat hukumnva,
maupun segl penegakan hokumnya vyang tidak konsisten,
jelas tidak menguntungkan. Padahal penanam modal asing
manapun menuntut =adanya kepastian dan stabilitas demi

keamanan dananya yang ditanamkan.
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ARSTRACT

In considering Law No. 1, 1987, it is stated that
economical development means that handling the potential
of economical power into the real economical power
through investment, technology usage, improving the
knowledge, skill, crganizational and management. Then it
is stated that the investment needs to be utilized

naximally to accelerate the Indonesian economnical
development and used in short-term fields or sectors that
cannot be done by Indonesian own . .

Concerning the consideration of Law No. 1, 18B7,
that obviously has commitment of purpose hopefully can
improve the economical developmetn by using foreign.
Economical development with foreign has reached much
progress and succeeded to improve the quality, level
and dignity of lives of Indonesian society. The
avallability technology and wmanagement skill saccelarstes
the national development in giving the occupational
field, transfer of technology, and improvement aof
production in general. Generally, the foreign investment
partly participate in improving of the quality of lives
of Indonesian society and the economical development. The
need of foriegn in performing the development cannot be
avoided. The investment is proved to be able to
afford the development in Indonesia.

This study was based on the fact that today the
problem of permission often made concern of foreign
investors that they suppossed it wasted so much time that
caused inefficiency and high cost economic, and lack eof
law certainty that could be seen from the law instrumerits
side of upholding the law, because it was not condusive
in attracting the investors. The investors hoped the

permission was given one way service, where the
coordination between the central institution with the
local one vertically and coordination between

institutions horizontally was done by the qualified
institution so that the tiwme needed was short and did not
need high cost. The premission covered the permission to
invest and the permission to give the expert needed by
the investors.

This study was normative nelitian hukum normatif, so
it was used normative yuridical sappreach. This study
tried to identify the kinds of permission of foreign
invesment with the procedures and the conditions released
by the central goverment and local government.

The study used qualitative anelysis. The qualitative
analysis was done with the inventory of related law
material, identified them, then did verification and
finally drew conclusion.
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The analysis result showed that the permission of
foreign investment since 1977 to 1982 was done one way
service by the Capital Investment Coordination Board and
Local Capital Investment Coordination Board, it ecaused
the improvement of foreign investment.

The emergence of different and opposed policies and
lack of 1law certainty that c¢could be seen from the
instruments of law, and also from being inconsistent of
upholding the 1law, obviously was not advantageocus. In
fact, that any investors demanded the certainty and the
stability for the fund safety invested.
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada wasa 0Orde Lawa pinjaman luar negeri bukan
merupakan hal yang penting, disebabkan sebagai akibat
penbentukan sikap mental selama Orde Lama dengan konsepsi
berdikari dalam alamn ekonomi terpimpin. Politik
"Berdikari” vyang pelaksanasnnya menutup ketzat bantuan
asing menjadi salah satu faktor utama tidak tercapainya
pertumbuhan ekononi.l Namun, pengalaman selama @penjadi
negara mnerdeka dimana segala masalah ekonomi dan sosial
bangsa harus dihadapi dan ditanggulangi sendiri,
menimbulkan kesadaran bahwa dalam pnelaksanakan
pembangunan ekonomi berlaku asas saling ketergantungan
ekonomi diantara bangsa-bangsa (“the principle of
economic interdependence anong nations”). Dengan
pengalaman merdeka selamsa bertahun-tahun, negarsa
berkembang nulai mempercleh kepercayaan pada diri
sendiri, sehingga mulailah dicetuskan asas percaya pada
diri sendiri atau lebih dikenal “the principle of

self relimnce” sekitar tahun 1960-an, yaitu tidak lagi

1. Suwoto Hulvosudarmo, Peralihan EKeknasasn Kajian
Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1887, h. 88.

ok
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menpunyai arti nasionalisme yang senpit atau
“chaavinisme”, tetapi sudah lebih terbuka terhadasp kerja
sama Internasional. Sebagai akibat perubahan ‘sikap ini
penanamnan mnodal asing tidak lagi merupakan sesuatu yang
harus ditentang, melainkan sudah mulai diakui wempunvai
peranan penting selama pembangunan ekonomi suatu nagara.z
Terjadinya perubahan sikap tersebut pada masa Orde
Baru hal vang sebaliknys terjadi. Pinjaman luar negeri
dan pemasukan nodal asing nenjadi prioritas dalam
kebijaksanaan pembangunan nasional. Hal ini terlihat
dengsan disepakatinya UUPHA pada tahun 1987. Undang-
Undang Penanaman Modal Asing ini penting bagi kelanjutan
pembengunan nasional berikutnya, mengingat UUPHA adslsh
bentuk deregulasi pertama vyang dilakukan cleh Orde
Baru. Dengan Undang-Undang ini pemerintah bermaksud
“menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah masuk ke
dalam era market ekonomi"”. Dengan demikian, pinjaman luar
negeri akan lebih mudah diperoleh dari pada di masa Orde
Lama.3
Keputusan pertama pemerintah Orde Baru mengeluarkan

Undang-Undang Fenanaman Hodal Asing Homor i Tahun 18567,

2. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Simposium
Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Multinasional, Bina Cipta,
Jakarta, 1973, h. 204,

3. M. Dawam Rahardjos, et al, Liberalisasi Ekonozmi
Dan Politik Di Indonesia, Pusat Pengembangan Manajemen
(PPM) FE UII, Tiara Wacana, Yogyskarta, 1897, h. 18.
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sebagai uvpaya untuk mengembalikan kredibilitas negara
terhadap luar negeri dan untuk wpenarik modal asing.
ﬁndang—Undang baru tersebut merupakan suatu undangan bagi
para penanam modal asing dengan persyaratan-persyaratan
ninimal. Sesungguhnya ketentuan-ketentuan baru tersebut
sangat liberal dibandingkan dengan Undang-Undang tahun
1958 yang sudah tidak berlaku lagi.4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penanaman
Modal Asing vang disahkan Presiden Republik Indonesia
pada tanggal 10 Januari 19687, dan diundangkan dalam
Lenmbaran HNegara (LN) Nomor 1 Tahun 1967, Tambahan
Lembaran Negara (TLN) Nomor 2818. U tersebut telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing.

Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 antara lain dinyatakan bahwa

Pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan

ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil

melalui penanaman mnodal, penggunasn teknologi,

penapbahan pengetahuan, peningkatan keterampilan,

penamnbahan bercorganisasi dan manajemen.

Selanjutnya dinyatakan bahwa

Penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara

maksimal untuk mempercepat pemnbangunan ekonomi
4. B5ri BRBintang TCTamungkas, Investasi Agsing Dan
Industrialisasi Di Indonesia, (terjemahan), LP3ES,

Jakarta, 1994, h. 48.
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Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan
sektor-sektor vang dalam waktu dekat belum dan

atau tigak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia
sendiri.

Rumusan diatas jelas mengisyaratkan bahwa Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 mempunyai komitmen tujuan yang
diharapkan akan meningkatkan pembangunan ekonomi dengsan
menggunakan mpodal asing.

Kebijaksanaan pewerintah menerbitkan UUPMA disertai
pertimbangan agar dalam pelaksanaan pembangunan sumber-
sumber dari luar negeri dapat dimnanfaatkan untuk menutup
kekurangan modal dalan negeri tanpa menimbulkan
ketergantungan pada luar negeri. Hadirnya modal teknologi
dan keazhlian manajemen luar negeri tersebut diharapkan
dapat membantu mempercepat pembangunan nasional dalam
bentuk pemberian lapangan kerja, pengalihan teknologi dan

peningkatan produksi pada umunnya.s

Pertimbangan
pemerintah dalam rangka penanaman modal asing ini adalah
bahwa pemerintah bermaksud menggunakan modal asing secars
maksimal untuk mempercepat pembangunan ekononi.7

Harapan vyang tertuang dalam Undang-Undang RNomor
1 Tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing dan

5. Perhatikan Konsideran UlU No. 1/1967 tentang
Penananan Modal Asing, LN No. 1/1867, TLN No. 2818.

8. Sumantoro, Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia
(UI Press), Jakarta, 1986, h. 178.

7. Zudan Arif Fakrulleh dan Hadi Wuryan, Hukum
Ekonomi, Karya Abditama, Surabaya, 1997, h. B1.

TESIS Perijinan penanaman modal ... Andi Sugirman




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

kebijaksanaan di bidang Penanaman Modal Asing, pada
Umumnnysa dapat berperan dalam pembangunan ekonomi,
meningkatkan produksi, memberi kesenpatuﬁ perluasan
kerja, mengelola sumber potensi ekonomi dalam negeri.
Secara menyeluruh penanaman modal asing diharapkan dapat
ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup® masyarakat
dan pembangunan ekonomi pada umumnya.

Di Indonesia pembangunan ekonomi dengan menggunakan
nmodal asing telah banyak mencapai kemajuan dan telah
berhasil meningkatkan taraf hidup serta hsarhat dan
martabat rakyat Indonesia. Dana pemnbangunan vang
diperoleh dari sumber dalam negeri semakin meningkat.
Pembangunan vang semakin meningkat memerlukan biaya yang
senakin besar yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari
sumber dana dalam negeri. Oleh karena itu, jugs diperlu-
kan pembiayaan dari sumber dana luar negeri untuk menjaga
kesinambungan peebangunan nasional. Dengan kata 1lain,
apabila target kebutuhan investasi tidak mampu terpenuhi
oleh sektor swasta, maka sekali lagi sektor swasta asing
harus ikut membsantu menyelesaikan persoalsan ini.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Peter Mahmud
Harzuki dan Normin S. Pakpahan menyatakan bahwa

Kebutuhan akan modal asing bagl negara-negaras yang

melakukan pembangunan memang tidak dapat dihindari.

Bahkaen dalam perkembangan selsnijutnys ternvats mndal

asing vang masuk ke Indonesia benar-benar menjadi
faktor yvang utama dalam pembangunan ekonomi bangsa.
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Lebih lanjut dikemukakan

Pembangunan ekonomi merupakan prioritas dalam
perencanaan pembangunan suatu bangsa. Di dalam
melaksanakan pembangunan ekonomi itulah negara-
negara sedang berkembang memerlukan modal, keahlian
teknologi dari negara-negara maju. Oleh karena
itulah negara-negara sedang berkembang wenetapkan
berbagai kemudahan di dalan perundang-undangan
penanaman modal asingnya dsalam rangka menarik
investor asing untuk menanamkan modalnya di negara-
nya. EKebutuhan akan nodal asing bagi negara-negara
yang melakukan pembangunan memang tidak dapat
dihindari. Penanaman modsal tergukti dapat membisayai
penbangunan ekonomi Indonesia.

Penanaman modal asing di Indonesia amatlah berperan
guna nenperbesar industrialisasi dalam perekonomian
Indonesia. Teknologi asing masuk ke negara kita dapatlah
juga dikatakan melalui fasilitas penanaman modal asing,
disanping melalui perjanjian bisnis. Ada semacan
keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, harus ditujukan
pada penguasanan segala macan teknologi. Penguasaan
teknologi merupakan jalan untuk bergabung ke dalam
jajaran negara industri baru (NIB) di Asisa, seperti
Korem Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapura.g

Dari sitasi tersebut diatas tidak dapat disangkal

bahwa pembangunan dengan menggunakan modal =asing telah

8. Peter Hahmud Marzuki dan HNormin S. Pakpehan,
Pemikiran EKearah Pexmbaharuan Undang-Undang Penananan
Modal Indonesia, kertas kerja Hukum Ekonomi. RKantor
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pengawasan Pembangunan, Jakarta, 1898, h. 1-Z.

g. Zudan Arif Fakrulloh dan Hadi Wuryan, op. c¢it. h.
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berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pada
masa Pemerintahan Orde Baru, Indonesima sering disebut
sebagsai salah satu negarsa vang berhasil dalam
pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Selama sepuluh
tahun terakhir, pendapatan Domestik Bruto Indonesia
neningkat rata-rata 7X per tahun. “Angka pertumbuhan ini
sangat tinggi, terutama apabila diingat, bahwa pada
belahan dunia yang lain pertumbuhan ekonomi negara, rata-
rata hanya mencapai angka kurang dari 4% per tahun .10
Persoalan vyang muncul sekarang adalah bagaimana
menpertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat vyang
relatif tinggi, pada masa-masa vang akan datang.
Pertumbuhan yang tinggi itu sangat diperlukan bagi suatu
negara yang sedang mengalami transisi sektoral dari
negara agraris menjadi negara industri seperti Indonesia.
Beberapa hal perlu dikemuksakan untuk membantu menyelesai-
kan masalah tersebut
Pertama : Investasi harus diarahkan kepada sektor-sektor
kegiatan yang mampu memberikan “return" yang
cukup besar dalam waktu yang cukup singksat.
Kedue . Sektor-sebior tersebut harus mampu =zenimbulkan
"multiplier effect” yang besar bagi pendapatan

nasional.

10. M. Dawam Rahardjo, et al, op. cit. h. 17.
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Ketiga : Investor harus didorong untuk bersedisa menansam-

kan modalnya pada sektor-sektor tersebut .1l

Di Indonesia dalam usasha untuk menggairahkan iklim

investasi untuk lebih menarik investor asing pemerintah

telah memberikan fasilitas sebagai berikut

Henurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967, untuk keperluan perusahsan-perusahaan nodal
asing dapat diberikan tanah dengan Hak Guna Bangunan,
dan Hak Pakai menurut peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1870 : Kepada perusahaan-
perusahaan wodal asing vang bergerak dibidang-bidang
usaha termaksud dalam Pasal 5 diberikan kelonggaran-
kelonggaran perpajskan dan pungutan-pungutan lainnya.
KEepada badan-badan baru yang menanamkan modalnya
di bidang produksi vyang nendapat prioritas dari
pemerintah, Menteri EKeuangan berwenang penberikan
pembebasan pajak perseroan untuk jangka waktu (dua)
tahun (massa bebas pajak) terhitung dari saat
perusahasan tersebut mulai berproduksi (Pasal 18

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1887.
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g
c. Dalam bidang wmanajemen, perusahasan, modal asing,
pemilik modal diberi wewenang sepenuhnya untuk

menentukan Direksi perusahaan. Di bidang keuangan
perusahaan modal asing diberi hak mentransfer inceome
dan modal dalam valuta asli dari modal yang ditanam di’
Indonesia. ”

Namun hal vang sangat penting dibandingkan dengan
keringanan-keringanan baru tersebut adselah penerapan
peraturan serta adanya politik birokrat di Jakarta. Tim
Teknis (BEPM), sesuai dengan namanya, mnenegang peranan
yeng sangat penting sebagai koordinator. Dalam beberapa
kasus, kewenangannva vang efektif terletak pada
pertimbangan-pertimbangannya vyang dapat menolak suatun
usulan proyek. Psra pemchon pertama-tama diisyaratkan
memperoleh persetujuan dari departemen terkait, yang
mengevaluasi usulan proyek bersama Tim Teknis. Permohonan
tersebut selanjutnya disampaikan kepada Presiden, yang
berhak mewmberikan persetujuan atas saran para penasehat
Menteri. Putusan terskhir kemudian diselesaikan oleh
Menteri yang bersanghutan (Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi/Eetua Badan EKoordinasi Penanaman Hodal).12

Berkensan dengan hal tersebut Sri Bintang Pamungkas

menyatakan bahwa
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Sejak awal peraturan investasi memang kompleks. Pada
tahun 1989, dua tahun setelah diberlakunkannya
Undang-Undang tersebut, persetujuan proyek memaksn
waktu 6-9 bulan. Persyaratan perizinan berat sekali
dan terutama komersial termasuk peraturan pajak,
Undang-Undang Perburuhan, dan hak atas tanah
nerupakan (d%g masih merupakan sesuatu yang sangat
tidak pasti).

"2
Selaniutnya Sumantoro, mengenukakan bahwa berbicara

mengenai UUPMA sebetulnya kita tidak berbicara mengenai
UUPHA semata, tetapi juga Undang-Undeng dan Peraturan
lainnya. Hengatur PHMA itu tidak mnudah sebab banyak
sekali tali-temalinya dengan aspek lain yang eenuntut
keterlibatan banyak produk hukum. 14 Bahkan nenurut
penelitian Badan Pembinaan Hukum Naional (BPHN) mengenai
inventarisasi Peraturan perundang-undangan penanamnan
modal asing dilihat dari efektifitasnys serta peninjauan-
nya secara obyektif, ditemukan bahwa penanaman mnodal
asing di Indonesia harus tunduk pada 1lebih dari 320
peraturan Perundang-Undangan, baik yang berupa U, PP,
Instruksi Presidium Kabinet, Eeputusan Pemerintah
{Presiden, Menteri, Retua Lembagsa, Dirjen, surat

keputusan bersama (dan Surat edaran).15

13. Ibid, h. 52.
14. Sumantoro, op. cit. h. 103.

15. Badan Pembinaan Hukum Nasicnal (BPHN), op. cit.
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Dari hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) diperoleh berbagai hal
vang nenafik, seperti penerapan hirarki peraturan
perundang-undangan vyang kadang-kadang tidak cocok, ada
beberapa keputusan menteri yang materinya adalah materi
vang perln diatur dalam UU; ada keputusan menteri yang
satu menghilangkan arti dan berlakunya keputusan menteri
vang lainnya, satu surat edaran nenpunyai kekuatan
sebagai peraturan yveng mengikat; dan ada pula ketentuan
vang diberlakukan tanpa dasar peraturan UU nya.lB

Selain berbagai peraturan vang tidak Jjelas, tidak
konsisten, pada prinsipnya akan menjadi faktor penghambat
para penanam wmnodal asing, oleh karena perusahaan
penananan mnodal asing sudah barang tentu =akan ssangst
memperhatikan peraturan perundang-undangannysa, apakah
kiranya sistem dan ketentuan penansman modal asing vang
berlaku memberikan prospek yang baik bagi penanaman modal
atau tidak. Namun dalam hal ini tidak =askan dikaji
keseluruhan aturan pelaksanasn tersebut,nanun beberspa
sturan yang memiliki akses kuat terhadap minat investor
untuk menanamkan modalnya, salah satu diantaranya bidang
Perizinan. Karena bidang perizinan akan ikut memainkan

peranan yang amat penting, dan harus mampu memberikan
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motivasi untuk dapat mendorong dan menarik minat para
penanamn modal asing untuk menanamkan modalnya.

Akan tetapil dewasa ini masalah perizinan seringkali
menjadi sorotan para penanam modal asing vasng dianggap
terlalu bertele-tele sehingga menimbulkan inefisiensi dan
mnenyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu para
pengamat selalu mengingatkan dengan faktor dalam negeri
sebagai pemicu utama kendala berinvestasi.

Menurut Erman Rajagukguk et al. kendala investasi

disebabkan antara lain

a. Pengurusan perizinan vyang disnggap terlalu
bertele-tele sehingga menimbulkan inefisiensi.

b. Perilaku birokrat vang tekadasng sukar dipahami
olsh kalangan usshawan. Hal ini epenimpbulkan
praktek korupsi, pungli dan sebagainya.

c. Dibatasinya bidang usaha =melalui DNI (Daftar
Negatif Investasi).

d. Masalah kewajiban melakukan devitasi (Indonesiasi
saham) vyang waktunya dianggap terlalu pendek
apabila dihitung dari produksi komersial.

e. Masalah penguasaan tanah dengan HGU (Hak Guna
Usaha} vang dianggap terlalu pendek jangka
waktunva.

f. Eurangnya kepastian hukum yvang dapat dilihat dari
segi perangkat hukumnya maupun segi penegakan
hukomnya tidak konsisten.

g. Kurangnyas fasilitas perpajakan yang diberikan
pada inisstasi yang dilakukan diluar kawasan
berikat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pandji Anoraga

nengemitkakan, masalsh-masaleh yang sering dikeluhkan oleh

17. Erman Rajagukguk, Hukum Investa=zsi (Bahan Kuliah)
Jeskarts, 1995, h. 21-22.
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parsa investor dalam merealisasikan proyek-proyek

investasinya terutama adalah

a. Tidak mudahnya memperoleh dukungan pembisyaan.

b. Sulitnya mendapatkan lapangan usaha yang sesuai
dengan kebutuhan dan dalam waktu yang cepat.

c. Sarana dan prasarana yang masih memadsi, terutama
diluar pulan Jawa.

d. KRurang tenaga kerja yang sudah terampil dan yang
siap pakai.

e. Sulitnya mencari mitra usaha vang tangguh/
bonafid.

f. Lamanya pengurusan perizinan daerah_lB

Selanjutnya Sanyoto Sastrowardoyo nengemukakan bahwa
beberapa kondisi vang diinginkan oleh investor asing,

diantaranysa adalah birokrasi vyang transparan dan
i9

lancar.
Lebih lanjut Erman Rajagukguk et al. mengenukakan

KEhusus dibidang perizinan para investor pada umumnya
psengharapkan adanya prosedur perizinan yang tidak
berbelit-belit. Mereka mengharapkan perizinan
diberikan satu atap (one stop service) dimansa
koordinasi santara instansi pusat dengan daerzh
secara vertikal dan koordinasi antara instansi
secara horizontal dilakukan oleh suatu instansi yang
berwenang, sehinggas waktu yvang diperlukan dan biaya
vang dikeluarkan relatif singkat dan tidak memerlu-

kan bisye tinggi. Izin tersebut antare lain
meliputi pemnberian izin untuk menanamkan modalnya
naupun izin penbsﬁian tenaga kerja ahli vyang

diperlukan investor.

- 18. Pandji Anoraga, Perusahaan Hultinasional
Penanapan Modal Asing, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1985,
h. B4.

18. Sanyoto Sastrowardoyo, Sambutan Menteri HNegara
Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordina=si Penanaman
Modal, Jakarta, 19384.

20 . Erman Rajagukgunk, et s8l, op. cit, h. 11.
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Henurut Paskah Suzetta

Hasalah prosedur penanaman modal terutama mengenai
pemberian izin, khusus mengenai prosedur perizinan
pencadangan tanah dan izin lokasi, prosedur
perizinan IMB untuk bangunan industri, prosedur
perizinan Undang-Undang Gangguan (HO) kebijaksanaan
deregulasi 23 Oktober 1993 yang diharapkan dapat
memnperlancar prosedur pemberian izin ternyata masih
Juga wengsalami hambatan. Itu terjadi akibat
kebijaksanaan pemerintah tentang perizinan tidak
satu atap. Ada kesan terjadi tarik menarik antara
BEPM, Pemerintah Daerah selaku pemberi rekomendasi
dan Badan PeEEanahan Nasional dalam kaitannya dengan
izin lokasi.

Henurut Pandji Anorags
Prosedur perizinan vyang terkait dengan birokrat
dirasakan berbelit-belit dan terlalu panjang. Untuk
nempercleh perizinan perusahsaan misalnya dibutuhkan
waktu berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan,
karena membutuhkan rekomendasi dsri berpuluh-puluh
instansi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Tingkat I menjadi nat rantai panjang dalam
perizinan untuk investasi.
Dari kutipan tersebut diatas ada dua hal yang
menarik perhatian yaitu
1. Bidang perizinan untuk investasi.
2. Prosedur perizinan vang terkait dengan birokrat d=ari
berbagai instansi, baik Pemerintah Pusat npaupun
Pemerintah Daerah Tingkat 1.

Eedua hal tersebut diatas sering menjadi keluhan

pada 1investor asing khususnya di bidang perizinan,

22. Pandji Anoraga, op. cit, h. 157.
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prosedur perizinan yang terkait dengan birokrasi memang
telah membudaya pada berbsgai tingkat pemerintahan,
sehingga ﬁenjadi bagian penvebadb dari ekonomi biays
tinggi. Izin dapat diklasifikasikan berdasarkan hirarkhi
pemerintahan, sebagaimana yang dikemukaksan oleh P_H.
Hadjon yaitu izin pusat, izin daerah tingkat I dan izin
daerah tingkat 11.243

Uraian yang telah dikemukakan diatas menunjukkan
adanya kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam perizinan penanaman medal asing. Izin yang jenisnya
pelbagai macam itu dibuat dalam proses vyvang cara
prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin,
macam izin dan struktur organisasi yang menerbitkannya.
Hal ini berarti bahwa terdapat aneksa ragamn pemberi
izin vang berdasarkan pada kewenangannya baik di pusat

maupun daerah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belaksang masalah maka
permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut
1. Bagaimanakah prosedur dan persyaratan perizinan

penanaman modal asing ?

23. P.M. Hadjecn, Pemerintahan Menurut Hukum/Wet en
Rechtmatig Bestuur. Cetsakan Pertams Yuridiksa 1993.
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2. Bagaimanakah penegakan hukum administrasi terhadap
pelanggaran persyaratan perizinan penanaman nodal

asing ?

3. Tujuan Penelitian
3.1. Tojuan Umum
1. Untuk nengetahui dan memperoleh perahaman
mengenai perizinan penanaman modal assing.
2. Untuek nemberikan surmbangan pemikiran guna
kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya hukum administrasi.

3.2. Tujuan Khusus
1. Untuk nengetahui prosedur dan persyaratan

perizinan penanaman modal asing.

3]

Untuk mengunghapkan penegakan hukum &administrasi
terhadap pelanggaran persyaratan perizinan

penanamnan modal asing.

4_ Manfaat Penelitian
4.1. Manfaat Teoritis

Dari segil teoritis penelitian ini bermanfaat bagi
pengembangan hukum administrasi, terutama vang berkaitan
dengan pengembangan pemikiran perizinan kearah perizinan
penanaman wmodal asing vang efisien. Penelitian 1ini

diharapkan menghasilkan konsep pemikiran dan persepsi
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tentang asas instrumental dalam prosedur penerbitan

izin.

4.2. Manfaat Praktis

Bagi Badan EKoordinasi Penanaman Modal (BEKPM) dan
Pemerintah Daerah maupun instansi yang terkait dengan
perizinan penanaman modal asing. Hasil penelitian ini
dapat menjadi bahan masukan dalam menerbithan izin sesuai

dengan asas umumn prosedur.

5. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan merupakan upaya sistematis dan
rasional untuk memberikan landasan teoritik tentang suatn
permasalahan hukum. Pemberian landasan ini harus
sistematis dan rasional sebab hukum merupakan sebusah
sistem konseptual norma-norma huokum dan keputusan-

keputusan hukum24

vang hanva dapat diperhami secara baik,
apabila makna dibalik proposisi, dijelaskan dengan
langkah vyang benar. Dengsn kata lain kasjian kepustakaan
merupakan upays memberikan penjelasan yang konseptual
tentang sebuah proposisi konsep dan  RKeputusan hukum.
Langkah membangun suatu teori harus benar agar orang lain

24, J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, =alih
bahkasa oleh Arief Sidharta, 1998, h. 23 disebutkan
Dengan Hukum, Saya mengartikan sebuah sistem konseptual
kaidah-kaidah hukum dan keputusan-kepuusan hukum. :
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vang membaca dapat mengontrol hasil teorinya (controleer
baar)25 kebenaran dalam teori ini adalah sama dengan
kepastian (Zekerheid), setidak-tidaknya dalam kerangka
titik teolak yang bersangkutan.zs Sehingga teori sangat
berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta,
-~
nenbina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan
definisi—definisinya.27
Tentang kemanfaatan teori dikewmukakan ocleh Soerjono
Soekanto sebagai berikut
Dengan teori diartikan sebgai suatu sistem yang
berisikan proposisi-propesisi yang telah diuji
kebenarannya. Apabila berpedoman pada teori, maka
seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan aneka macan
gejala sosial yang dihadapi walaupun hal itu tidak
selalu berarti adanya penvelesaian terhadap masalah
vang dihadapi. Suatu teoia juga mungkin mpemberikan
taraf pemahaman tertentu.
Pada bidang hukum pengertian itu tidak hanyva penting
sekali dalam Dogmatika Hukum, wmelainkan Juga dalan
perundang-undangan. EKarena sebuah Undang-Undang dimaksud-

kan untuk mengatur perilaku para warga masyarakat, maka

harus dibuat jelas bagi mereka, perilaku spa yang

25. P.M. Hadjon, Pengkajian Hukum Dognatik
{(Normeatif). Yuridika, 1994, h. 7.

26, J.J.H. Bruggink, op. cit. h. 26.

27. Soerjono Scoekanto, Pengantar Penelitian Hukunm,
Cetakan III, Ul-Press, Jakarta, 1986, h. 121.

&y
o

Ibid, h. E.
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diharapkan (dituntut) dari nereka .29 Dengan memahami

betapa pentingnya sebuah pengertian, maka akan dipaparkan

pengertian—pengertiaﬁ yang erat berkait dengan pengaturan
perizinan penanamsan modal asing.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1845 menyatakan bahwa
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
vyang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai ocleh
negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam vang terkandung
didalamnyas dikuasai oleh negara dan dipergunsksasn
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal tersebut nemberikan dasar sosialis pada
keseluruvhan perekonomian Indonesia dan memberikan dassar
bagi peran serta pemerintah dalam laspangan ekonomi dan
sosial.30 Sebagai penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1845, pemerintah Indonesia mnengundangkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penanaman Modal Asing,
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1370.

29. J.J.H. Bruggink, op. cit. h. 49.
30. T. Hulya Lubis dan Kichard M. Buxbaum, Peranan

Hukum Dalam Perehonomian Negara Berkewbang, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta 19868, h 215,
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Jelas bahwa baik dalam rangka pemikiran pembuat
Undang-Undang, =eaupun dalam program pewxbangunan yang
dilancarkan oleh pemerintah, penanaman modal asing diberi

peranan sebagai pelengkap dan pembantu usaha swadaya
31

rakysat Indonesia sendiri. Penanaman nodal asing

tersebut dimanfaatkan dalam rangka mengisi kgkurangan

permodalan dan kemampuan nasional sehingga berperan

sebagai pelengkap.az

Penanapan modal asing sebagai pelengksap dglan upava
nodernisasi ekonomi dan perubahan struktur ekonomi memang
dibutuhkan. £Karena tujuan utama penanaman mnodal asing
sebagaimnana yang dikemukakan oleh T.C. Schelling, yvaitu:

Pertama 1ialah meningkatkan industrialisasi untuk
menyediakan barang dan jasa bagi nasyarakat.
Industrialisasi nenyangkut perpaduan teknologi,
nanajemnen, modal, faktor produksi lainnyz dalam satu
proses produksi. Oleh sebab itu, peranan positif
dari perusahaan multinasional selalu dikaitkan
dengan Jjasanya di bidang penyediaan teknologi,
keterampilan manajemen produksi dan pemasaran serta
kekuatan modalnya.

KEedua ialah peningkatan pendapatan dan kekayaan
nasyarakat, dalam bentuk penguasaan atau pené%ikan
mnodal serta dalam bentuk pembagian keuntungan.

31. Sunaryati Hartono, Beberapa ¥asalsh Trans-
nasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Bina
Cipta, Bandung 1972, h. 33.

32. R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro,
Pengertian Pokok Hukun Perusahaan, Bentuk-Bentuk
Perusahaan Yang Berlakn di Indonesia, Rajawali Press,
Jakarta, 1995, h. 203.

33. Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N.), op.
cit. h. 213.
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Dengan wmemahami betapa pentingnya penanaman modal

asing dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

sehingga Sri Bintang Pamungkas mengemukakan ada empat

alasan mempelajari investasi asing di Indonesia yaitu

TESIS

Indonesia adalah negara berkembang terbesar nomor
tiga, dan penerima modal vang besar sejak tahun
1960-an. Dengan demikian setiap studi tentang hal
ini di dunia ketiga hampir tidak dapat
nengabaikan Indonesia.

Dan berhubungan dengan vang pertama, Indonesia
mnerupakan model dari swvasana kebijakan tertentu -
upumnya terjadi di banyak negara berkembang dan
tidak sedikit di negara maju - yvyang sebagaimansa
dikenmukaksn, membatasi perolehan wanfaat dari
investasi assing. Kebijakan vang lebih liberal di
bidang investasi disertai dengan sektor
nanufaktur yang sangat dilindungi dan diatur,
serta struktur politik yang otoriter. Dengan
demikian pengalaman Indonesia dalam hal ini
investasi asing relevan bagi sebagian besar
negara berkembang, buksn hanya karena besarnya
arus 1investasi tetapi juga karena unsur-unsur
inti dari suasana kebijakan tersebut juga banyak
dilakukan oleh negara berkembang lainnya.

Peranan investasi asing di Indonesia akan terus
menjadi isyu kontroversial. Pendapat tentang hal
tersebut, di wedia khalayak maupun di lingkungan
peneliti, sangat berbeda. Kritik vang dilancarkan
kepada pemerintah Orde Baru berkisar antara
tuduhan bahwa penerintah selalu tergantung pada
nodal asing, pengendalian pihak asing (seringkali
berarti Cina) terhadap perekonomian dan konsesi-
konsesi bagi perusahman-perusahaan asing. Tidak
Jarang perdebatan itu jadi panas dan bukannysa
mereda. Sekarang ini sudah hampir duz dasawarsa
sejak diperkenalkan Undang-Undang PMA tahun 1987
dan karena itu penghajian tentang biayas dan
nanfaat mengenai investasi asing sudah saztnya.

Bagi studi ini adalah bahwa sekarang ini data
sekunder sudah lebih baik, meskipun memang masih
banyak kekurangannya. Lagi pula, sekarang banysk
tersedia literatur tentang investasi asing di
Indonesia, khususnya tentang sektor manufaktur.
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Meskipun demikian, kebanyakan literatur itu tidak
nudah diperoleh, dan kebanyakan merupakan hasil
penelitian yvang dilaksanakan sebelum tahun 1980.
Adapun studi ini bertujuan untuk mengkaji kembali
dan mengambil kesimpulan dari penemnuan-penemuan
utama pengkajian tersebut, serta nenunjuitkan
bidang-bidaa& baru apa saja yvang diperlukan dalam
penelitian.

S%hubungan dengan hal tersebut diatas apakah perla
serangkaian pengaturan khusus atau tambahan untuk
nengarahkan penanaman modal asing dalam rangka menanamkan
modalnya di Indonesia, dan apakah Undang-Undang Nomor 1
tahun 1887 dan kebijaksanaan di bidang penanaman modal
asing cukup memberi pengarahan atau pengaturan penanaman
mnodal asing sesuai dengan prioritas pembangunan nasional
dan efektif pelakssnaannya. Karena setelah diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987, berbagai aturan
pelaksanaannya telah dikeluarkan. Bahkan departemen-
departemen teknis yang berkaitan dengan penanaman modal
asing wmenerbitkan aturan-aturan tersendiri.

Undang-Undang Nowor 1 Tahun 1987 tentang penanawman
modal =sing adalah Undang-Undang organik vyang wengsatur
penanaman modal asing di Indonesia. Pengertian penanaman
modal asing dalam Undang-Undang ini dirumuskan dalam
pasal 1 vyang menyatakan bahwa

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-
Undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing

34. Sri Bintang Pamungkas, op. cit. h. 4-5.
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secara langsung vang dilakukan menurut ataun
berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini
dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di
Indonesia, dalam =arti bahwa pemilik modal secara

langsung penanggung resiko dari penanaman nodal
tersebut.

Perumusan Pasal 1 tersebut menurut Ismail Sunny

dan Rudioro Rochmat berpendapat bahwa :

Pesal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 mengandung
tiga unsur pokok vaitu

a. Penanaman modal secara langsung.
b. Penggunaan modal untuk menjalankan perussahaan.
¢. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Lebih lanjut dikemukakan

Undang-indang Nomor 1 Tahun 1987 tidak wemnberikan
penjelasan tentang apa vyang dimaksud dengan
penananan modal asing secara langsung. Maka dalam
hubungan ini dia mengatakan bahwa penanaman mnodal
secara langsung menurut pasal 1 Undang-Undang HNomor
1 Tahun 1887 adalah seperti pengertian yang diberi-
kan oleh Qrganisation for European Economic
Co-operation disingkat OEEC vaitu : Direct
investment 1s w®meant acquisition to ensure its
control by investor. Kesimpulan yang dapat ditarik
dari definisi diatas ialah bahwa penanaman modal
{investor) diberi keleluasaan pengusahaan dan
penvelenggaraan pimpinan dalam perusahasn dimsna
modalnya ditanam dalam arti bahwa penanaman modal
nempunyail penguasaan atas modal. Jadi jelaslah bahwa
penananan modal secara langsung itu artinya langsung

digunakan untuk menjalankan perusahaan di
Indonesia.3°

Berkaitan dgngan hal tersebut diatas, 2Zudan Arif

Fakrulloh dan Hadi Wuryan mengemuksaksn bahwa

35. Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, Tinjaunan Dan
Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Dan Kredit
Luar Negeri, Pradnya Paramita, Jekarta 1876, h. 33-34.
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Perumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1887

mengandung unsur pokok vaitu

aooe

Penanaman modal secara langsung.

Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan.
Perusahaan itu di Indonesia.

Resiko_ _yang langsung ditanggung oleh pemilik
nodal.36

Melihat pengertian penanaman modal asing pada pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 G. Kartasapoetra et.

al. menyebutkan adanya beberapa hal yang menonjol

TESIS

Undang-Undang ini jelas tidak mengatur perihal
kredit atau peminjaman mnodal melainkan hanya
nengatur tentang penanaman nodal (asing),
dengan demikian hubungannym dengan kenungkinan
pembangunan-pemnbangunan perusahaan di tanah air
kita dalam rangka menunjang pembangunan.

Dengan demikian memberi kewmungkinan perusahaan
tersebut dijalankan dengan modal asing sepenuhnya
(direct investment) Jjoint venture dan atau Jjoint
enterprise.

Direct investment dalsm hal ini bukan hanya modal
tetapi kekuasaan dan pengamnbilan keputusan
dilakukan oleh pihak asing, sepanjang segala
sesuatunya memperoleh persetujuan dari pene-
rintah Indonesia, dan sejauh mana kebijaksanaan-
nya tidak melanggar hokum dan ketertiban umnum
vang berlakn di Indonesia.

Joint venture, merupakan kerja sama antara
perilik modal asing dengan pemilik nodal
nasiongel. Bentuk joint venture ini bisa termasuk
kategori penanaman wnodal dalam negeri.

Joint enterprise, merupakan bentuk kerja sama
antara perusahaan nasional dengan perusahaan
asing (bentuk kerja sama antar perusahasan).
Bentuk kerja sama ini sangat disukai baik oleh
pemerintah msupun pemilik modal asing.

Zudan Arif Fakrulloh dan Hadi Wuryan, op. cit.
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f. Berbeda daripada kredit wyang resiko pengguﬁaannya
ditanggung oleh peminjam, sedang dalam penanaman
zodal asing regako pPenggunNaannys menjadi

anggungan penanam.

Berdasarkan uraian vyang telah dikemukakan diatas
dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Penanan nodal
{investor) menpunyal penguasaan atas mnodalnya vyang
ditanaxrr dslam perusahaan yang bersangkuten, dalam arti
bahwa perusahsaan yang bersangkutan, dalam srti bahwa
pemilik modal atau penanam modal mempunyai keleluasaan
penguasahaan atas perusahaan modal asing itu. Jadi jelas-
Iah bahwa penanaman modal secera langsung artinya
langsung digunakan untuk wenjalankan perusahaan di
Indonesia.

Unsur vyang kedus dari perumusan pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1867 yaitu penggunaan modal untuk
nenjalankan perusahaan. Menjalankan perussahaan di

Indonesia m®menurut Pandji Anoraga dapat dengan dua macam

cara yaitu

a. Perusshaan itu berkedudukan di luar negeri dan
manjalankan perusahaan di Indonesia, dengan hanya
mempunyai kantor tertentu ataupun kantor cabang
atau kuasa tertentu tanpa mendirikan badan hukum
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesi=a.

b. Dengan nenggrikan baden hukum dan berkedudukan di
Indonesia. :

, HKanajemen Penanaman
1985, L. S80C.

37. G. Kartasapoetra, et
Hodal Asing, Bina Aksara, Jaka

38. Pandji Anoraga, op. cit. h. 49,
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Unsur vyang ketiga dari perumusan pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1867 sdalah resiko vang langsung
ditanggung oleh pemilik modal. Menurut Ismail Sunny,
dapat dijelaskan dengan membedakan antara kredit dan
penananan mnodal dilihat dari penggunaannya adalah

Kredit : penggunaannya adalah oleh pemninjan maka

resiko berada atan ditanggung oleh peminjam
dan tidak oleh pemilik atau pemberi kredit.

P H A : penggunaannya adalah oleh penansm/pemilik

modal asing, mnaka resggo berada atan
ditanggung oleh pensasnam.

Memahami akan pentingnya sebuah pengertian maka
gecara singkat akan dipapsrkan pula tentang pengertian
mnodal asing. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
Tentang Penanaman Modal Asing telah dirumuskan bahwa

Pengertian nodal asing dalan Undang-Undang ini
ialah

a. Alat pembavaran luar negeri yang tidak merupakan
bagian dari kekaysan devisa Indconesia, vang
dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk
pembiayaan perusahsan di Indonesia.

b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-
peneruan dan milik orang asing dan bsahan-bahan
vang dimasukkan dari luar kedalam wilsyah
Indonesia, selana alat-alat tersebut tidak
dibiayal dari kekayaan deviss Indonesisa.

c. Bagian dari hasil perusahaan vang berdasarkan
Undang-Undang ini diperkenankan ditransfer,

tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di
Indonesia.

39. Ismail Sunny dan Rudiono Rochmat, op. c¢it. h.
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Berkaitan dengan perumusan pasal 2 [Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1967, Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat

nengenukakan bahwa

Rumusan pasal 2 sub a yang dimaksud dengan alat
pembavaran luar negeri adalah modal asing. Untuk
nenentukan alat pepbayvaran luar negeri yvang mana
ternasuk dalan pengertian -fodal asing, naka
penbuat Undang-Undang menggunakan sebagai kriterium,
kekavaan devisas Indonesia. Devisa adalah saldo bank
dalamn valuta asing yang mempunyai catatan kurs
respl dari Bank Indonesia dan valuta asing 1lainnya,
tidak termasuk uvang logam yvang mnempunyai catatan
kurs dari Bank Indonesia. Devisa termasuk diatas
berasal baik dari kekayaan alam, wmaupun usaha
Indonesia, dan devisa itu dikeasal oleh negara.
Jadi yang dimaksud dengan kekavaan devisa Indonesia
ialah devisa yang dikuasai oleh negara maupun oleh
warge negara Indonesia. Jadi alat pembayaran luar
negeri vang merupakan modal asing adalah alat
pembayaran luar negeri vang tidak dikuasai oleh
negara, dan digunakan untuk pembiayaan perusahaan di
Indonesia dengan persetujusn pemerintah.

Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa

Selain alat pembayaran luar negeri ini dalam sub b
Pasal ini ditentukan bahwa alat-alat untuk
perusahaan pun merupakan modal asing. Akan tetapi
alat-alat yang bersangkutan haruslah alat-alat vyang
diperoleh tidak atas biaya/beban dari kekayaan
devisas Indonesia, artinyva bahwa alat-alat ite tidak
dibeli dengan menggunakan devisa vang berada dalam
penguasaan negara.

Sedangkan pasal 2 sub ¢, bahwa bagian dari hasil
perusahaan vang berdasarkan Undang-Undang 1ini
diperkenankan ditransfer tetapi dipergunakan untuk
membiayai perusahaan di Indonesia. Bagian dari hasil
perusshaan merupakan puls modal asing. Yang dimaksud
sebagai bagian dari hasil perusahaan ialah bagian
vang diperkenankan ditransfer menurut pasal 18 HBPHA
vang antara lain berupa keuntungan modal asing.

40. Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, op. cit.

h. 40-41.
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Sehubungan dengan pengertian penanaman modal asing
nenurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Sunarjati

Hartono menyatakan bahwa

Direct investment ini dapat berupa valuta asing
(foreign exchange), barang-barang (alat-alat), atau
keahlian, baik dalam cara organisasi atau pemasaran.

Dalam hal wvaluta asing : Apakah valuta asing itu
merupakan bagian dari kekayaan devisan Indonesisa,
atau tidak. Mengenai pendekatan ini Sunarjati
Hartono mengetengahkan pendapat Hans Anfricht.

".... by making the foreign origin the decisive
feature rather than the nationality or the residence
of the investor, an objective rather than a personal
test is esteblished”. (dengan membuat sumber asing,
ciri vang menentukan daripsda nasionalitas atau
tempat tinggal investor, uji obyektif daripada
pribadi telah terbukti”.)

vang dilanjutkan dengan

It appears that in these laws the situs aof the
foreign capital outside the capital importing
country, immediately before the investment is being
made 1is the decisive criterion for considering the
varions types of foreign capital (e.g. foreign
currency, machinery and equipment). Thus a domicile
of origin of the foreign capital is assumed.
{Tampeknya bsahwa dalam Undang-Undang ini, situs
nodal asing di luar negara yang mengimpor mnodal,
segera sebelum investasi dibuat adalah kriteria yvang
menentukan untuk mempertimbangkan berbagai tipe
nodal asing (misalnya, mata vang asing, mesin dan
peralatan). Haka tempat tinggal asal dari modal
asing tersebut diterima.

Lebih lanjut dikemukakan

Dalam hal alat-alat dan keahlian : Apskah alat,
barang atau keahlian tertentu itu merupskan milik
orang-orang atau bukan. Undang-Undeang Nomor 1 Tahun
1987 nempergunakan kriterium subyektif, karen=a
tergantung dari pada apakah si pemilik a2lat-alat dan
keahlian itu adalah orang asing atau bukan.

Jadi ternyata bahwa mengenai kriterium "modal asing”
itu UUPMA mempergunaskan uvkuran-ukuran vang berbeds
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bagi valuta asing dan bagi alat-alat dan keahlian.
Hal ini tentunya tidak akan memudahkan pengaturan
"modal asing”.
KEriteriom yang lain yang diadakan oleh UUPMA adalah
bahwa si penanar modal "secara langsung wmenanggung
resiko dari penanaman mnodal tersebut”. Hal ini untuk
nembedakannya dari kredit-kredit luar negeri, vang
sebenazgya pada hakekatnya juga merupakan modsal
asing. . :

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-lindang Nomor 1 Tahun
1987 ditegaskan bahwa

Modal asing dalam Undang-Undang ini tidak hanya
berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-
alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk
menjalankan perusahean di Indonesia, penenuan-
penemuan mnilik orang/badan asing vang dipergunakan
dalam perusahaan di Indonesia dan hkeuntungan vang
boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan
kembali di Indonesia.

Pengertian modal asing menurut Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 maupun dalam penjelasan pasal 2
tersebut, maka akan tampak apabila pengertian modal asing
agak condong pada equity, suatu fresh capital yang datang
dari luar, meskipun diakui juga bahwa equipment, paten
atau teknologi Jjugs termasuk dalam pengertian modal
asing. Selanjutnya hasil keuntungan perusshaan yang tidak
ditransfer tetapi diinvestasikan pun bisa termasuk modal

asing. Namun demikian perlu pula dipikirkan apakah Loan

vang berasszl dari luar negeri dimasukkan sebagai modal

41. Sunarjati Hartono, op. cit. h. 80-83.
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asing. Sebab dalam lalu lintas modal dan pinjaman yang
begitu kompleks seperti sekarang 1ini tidek realistis
apabila mengabaikan soal loan yang semekin lama semnakin
berperan. Sudah barang tentu harus ada kebijaksanaan
mengenai perimbangan antara equity dengan lLosn agar bisa
diperoleh modal asing yang sehat.

Dalam kaitannys dengan uraiasn vang telah dikemukakan
diatas menurut T. Mulya Lubis sebagaimana yang dikutip
oleh Zudan Arif Fakrulloh, menvatakan

Pengertian demikian agaknya berat ke equity, karena

itu perlu juga dimasukkan loan yang berasal dari

luar negeri. Bahkan secara ekonomi, modal asing yang
masuk dapat terdiri dari investasi asing, investasi
port folio, dan pinjaman luar negeri. Oleh karena
itu, beralssan Jika ada vang berpendapat bentuk-

bentuk lain dari modal asing perlu dimasukkan dalam
pengertizg modal asing sebagsimana diatur oleh pasal

2 UUPMA.

Tidak dimasukkannya kredit atau pinjaman lusr negeri
meaupun loan dapat diterima. Lebih-lebih 3jike dikaitkan
dengan kehendak untuk membebankan resikc penanam mnodal
asing. Sebab apabila kredit atau pinjaman luar negeri
dimasukkan dalam pengertian modal asing mnaka peninjam
turut menanggung resiko. Padahal keinginan vyang tampak
dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tersebut
dalam investor asing, resiko penggunaannya menjadi

42 .  Zudan Arif Fakrulleoh dan Hadi Wurvan, op. cit.
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tanggungan 1investor asing. Tampaknya hal inilah yang
noanghin dikedepankan sebagsi salah satu faktor vang
memberikan keuntungan.

Sumantoro nengenukakan bahwa, kiranys suatn
ketentuan yang lebih jelas mengenai sapa vang disebut
modal asing, sekedar sumtu contoh definisi direct foreign

investment dari Andean Pact ini bisa dipertimbanghan

Direct foreign investment : Contribution coming from
abroad, owned by foreign individuals or concerns, to
the capital of e8an enterprise must be in freely
convertible currencies, industrial plants, machinery
or equipment with the right to re-export their value
and to remit profit abroad. Also considered as
direct foreign investments are those invesments in
local currency originating from igsources which have
the right to be remitted abroad. {Investasi asgsing
vang langsung : kontribusi yang berasal dari luar
negeri, dimiliki oleh individu =atau perusshaan
asing, terhadap mosal suatu perusahaan harus berada
dalam mata uvang yvang secara bebas dapat dituksar,
dalam pabrik-pabrik industri, mesin atau peralatan
dengan hak untuk mengexport kembali nilainya dan
mengirimkan laba ke luar negeri. Juga dianggap
sebagai investasi asing vang langsung vaitu
investasi dalan pata uang lokal vang berasel dari
sumber yang memiliki hak dikirim ke luar negeri.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa, definisi dari Andean
Pact ini tidaklah definisi vang paling bagus, tetapi
definisi 1ini sedikit lebih jelas dari yang kita mpiliki

pada pasal 1 dan 2 Undang-Undang Momer 1 Tahun 1987 44

43. Sumantoro, op. cit. h. 93.

44 . Ibid.

TESIS Perijinan penanaman modal ... Andi Sugirman

)



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

32

Undang-Undeang Nomor 1 Tahun 1867 nenberikan
kewenangan kepadsa pemerintah. Kewenangan penerintah vang
dimeksud adalah kewenangan vang berkenaan dengan
pengaturan penanaman nodal asing melalui instrumen

perizinan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
x
dirumuskan

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-
perusahaan »odal asing di Incdonesia dengan
memperhatikan perkembangan ekonomi nasional wmaupun
ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman
nodal, dan keinginan penanaman modal asing sesusai
dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan
daerzah.

Pagal 5

{1) Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha
vang terbuka bagi modal asing nenurut urutan
prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh penanan modal asing dalan tiap-tiap
usaha tersebat.

{2} Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap
kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencsna
pembangunan jangka menengah dan Jjangka panjang,
dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta
teknologi.

Pasal 11

Perusshaan-perusahaan nodal asing diizinkan
mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan
dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi
jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga
kerja warga negara Indonesia.

Pasal 18
Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan

jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga
puluh) tahun.
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Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terdapat dus
kategori bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman
nodal asing sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6

(1) Bideang-bidang usaha yang tertutup untuk penanamnan
nmodal =asing secara pengussahaan penuh ialah bidang-
bidang vang penting bagi negara dan menguasai hajat
tgn’.dup rakyat banyak sebagai berikat :

a. Pelabuhan-pelabuhan;

b. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik
untuk uvoun;

Telekomunikasi;

Pelavanan;

Penerbangan;

Air minunm;

KEereta api umum;

Pembangkitan tenaga atonm;

Mass media.

oo A0

(2) Bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalan
perusshaan negara, antara lain produksi senjata,
mesin, alat-alat peledek dan peralatan perang
dilarang sama sekali bagi modal asing.

Dari berbagai perumusan pasal yang telah diketengah-
kan diatas, menunjukkan kewenangan penerintah dalam
menjalanken fungsi pengaturan pendistribusian penanaman
modal asing di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi ini
pemerintah mempunyai kewenangan pengendalian dalam bentunk
sistem perizinan. Oleh karena itu pemerintah diberi
kewenangan menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus
dipenuhi bagi para penanam modal asing. Persyaratan yaﬁg
harus dipenuhi wmenunjukkan pembatasan yang sekaligus
memberikan terhadap suatu tindakan yang diperbolehkan,

hal ini melahirkan sistem perizinan.
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Sebagaimana kita ketahui tugas emerintahan negara
Republik Indonesia adalah tidak hanya nelaksanakan
Undang-Undang (légis—executio)-nenurut Haurice Duverger
dan Hans EKolsen atau untuk merealisir kehendak negara
(Staatwil; general will) menurut Jellinek, tetapi lebih
luas dari itu yaiEL, menyelenggarakan kepentingan umumn
{3ervice publique, public service) demikian menurut
Eranenburg dan Hak'zieu.45

Untuk mewujudkan tugss pemerintahan tersebut mnaka
pemerintah (tata usaha negara) nelnkukan berbagai
tindakan sesuai dengan kewenangan alat-alat (organ)
pemerintahan.

Dalam lapangan hukum administrasi tindakan hukum
administrasi tindakan hukum pemerintahan pada prinsipnya
adalah merupakan hubungan hukum yakni hubungan hukum
antara pemerintah dengan warga masyarakat, dalam hubungan
hukum tersebut berisi

a. Suatn kewajiban (obligasi verlichting) untnk
melaknkan atau tidak melakukan, atau membiarkan
sesuatu.

Suatu hak untuk menagih atau meminta.

¢. Swuatu izin ateuy persetujuan ates sesuatu yang
pada vmumnya dilarang.

o

45. EKuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum
Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara,
Alumni, Bandung, 1S85, h. 41i.
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d. Suatu pemberian status kepada seseorang atan
sesuatu, sehingga timbullah 3eperan§gat {set)
hubungan-hubungan hukum yang tertentu.

Termasuk bentuk tindakan pemerintahan dalam lapangan
hukum administrasi adalah keputusan (beschiking). Van
der Pot dalam bukunya yang berjudul Nederlandsch
Bestuursrecht memberikan defisi tentang beschiking
sebagai berikut

beschiking adsalah perbuatan hukum yang dilakukan

oleh alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggara-

kan hal khusus, dengan maksud4qengadakan perubahan
dalan lapangan hubungan hukun.

Tindakan pemerintahan dalan bentuk keputusan
{beschiking) sebagaimana yang telah disebutkan diatas,
vang menjadi fokus perhatian dalam penelitian tesis ini
adalah masalah perizinan (vergunning). Yang dimaksnd
dengan perizinan (vergunning) vyaitu perizinan vang
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan pusat
manpun daerah.

Izin adalah salah satu instrumen vang paling banyak
digunaksn dalam hukum administrasi. Pemerintah sebagsai
sarana vuridis untek mengemudikan tingkah laku para warga

nasyarakat .

46. Prajudi Admosudirjo, Hukum Adeinistrasi Negara.
Cet. ke-9. Ghalia Indonesia, 1988, h. 8Z.

A

47. Runtjoro Purbopranoto, op. cit. h. 48B.
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Menurut N.H. Spelt dan J.B.J.H. ten Berge

Izin ialah . suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan Undang-Undang atsu peraturan pemerintah,
uantuk dalam keadaan tertentu nenyizgang dari
ketentuan-ketentuan larangan perundangsan.

Henurut E. Utrecht :

Izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya
melarang suatu perbuatan tetapi nasih Juga
mnemperkenankannya asal saja diadakan secara vang
ditentukan untuk masing-masing hal konkret, mnaka
keputusan administrasi negara vysng nzgperkenankan
perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

Menurut Sjachran Basah :

Jzin adalah perbuatan hukue administrasi negara
bersegi satu yang pengaplikasikan peratoran dalam
hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur
sebagaimansa ditetapkag oleh ketentuan perundang-
undangan vang berlaku. 0

Menurut Victor Situmorang :

Izin tindakan perbuatan peraturan yang secara umum
tidak dibenarkan, =skan tetapi nenperkenanksnnysa
dengan memenuhi cara-carg vang ditentukan untuk
masing-maesing hal konkret. 1

48. HW.M. 8pelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar

Hukum Perizinan {(disunting oleh P.¥. Hadjon) Utrecht,
1991, h. 3.

49, E. Utrecht - Moh. Saleh Djindang. Pengantar Hukumn
Administrasi Negara Indonesia, PT. Ichtiar Baru, Jakarta,
1985, h. 143.

50. Sjachran Bassh, Pencabutan Izin Salah Satu
Sanksi Hukum Administrasi, MHakalah Penataran Hukum
Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas
Airlangga, Surasbaya, 1895, h. 3.

51. Victor Situmorang, Dasar-Dasar Huokum Admninis-
trasi Negara, Bina Aksarsa, Jakarta, 1989, h. 141.
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Selanjutnys menurut W.F. Prins, izin diberikan pada
perbuatan yang tidak dilarang tidak merugikan dan dibawah
pengawasan administrasi negara.sz Menurut P.H. Hndjon.
"izin" beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak
melarang sustu perbuatan tetapi untuk dapat wmelakukannya
dii¥yaratkan prosedur tertentu harus dilalui.93

Berbeda dengan Prajudi Atmosoedirjo, yang menyatakan
izin atau vergunning adalah "dispensasi dari suatu
larangan“.54 Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi
dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentwan yang pada
dasarnya melarang suatu perbuatan.

Dari kutipan diatas, bahwa izin adalah tindakan
perbuatan vyang secara umum tidak dibenarkan, serta pada
ununNnNysa nelarang suatu perbuatan tetapi masih Jjugsm
memperkenankannya dengan memenuhi syarat-syarat vang
ditentukan untuk mnasing-masing hal konkret. Atau 1izin
adalah suatu perbuatan persetujuan yvang diberikan o©leh

penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

52. Ibid.

53. P.M. Hadjon, et al, Pengantar Hukun
Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian
Administrative Law), Cetakan ketiga, Gadjah Hada
University Press, 1034, h. 143,

54. Ibid
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Pada hakekatnya izin beranjesk dari ketentuan yeng
pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi
untuk dapat melakukannya harus memenuhi syarat dan
prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Izin diberikan karensa ada peraturan vyang

berbunyi, "Dilarang untuk ... tidak dengan izin atau
bentuk lain yang dimaksud sama seperti itu.

Yang pokok pada izin adalah bahwa suatu tindakan
dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar
ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan
dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu.9?

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge mengemukakan

bahwa

Tujuan pemerintah menggunakan sistem izin dsapat

berupa

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan - sturen)
aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin
bangunan).

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin
lingkungan).

c. Reinginan melindungi obyek-obyvek tertentu (izin
terbang, izin membongkar pads monumen-monurmen).

d. Hendak membagi benda-benda yang segékit (izin
penghunian di daerah padat penduaduk).

Dari kutipan tersebut diatas dapat disimppulkan bahwa

tujuan 1izin vyang pertama (sturen) mengendalikan telah

595. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Loc. cit.

58. Ibid, k. 9.
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mencakup tujuan izin kedna, ketiga, keempat dan kelima,
sebab mengendalikan mempunyai makna vang luas.

Izin sebagai instrumen pengarah dan pengendali dapat
dijumpai dalam setiap keputusan izin yang memuat perintah
dan larangan, hal ini dapat ditemukan di semua faktor
kehidupan yang berkaitan dengan perizinan.

Secara teoritis aspek normatif dari sistem izin
terdiri atas larangan persetujuan yang nerupakan dasar
pengecualian (izin). Larangan atas suatu perbuatan
berarti pembatasan terhadap hak-hak dasar. Larangan dari
suatu organ penerintahan vyang memberikan pembatasan-
pembatasan kepada para warga harus ditetapkan dalam suatu
peraturan perundang-undangan sebagai konsekwensi assas
legalitas, yvyaitu dimana kekuasaan dan wewenang yang
dimiliki oleh pemerintah hanva semata-mata ditentukan

oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang.

Menurut P.M. Hadjon, bahwa

Norma hukum lazimnya membedakan dua macam norma,
yaitu pertama norma individual adalah norma vang
ditujukan kepada seorang atau beberapa orang
tertentu. Kedua norma umum adelah norma yang dituju-
kan kepada siapa saja. Lebih lanjut beliau
mengemukakan bahwa, konsep hukum normatif mengandung
makna beruga : perintah, larangan, izin dan
dispensasi. '

57, P.M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik
(Normatif) Yuridika, No. 8 Tahun IX November-Desember
1994, h. 11,
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Makne Lkonsep hukum normatif ini, bila dikaitkan
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 18687 tentang
Penanaman Modal Asing vang mengatur norma larangan dalam
pengendalian pemanfaatan modal asing, sebagsi salah satu
contoh dapat kita lihat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1967 vang menyatakan bahwa : Dalam setiap izin
penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya
vang tidak melebihi 30 (tiga puluh} tahun.

Norma larangan yvang disebutkan dalam Undang-Undang
tersebut secara abstrak tingkah laku mana yang pada
unumnya tidak diperbolehken. 1Izin timbul bila norma
larangan umum dikaitkan dengan norma umum yvang memberiksan
kepada suatu organ pemerintahan, Wwewenang untok
nenggantikan learsngan itu dengan persetujusan dalam suatn
bentuk tertentu.

Dalam setiap pemberian izin penanaman modal asing
sebagai suatu keputusan tata usaha negars harus ditegas-
kan syarat yang bersifat "konstitutif"” dan syarat yang
bersifat penilaian atau bersifat “kondisional® .8

Syarat yang bersifat konstitutif adalsh syarat yang
harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum perbuatan atau
tingkah 1laku tertentu dilakukan, sedangkan syarat vyang
bersifat penilaian atau kondisional adalah suatu syarat

58. Scehino, Azss-Azas Hukum Tata Pemerintahan,
Penerbit Liberty, Yogyvakarta, 1984, h. 26-37
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yang harus dipenuhi setelah perbuatan atau tingkah laku
tertentu telah dilakukan. Penilaian syarat konstitutif
nendahului dilakukannfa suatu perbuatan sedangkean
penilaian syarat kondisiocnal setelah dilakukannya suatu
perbuatan.
Selsin persyaratan vyang perlu diperhatikan dalam
setiap pemberian izin penanaman modal asing sebagaimana
telah disebutkan diatas, tindakan pemerintahan wajib pulsa
nenperhatikan syarat-syarat sahnys suatu ketetapan atau
keputusan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 avat (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (L.N.R.I. Tahun 19886
Nomor 77) Tentang Peradilan Tate Usaha Negara, dirumuskan
syarat-syarat suatu keputusan wvaitu
1. Keputusan Tata Usaha Negaraz itu harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

2. Badan atan Penjabat Tata Usasha Negara pada waktu
mengeluarkan keputusan tidak menggunakan kewenangannya
untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan

tersebut.

w

Badan atau Penjabat Tata Usaha Negara pada waktu

mengeluarkan keputusan tidak sewenang-wenang.
Eeputusan tatas usaha negara menurut Undeng-Undang

Nomor 5 Tahun 1988 tentang Peradilan Tata [Usaha Negara

pasal 1 angka 3 merumuskan

Keputusan Tata Usaha Negarz adalah suatu penetapan

tertulis vang dileluarkan oleh Badan atau Penjabat Tata
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Usaha Negara vang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
vang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, vang bersifat konkret, individual, dan final,
vang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukun perdata.

Rumusan Pasal 1 angksa 3 tersebut mengandung elemen-
elemen utama sebagai berikut
a. Penetapan tertulis;
b. Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
c. Konkret individu=zl;
d. Final;
e. Akibat hukum bagi seseorang atan badan hukum

perdata.59

Izin pensananan modal asing sebagai keputusan tata
usaha negara (KTUN), ialah keputusan sepihak dari suatu
organ pemnerintahan, diberikan atas dasar kewenangan dalam
tUUndang-Undeng atau peraturen yang menciptakan bagi satu
atau lebih keadasan konkret, individoal, suatan hubungan
hukum, wenetapkannya secars mengikat atan membebaskannva
atan dalam mana itu ditolak.

Sebagai keputusan tata wussha negara KTUN) izin

penanaman modal asing merupakan mata rantai terakhir pad=a

38. P.M. Hadjon, et &al. Pengantar Hukum Adminis-
trasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Adminis-
trative Law), op. cit. h. 138.
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rangkaian penetapan norma yang berhubungan dalam hukum
administrasi.

N.M. Spelt dan J.B.J.H. ten Berge menyatakan bahwa
Menurut akibat hokumnya, izin adalah EKTUN yang
menciptakan hukum (atao honstitutif). Ini berarti
bahws dengen izin dibentuk svatu hubungan hokam
tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh organ
pemerintahan diciptakan hak-hak (izin) dan
kewajiban-kewajiban (melalui ketentuan-ketentusan)
tertentu bagi yang berhak.

KEetentuan-ketentuan adalah syarat-syarsat vang

menjadi dasar bagi organ pemerintahan memberi izin.

Fakta bahwa dalar banvak hal izin dikaitkan pad=s

syarat-syarat berhubungan erat dengan fungsi sistem

perizinan sebagai salah sagg instrumen pengarah

(pengendalian) dari penguassa.

Pada prinsipnya tisp-tiap izin pensanaman modal asing
beranjak dari syarat dan prosedur tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku. Rarena
perizinan penanaman modal asing erat berkait dengan
berbagai jenis izin maka sudah barang tentu dalam bidang
perizinan masing-masing jenis izin mempunysi tata cara
dan prosedur tersendiri. Sebagai contoh tata cars dan
prosedur untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB)
berbeda dengsn tata cara dan prosedur untuk mendapatkan

izin ussha industri. Jadi tiap-tiap jenis izin penanaman

modal asing skan berialan sendiri-sendiri.

60. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge (disunting
oleh P.M. Hadijon), op. eit. h. 13.
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Izin vang jenisnya pelbagai macam itu dibuat dsalam
proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan
pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi
vang menerbitkannya.

Tentang instansi atau pejabat vang berwenang untek
mengeluarkan izin penitnaman modal asing telah diatur
dalasm EKeputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1885 tentang
Badan EKoordinasi Badan Penanaman Modal. Pasal 1 anghka
(12) merumuskan bahwa : "Atas nama Menteri yang membina
bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan, menerbit-
kan izin dan keputusan penanaman modal”.

Syarat vang dicantumkan dalam setiap izin, merupakan
sarana kontrol bagi pemerintah, disamping juga berfungsi
sebagai dasar hukum pengambilan tindakan atau sanksi

apabila syarat tersebut dilanggar.

6. HMetode Penelitian
6.1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini, dibatasi oleh perumusan
masalah, obyek vang diteliti dan tradisi keilmuan hukum
itn sendiri. Esrena penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan yuridis normatif.®!

El. P.M. H=adjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik
(Normatif), op. cit. h. 7.
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6.2. Bahan Hukum

Bahan hukum dslam penelitian ini terdiri atas bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang merupﬁkan
ciri suatu penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono
Soekanto dan Sri Hamudji penelitian hukun normatif
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan c&ara
meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.B82

Bahan hukum primer yang dikaji dalam penelitian ini
adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, EKeputusan
Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, vyang
berkenaan dengan pokok masalah.

Bahan hukumr sekunder dalam penelitian ini adalah
literatur di bidang hukum, laporan hasil penelitian,
hasil-hasil seminar, simposiunm, lokakarya, serta
majalah ilmiah dalam bidang hukum yang berkenaan dengan

masalah vang diteliti.

6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Prosedur pengumpulan bsahan hukum dilakukan dengan

langkah sebagsi berikut

B6Zz. Soerjono Soekanto dan Sri Hamudji, vFenelibian
Hukum Normatif, Suatw Tinjauan Singkat, Rajawali Press,
Jakarta, 1990, h. 104.
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1. Bahan hukum primer dikumpulkan berdasarkan pokok
masalah dengan cars inventarisasi terhadap peraturan
perundang4undangan vang berlaku.

2. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu
{(card system) vang disebut bibliografi yang terdiri
atas karty’ ikhtisar, kartu kutipan dan kartu ulassan.
Eartu ikhtisar digunakan untuk nembuat ringkasan
tulisan sesuai aslinya, garis besar dan pokok karangan
vang mnemuat pendapat asli penulisnya. EKartu kutipan
berisi kutipan mengenai isi dan bentuk karangan vyang
a=li, tentang pokok-pokok masalah yang dikutip. Kartu
ulasan, berisi catatan yang khusus datang dari penulis
sendiri terhadap suatu sumber yang dibaca, bersifat
nenamnbah atau menjelaskan catatan bacaan, dapat
pula berupa kritik kesimpulan, saran, komentar dan

lain-lain yang bersifat pribadi.63

6.4. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum vang dikumpulkan diolah dengan
melakukan klasifikasi yang termasuk peraturan perizinan
penanaman wmodal asing, wmelalui proses klasifikasi,
untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif sesuai
pokok masalah yvang diteliti.

63. Winarno Surakhmad. Penelitian Ilmiah Dagar
Metode Teknik, Tarsito, Bandung, 1990, h. 257-258.
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7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dibagi dalam empat bab yang
disusun berdasarkan Jawaban atas pokok masalah dengan
uraian sebagai berikut

Bab satu sebagai Fendahuluan terdiri atas latar
belakang =masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian
vyang terdiri atas tujuan umnum dan tujuan khusus, kajian
pustaka sebagai kerangka dan landasan teori dari
penelitian. Untuk mencapai hasil itu diketengahkan metode
penelitian dan analisis bahan hukum, serta pertanggung
jawaban sistematika.

Bab dua diawali dengan uraian pengeturan hukum
perizinan penanamsan modal asing, pada pewmbshassan bab ini
dikenukakan peraturan perundang-undangan dibidang
perizinan penanaman modal asing, kewenangan pemberian
izin penanaman modal asing, prosedur dmn syarat-syarat
perizinan penanaman modal asing.

Bab tiga, diuraiksn perizinan penanaman modal asing,
uraian ini mengetengahkan berbagai jenis izin penanaman
modal asing, kemudian dilanjutkan dengan analisis
perizinan penanaman modal asing yang =meliputi analisis
terhadap prosedur dan persyaratan perizinan penanaman
nodal asing dan untuk selanjutnya diuraikan penegakan

hukum administrasi terhadap pelanggaran persyaratan

perizinan penanaman modal asing.
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Bab empat sebagai penutup, pada bab 1ini berisi
simpulan dan saran. Bagian :simpulan merupakan
jawaban singkat terhadap pernasnlahaﬁ vang telah dirumus-
kan. Bagian saran merupakan sumbangan pemikiran vyang

diharapkan menjadi masukan dalam praktek hukum.

e ]
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BAB II

PENGATURAN HUKUM PERIZINAN PENANAMAN MODAIL ASING

1. Peraturan Peruﬁdnng—undangan Perizinan Penanaman Modal
Asing

Sejarah penanaman nodal asing di Indonesia dapat
digolongkan sang&% muxda, apabila dibandingkan dengan
negara-negara “Hacan Asia,” seperti Korea Selatan dan
Taiwan. Sejak kemerdekaan memang sudah ada mnodal asing
vang masuk ke Indonesia, tetapi potensinya belum menjadi
kekuatan ekonomi nyata (riil). Hal ini disebabkan politik
berdikari pemerintahan Orde Lama yang menutup ketat modal
asing.

Secara formal, penanaman modal asing baru mempunyai
landasan hukum sejak tahun 1867, saat Undang-Undang Nomor
i1 Tahun 1967 dikeluarkan. Tatanan kehidupan ekonomi
Indonesia berwajah baru yang ditengarai oleh wmengalirnya
bantuan kredit dari luar negeri dan penanaman modal asing
di Indonesia.®4

Penanaman modal asing vang wmasuk ke Indonesia diatur
melalnl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 jo Undang-Undang

No. 11 Tahun 1970 dan sejumlah ketentuan hukum lainnya.

Bahkan departemen-departemen tehnis vang herkaitan

o4 . SuwotLo Mulilyosudarmo, op. cit. h. 11.
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dengan penanaman modal asing menerbitkan aturan-aturan
tersendiri. Maka dengan demikian tidaklah berlebihan jika
T. Hulya Lubis menyatakan bahwﬁ aturan-aturan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 berjumlah 180 (seratus
delapan puluh) buah.B9
Menurut hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) m=menunjukkan bahwa penanaman modal asing harus
tunduk lebih dari 320 (tiga ratus dua puluh) peraturan
perundang-undangan.86

Namun dalam kaitan ini tidak akan dikaji keseluruhan
berbagai aturan pelaksanaan tersebut, akan tetapi
beberapa aturan yang berkenaan dengan perizinan penanaman
modal asing, baik perizinan yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat msupun oleh pemerintah daerah. Euntjoro
Purbopranoto menyatakan

Perizinan (vergunning) dalam peraturan perundang-

undangan pusat maupun daerah untuk melakukan

berbagai tindakan ataun ussha seseorang warga negara

dihgruskan'nenperoleh izin (vergunning)6$ebih dahulu

dari pemerintah (pusat atsupun daerah).

Sehubungan dengan perizinan penanaman mnodal asing

vang acapkali dipersoalkan adalash ketentuan Pasal 18

85. Sumantorc, op. cit. h. 92.
66. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Loc. cit.
87. Euntiocrs Purboprancito, Beberapa Catatan Hukum

Tata Pewmerintahan dan Peradilan Administrasi Negara,
Alumni, Bandung, 1985, h. 53.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yang menvebutkan bahﬁa,
tiap-tiap 1izin penanaman modal asing diberikan paling
lama 30 (tiga puluh) tahun. Hengedepannya perscalan
lamanya 1izin yang diberikan ini karena dihadapkan padsa
nilai keuntungan vang diperoleh inverstor asing,
disanping persoalan prosedur perizinan penanaman modal
asing yang dianggap terlalu berbelit-belit.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, daya tarik
yang bisa dikedepankan adalah pengaturan perizinan
penananan modal asing. Inventarisasi dan telaah terhadap
peraturan perundang-undangan yang mnengatur jenis dan
prosedur perizinan penanaman modal asing adalah sebagai
berikut
1. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman

Hodal Asing.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1870 tentang Perubahan
dan Tambahan Undang-Undang Homor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1884 tentang
Perindustrian.
4., Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1885 tentang Izin

Usaha Industri.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 13886
tentang Jangka Wasktu Perusahaan Penanaman Modal

Asing.
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam
Rangka Penanaman Hodal Asing.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.
Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1883 tentang Tata
Cara Penananan Modal.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1989 tentang
Koordinasi Pembinaan cdan .Pengembangan Kawasan
Industri.

Keputusan Presiden WNomor 23 Tahun 1974 teﬁtang
Pembatasan Penggunsan Tenaga Kerja Warga Hegaras Asing
Pendatang.

Keputusan Presiden Nomdr 53 Tmahun 18987 tentang Kantor
Perwakilan Wilayah Perusahasan Asing.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 208/MEN/1992
tentang Prosedur Pemberian Izin Hempekerjakan Tenags
Kerja Warga HNegara Asing Pendatang Dan Pelimpahan

Wewenang Kepadm Kantor Wilayah Departemen Tenaga

Ferja, EKEepala Rantor Wilayah Deparpostel, Direksi PT

o

-3

{Perserpg) Kawasan Berjkst .Nusantara, Direks: P
(Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Dan
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Hodal Daerah.

Keputusan Henteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

258/HPP/Kep/7/1897 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pemberian Jzin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
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Surat Eeputusan MHenteri Negara Penggerak Dana
Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 15/5K/1894 tentang KEetentuan Pelaksansan
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing.

Keputusan Menteri N2gara Penggerak Dana Investasi/
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/
1896 tentang Tata Cara Permohonan Pensnaman Modal
Dalan Negeri dan Penanaman Hodal Asing.

Keputusan MHenteri Keuangan Nomor 131/EKEMK.001/1993
tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE).
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasicnal Nowmor 2 Tahuon 1993 tentang Tata
Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi
Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Keputusan Henteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 18994 tentang Tata
Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahasan Dalam Rangksa
Penanaman MHodal.

Peraturan MHenteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993
tentang Izin Hendirikan Bangunan Dan Izin Undang-

Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.

Hasil inventarisasi tersebut menunjukkan berbagai

ketentuan hukum vang berkenaan dengan perizinan penanaman

modal asing. Peraturan-peraturan tersebut dapat dibedakan
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menurut segi hirarkhinya, dan segi keterkaitan materi

dengan perizinan penanaman modal asing. Dari segi
hirarkhinya, terdapat peraturan-peraturan bersifat
nasional dan peraturan-peraturan daerah. Dari segi

keterkaitan materi, peraturan-peraturan tersebut dapat
dipilah 1lagi menjadi tiga bidang : Pertama, peraturan-
peraturan yang langsung mengatur perizinan penanaman
nodal asing, dengan demikian menjadi dasar hukum
penerbitan izin penanaman modal asing; kedua, peraturan-
peraturan vyang keterkaitan materinyva gsecara tidak
langsung dengsan perizinan penaneman modal asing; ketigsa,
peraturan-peraturan yang mnemberi kewenangan kepada
instansi tertentu untuk memproses sendiri perizinan
penananan modal asing.

Perizinan penanaman modal asing vyang Jenisnva
pelbagai macam itu sudah tentu dibuat dalam proses yang
prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin,
nacan izin dan struktur organisasi instansi vang
menerbitkannya. Begitu psliknya nassalsh perizinan,
pemerintah telah mengeluarhkan peraturan vaitu Instruksi
Fresiden Bomor S Tahun 1384 tentang Pedoman Penvelsnggar-
aan Dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha. Ketentuan
ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem perizinan

yvang begitu banyak berikut pelaksanaannya.
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Dikelusrkannya pedomnan itu dimeksudkan gunsa
menunjang berhagilnya relaksanaan penbangunan. vang
bertumpu pada trilogi pénbnngunan vyaitu pertumnbuhan
ekonomi vang cukup tinggi, stabilitas nasional yang sehat
dan dinamis, serta pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya. Lampiran Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984
terdiri dari 9 (sembilan) Pasal, dan terdapat 7 (tujuh)
hal penting yang menjadi tolok ukur setiap perizinan yang
akan dikeluarkan yaitu
1. Perlunya dikurangi Jjumlah perizinan yang harus

dimiliki pengusaha, sehingga yang benar-benar diperlu-
kan saja diberikan izin;

2. Perlunya disederhanakan persyaratan administratif
dengan mengurangi jumlah dan menghindari pengurangan
persyaratan vang sealur dalam rangkaian perizinan yang
bersangkutan;

3. Perlunya diberikan jangka waktu vang culkup panjang,
sehingga dapat memberi jaminan bagi kepastian dan
kelangsungan ussha;

4. Perlunya dikurangi bila periu meringankan dan
menghilangkan sama sekali bisaya pengurusan perizinan;

5. Perlunya disederhanakan tata cara pelaporan sehingga
suatu laporan dapat dipergunakan, untuk memenuhi
kebutuhan berbagai departemen/instansi pemerintah,

baik di pusat maupun di dagrah.
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6. Perlunya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
perizinan di bidang usaha, dan ditekankan agar
penerima izin dapat diwajibkin untuk memberikan
laporan paling banyak satu kali setisp satn semester
{enam bulan).

7. Perlunya dilakukan penerbitan terhadap pelaksanszan
perizinan vang menyangkut personel sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan kepegawaian, termasuk
tuntutan ganti rugi, disiplin pegawa negeri dan
tuntutan pidana.

Namun demikian, izin sebagai instruren pengendali
dengan figur hukum KTUN harus dibuat dalam suatu
prosedur yang bertumpu atas tiga landasan utama hukun
administrasi, ysitu : asas negara hukum, asas demokrasi
dan asas instrunental.68
P.M. Hadjon mengemukakan bahwa

Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan
dengan perlindungan hak-hak dasar, misalnya hsak
untuk tidak menyerahkan dokumen vyang sifatnys
privacy, hak untuk tidak menvebutkan namanya atau
identitas lainnya sehubungan dengan keberatan yang
diajukan terhadap suatu: permohonan pihak lain atau
atss suatu rancangan keputusan tata usaha negarsa.

Asas demokrasi dalazm prosedur berkenaan dengan asas

keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas
keterbukaan mewajibkan pemerintahan untuk secara

£68. P.H. Hadjon, Fungsi Normatif Huokum Administrasi
Dalam Megniundkan Pemerintashesn Yang Bersih, Pidato
Peresmian Gurun Besar pada Fakultas Hukum UIniversitas
Airlangga, 10 Oktober 1994, h. 9.
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aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang
suatu permohonan stau suatu rencana tindak
pemerintahan dan mewajibkan untuk nemberikan
penjelasan kepada masyarakat atas hal yang dimints.
Keterbukasn pemerintahan memungkinkan peran serta
masyarakat dalam pengapbilan keputusan.

Asas instrumentsal meliputi asas efisiensi (doelmna-
tigheid: daya guna) dan asas efektivitas (doel-
treffenheid : hasil guna). Dewasa ini mungkin mnasih
banyak prosedur di bidang pemerintahan yang masih
belum berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan
ini deregulasi di bidang pemerintahan khususnya

nenyvangkut prosedur pemerintahan masih sangat
dibutuhkan. Hal kecil vang nasih renunjukkan
beberapa vang tidak efisien dan tidak efektif
mnisalnya : apakah masih perlu prosedur pengurusan

KTP dimulai dari tingkat Ketua RT, padahal setiap
warga vang mengurus KTP diisyaratkan antara 1lain
bahwa dia sudah terdaftar dalam EKartu Susunan
Keluarga (EKSK) dan bahkan sekarang ini di beberapa
daerah sudah rulai diterapkan wajib memiliki Kartu
Nomor Penduduk (Noppen). Apaksh tidak cukup dengan
bekal Kartu Noppen seseorang bisa langsung nengurgg
KTP-nya tanpa harus melalui prosedur yang panjang?
Dari kutipan diatas, perlunya dilakukan deregulasi
di bidang pemnerintahan khususnya menyangkut di
bidang pemerintahan telah dilakukan. Deregulasi dan
debirokratisasi mulai dituntut secara gencar oleh pihak
swasta sejak akhir tahun 1986 agar pemerintah tidak usah
terlaln mencampuri urusan ekonomi swasta dengan berbagai
peraturan. Meskipun bhegitu pemerintah telah merassa

memulainya pada tahun 1883, vaitu di bidang keugngan dan

cnerl.:tanlﬂum.'?0 Sejak tahun 1983 pemerintah telah mengambil

649, Ibid, n. 9-1U.

70. Sri Bintang Pamongkas, op. cit. h. 1.

TESIS Perijinan penanaman modal ... Andi Sugirman




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

58

langkah untuk membantu komunitas bisnis dengan

serangkaian paket kebijaksanaan deregulasi dan debirokra-

tisasi.71

I Dewa Gede Atmadja dengan mengutip pendapat Anwar

Nasution mengemukakan bahwa

Ditinjau dari segi ekonomi deregulasi, debirokra-
tisasi di Indonesia tercermin dalam tiga aspek
yaitu : Pertama, kemudahan berusaha, baik bagi
pengusaha swasta nasional maupun pengusaha asing,
kedua wmengurangi, menyederhanakan peraturan hukum
vang penghambat kegiatan dunia uvsaha; ketiga,
swastanisasi berupa penjualan saham BUMN kepads
pemnodal swasta.

Lebih lanjut dikemukakan

Sebagai konsep hukum deregulasi menghendaki agar
kita berpegang pada tatanan hukum vyang sederhana,
jelas dan taat asas bukan berpegang pada tatanan
hukum yang sewmakin rumit dan simpang siur. Ini
berarti perangkat peraturan dan konvensi dituntut
untuk wenjadi sarana normatif dan bukannva kendala
pada umumnya, sirkulasi tata niaga, Eerdagangan dan
finansial perbankan pada khususnya.7

Debirokratisasi adalah penataan birokrasi dengan
memperbaiki struoktur dan prosedur dalam rangka

memperbaiki pelayanan kepada masyarakszat. Dengan mneminjamn

konsep Max Weber, debirckratisasi dapat diartikan proses

71. 1. Dewa Gede Atmadja, Aspek Hukum Dan Birokrasi
Dalam Penvelenggaraan Pemerintahan (Studi Pelaksanaan
Inpres Dati II Di Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali),

Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga
Surebays, 1994, h. 1,

72. Ibid. h. 2.
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transformasi dari birokrasi patrimonial menjadi birokrasi
legal rasional, karena dimanspun birokrasi dilanda oleh
rutinitisme vyang ditopang oleh semangat “we 5ust follow
standard procedure”. Akibatnya birckrasi menjadi lamban
dan tidak tanggap terhadap masyarakat yang justru harus
dilayani. Dengan demikian, deregulasi nerupaﬁin langkah
untuk membersihkan birokrasi dari timbunan peraturan yang
tidak diperlukan, terutama bagi dunia wusaha. Disini
deregulasi jugs mempertegas fungsi hukum untuk memperlan-
car arus barang jasa, arus dokumen dan arus uang.?a
Birokrasi memang telah membudaya padsas berbagai
tingkat pemerintahan, sehingga menjadi bagian penyebab
dari ekonomi biaya tinggi dan stagnasi industrial. Qleh
karena itu deregulasi harus dilakokan secara terus
menerus, supaya target investasi dan pertumbuhan ekonomi
dapat tercapsai.
H. Dawam Rahardjo, et. al. menyatakan bshwa
Sasaran deregulasi adslah peningkatan investasi,
baik dowmestik mesupun asing. Untuk itu prosedur
administrasi harus disederhanakan, sehingga tercapai
“pelavanan satu atap”. Sejalan dengan itu maka
berbagail pungutan dikurangi dan dihilangkan. Bahkan

herbagai prosedur telah d;iermudah, sehingga bisa
menarik minat modal asing.

74. M. Dawam Rahardjo, et al. op. cit. h. 254.
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Deregulazi dalam dunia usaha yang dimulai sejak
tahun 1993, dengan memberikan kesempatan kepada pihak
bank-bank swasta dan bank pemerintah untuk menempatkan
sendiri suku bunga bagi simpanan deposito dan kredit yang
diberikan. Deregulasi kemudian dilakukan lebih lanjut
pada .bidagﬁ penanaman modal asing, telekomunikasi,
kesehatan dan industri, antara lain melalui Paket Nei
1986, Paket Oktober 1986, Paket Januari 1987, Paket
November 1988, Paket Desember 1988, dan Paket Mei 1990.
Hembawa angin segsar bagi perkembangan dunia bisnis di
Indonesia, khususnya di bidang penanamnan modal asing. Di
lain pihak, tak dapat disangkal puls bahwa apa yang telah
dilakukan pemerintah tersebut, belum sepenuhnya memenuhi
keinginan dunia usaha dan dunia pengusaha, belum
sepenuhnya memberikan dukungan bagi dunia usaha dan dunia
pengusaha dalam rangka menyehatkan dan mengembangkan
diri. Menjadi pertanyaan adalah faktor-faktor apakah yang
masih merupakan kendala dalam usaha mengembangkan dan
penantapkan iklim investasi ?7°
Telah dikemunkakan pada bagian terdshulu bahwa

sebagail pemicu utama kendala berinvestasi vyaitu,

pengurusan perizinan yang dianggap terlalu bertele-tele

75. Felix 0. Soebagjo., Deregulasi Kepastian Hukum
Dan Usaha Mempantapkan JIklim Investasi, Majalah Hukum Dan
Pembangunan No. 5 Tahun XX Oktober 1890 Fakultas Hukunm,
U.I. h. 432.
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sehingga menimbulkan inefisiensi, lamanya pengurusan
perizinan daerah, beserta birokrasi yang tidak transparan
dan lancar. Untuk mengatasi birokrasi ygng tidak
efisien dan tidak efektif, pemnerintah nenetapkan
paket kebijaksanan deregulasi yang intinys berupa
penvyederhanaan peraturan dan perbaikan prosedur
perizinan.

Deregulasi di bidang perizinan penanaman modal asing
dilakukan 1lebih lanjut dengan dikeluarkannyas paket
kebijaksanaan yang dikenal dengan Pakjul (Paket 8 Juli)
1392 dan Pakto (Paket 23 Oktober 1993). Paket
Kebijaksanaan 6 Juli meliputi : Bidang Pertanahan, yang
diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Bagi Perusahaan
Untuk Memperoleh Pencadangan Tanah Izin Lokasi,
Pemberian, Perpanjangan Dan Pembaharuan Hak Atas Tanah
Serta Penerbitan Sertifikatnya. Peraturan tersebut
pnengatur tata cars pemberian izin lokasi bagi perusahaan
penanaman modsl asing manpun penanaman nodal dzalam
negeri. Pada bidang perizinan Jzin Mendirikan Bangunan

{IKB) dan izin Undang-Undang Gangguan/HO, diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1892 Tentang
Rencana Tapak Tanah Dan Tata Tertib Pengusahaan EKawasan
Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Hendirikan
Bangunan (IMB) Dan Izin Undang-Undang Gangguan (UGG)/HO

Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Di Dalam Kawasan Industri.
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Paket Rebijaksanaan 23 Oktober 1983 vyang wmeliputi

lima bidang, salah satu diantaranya lima bidang tersebut

adalah bidang perizinan untuk investasi. Pada keterangan

pers Paket Deregulasi 23 Oktober 1993 diketengahkan untuk

bidang perizinan disebutkan :

1.

Prosedur Perizinan Pencadangan Tanah dan Izin Lokasi
disederhanakan, Investor langsung berhubungan dengan
BPN Dati II untuk mendapatkan izin lokasi. Ketentusan

pencadangan tanah dihapus.

Prosedur perizinan IMB untuk bangunan industri
disederhanakan
a. Persyaratan adninistratif dan teknis untuk

menperoleh IMB sangat disederhanakan.

b. Pelaksanean konstruksi bangunan industri dapat
dimalai tanpa menunggu terbitnys IHB.

¢. Permohonan IHB diasjuksn kepada Bupati/Walikotamadysa
melalui Kepala Dinas PU Dati II.

d. Kepala Dinas PU Dati II menerbitkan IMNB dan Izin
Penggunaan Bangunan atas dasar hasil pemeriksaan

bangunan yang telah selesai (post audit).

Prosedur perizinan UYUG/HC
a. Persyaratan adeinistratif dan teknis untuk

memperoleh izin UUG/HO sangat disederhanakan.:
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b. Industri di kawasan industri dan industri vang
wajib AMDAL tidak perlu izin UUG/HO.78

Paket Kebijaksanaan 23 Oktober 1983 juga memuat
keputusan Henteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketusa
‘Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/SK/1993 tentang
Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri Dan
Pensnaman Modal Asing.

Dari berbagai uraian yang telah diketengahkan diatas
menunjukkan berbagai peraturan yang berkenaan dengan
perizinan penanaman modal asing. Namun demikian perlu
ditekankan bahwa peraturan yang tidak jelaé, dan tidak
konsisten akan menghambat dan tidak menarik para penanam
modal asing karena para penasnam modal =asing manapun
menuntut adanya kepastian hukum demi keamanan dananya

vang ditanamkan.

2. Kewenangan Pemberian Izin Penanaman Modal Asing

Secars konstitusional eksistensil negara hukom tidak
mungkin dipungkiri oleh siaps pun, karena di dalamnys
mengandung jaminan terhadap tigs hal vang kemudian
direkayasa lebih lanjut melalvul proses normativisasi
dalam ketentuan perundang-undangan yang tingksat dérajat—
nya lebih rendah. RKetiga hal ini merupakan “"trio™ vang

768. Periksa, Paket EKebijaksanaan Pewmerintah 23
Oktober 1893, Pada Bagian Keterangan Pers, h. 5-6.
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tak terpisahkan dalam hubungan korelatif-fungsional
antara sadwministrasi negara, yakni alat perlengkapan
negara (tingkat Pusat dan Daerah), yang menjalankan
seluruh kegiatan bernegara dalam nenyelenggarakan

pemerintahan, dengan warga yang easing-masing memiliki

hx 3
hak, kewenangan dan kewajiban.77

Sjachran Basah mengemukskan bahwsa:

Administrasi negara mempunyai kewenangan dan warga
memiliki hak, sedanghkan sebaliknya warga serta
administrasi negara memperoleh pula kewajiban. Oleh
karena itu, pada kewenangan dan hak melekat
kewajiban, seperti heénya gula dengan manisnya dan
kina dengan pahitnya.

Eewenangan vang ada pada administrasi tersebut
adalah merupakan bagian (termasuk) dalam kewenangan vyang

diberikan untuk merealisasi tujuan (tertentu) vyang

diinginkan oleh hukum administrasi.’S

P.HN. Hadjon menyatakan bahwa

Setiap tindak pemerintahan diisvaratkan harus
bertumpu atas kewenangan yang sah. EKewenangan itu
diperoleh melslui tiga sumber, yaitu atribusi,
delegasi dan mandat. EKewenangan atribusi lazimnya
digariskan melalni pembagian kekuasaan negara oleh

77. Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap
Sikep Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992,
h. 2.

78. Ibid.
79. Harjono, Bestuursdwang, Makalah Penataran Hukum

Administrasi dan Lingkungan, Fakultas Hukum Unair,
Surabaya, Januari 1995, h. 1.
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mandat
dari pelimpahan.
mandat digambarkan

nandat delegasi
a. prosedur dalam hubungan dari suatu organ
pelimnpahan ratin atasan penerintahan kepads
bawahan : hal organ lain : dengan
biasa kecuali peraturan perundang-

dilarang secara
tegas.

undangan .

b. tanggung
Jjawab dan

tetap pada
penberi mandat.

tanggung
tanggung

jawab dan
gugat

tanggung beralih kepada dele-
gugat gataris.

c. kemungkinan setiap s aat tidak dapat menggu-
si pemberi dapat mengguna- nakan wWewenang itu
renggunakan k an sendiri lagi kecuali setelah
wewenang wewenang vang a d =a pencabutan
itu lagi dilimpahkan itu. dengan berpegang

pada asas contrarius
actus.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas Suwoto Mulyo-—

sudarme menvatakan bahwa :

Pada dasarnya pemberian kekuasaan dapat dibedakan
menjadi dua macam yaitu
(a) Perolehan kekuasaan secara atributif.

(b} Perolehan kekuassaan yang sifatnya derivatif.

Perolehan kekuasaan dengan cara vang pertama
menyebabkan terjadinya pembentukan kekunasaan, karena
berasal dsri keadaan yang belum sda menjadi ada.
Kekuasaan yang timbul karena pembentukan atributif
bersifat asli (ocorpronkelijk). Pembentukan kekuasaan
secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan baru.

80. P.MH. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi

Dalam Hewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Ibid, h. 7-8.
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Perolehan kekuassan yang kedua disebut pelimpahan
kuasa, karena dari kekuasaan yang telah ada dislih-
kan kepadsa pihak lain. Karena itu, sifatnya deriva-
tif (afgeleid). Kekussaan yang afgeleid adalah
kekusasasan yg?g diturunkan atau diderivasikan kepada
pihak lain.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa
Ciri-ciri atributie kekuassan adalah
Q:.“

1. Pembentukan kekuasaan secarsa atributif,
melahirkan kekuasaan baru.

2. Pembentukan kekuasaan secars atributif harus
dilakukan oleh suatu badan vang pembentukannya
didasarkan padsa ngaturan perundang-undangan
(authorized organz).

Terlepas dari pengertian kewenangan vang diperoleh
secara atribusi dan untuk selanjutnva akan dikemukakan
juga kewenangan vang diperoleh wmelaslui delegasi dan
mandat.

Selanjutnya Suwoto Mulyosudarmo menjelaskan sebagai

berikut

Bahwa suatu subyek hukue vang memiliki kewenangan
dapat melimpahkan wewenangnya kepada subyek hukum
vang lain. Pada pendelegasian kekuasaan delegataris
melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dan dengan
tanggung Jjawab sendiri. Dengan dewmikian bentuk
pelimpahan ini tepat disebut _sebagai “pelimpahen
kekuasaan dan tanggung jawab". 3
Lebih lanjut belisu mengemnkakan bahwa ciri-ciri
pelimpahan wewenang (delegatie) dapat dirangkum sebagai

berikut

81. Suwoto Mnlyosudarme, op. cit., h. 39.
g2. Ibid. h. 41.

83. Ibid. h. 4Z2.
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(a) Pendelegasian harus dilakukan oleh badan vyang
berwenang.

(b) Pendelegasian menyebabkan hilangnya wewenang
bagl delegant dalam jangka waktu vyang telah
ditentukan.

(c) Delegataris harus bertindak atas nama sendiri.
dan oleh karena itu seorang delegatoris
bertanggung Jjawab secara eksternal terhadap

segala pelaksanaan kekuasaasn yang timbul dari
pendelegasian kekuasaan itu.

(d) gub delegatie baru dapat dllakukan, tetapi hgzya

apat dilakukan dengan persetujuan delegant.

Dalam praktek pendelegasian wewenang dilakukan

terhadap sebagian wewenang (partiele delegatie) atau

terhadap keseluruhan wewenang. Kedua bentuk ini harus

dinvatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-

undangan.85 Dalam kaitan ini penerina wewenang dapat

mengambil inisiatif dalam ruang lingkup wewenang yang

diberikan kepadanva, dengan demikian pemberian wewenang

perlu dipertegas, karena pada prinsipnya setiap keputusan

pemerintahan harus diambil oleh organ vang berwenang,

kewenangan tersebut haruslah ditemukan dalam perataran

perundang-undangan yang berlaku.

Pelimpahan kuasa {(mandaatsverlening) merupakan
bentuk pelimpahan kekuasaan, namun berbeda dengan
delegasi. Mandataris, atau pihak vang diberi mandsat,

84. ibid. n. 44.

85. Ibid. h. 473,

TESIS Perijinan penanaman modal ... Andi Sugirman



“ 1.

sendiri.

——

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

68

nelaksanakan kekuasaan tidak bertindak atas nama

88

Suwoto Mulyosudarmo, mnengemukakan bahwa

Unsur-unsur pemberian kuasa (mandaatsverlening)
dapat diuraikan sebagai berikut

Pemnberian kuassa hanya dspat diberikan oleh bsadan
yang berwenang, vyaitu badan yang menperoleh
kekuasaan secara atribusi (geattribueerde) atau
oleh penegang delegasi (gedelegeerde).

Pemberian kuasa tidak membawa konsekuensi
bagi penerima kuasa (gemandaatteerde) untuk
bertanggung Jjawab kepada pihak ketiga, namun
dapat diwajibkan nmemberikan laporan atas
pelaksanaan kekuasaan kepada pemberi knasa.
Tanggung Jawab kepada pihak ketiga dalam
kaitannyas dengan tugas wmandataris tetap berada
pada pemberi kuasa {(mandant).

Konsekuensi teknis administratifnya adalah bahwsa
seorang pemegang kuasa harus bertindak atas nama
pemberi kuasa (mandant). Sedang seorang penegang
delegasi dan pemegang atribusi dapat bertindak
mandiri.

Penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa kepada
pihak ketiga hanya atas ijin dari pemberi kuasa.
Ijin secars tegas pada pemberi sub-mandat
diperlukan karena pelimpahan kuasa pada hakekat-
nya hanya sekedar pewberian hak untuk melakukan
sebagian atau sg%uruh kekuasaan tanpa mengalihkan
tanggung jawab.

Berpijask pada pemikiran teoritik vang telah

dipaparkan diatas, mengkaji tentang perizinan penanaman

modal

TESIS

asing, tidak akan terlepsas dengan masalah
Ibid. . 2=
Ibid. h. 47
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kewenangan, vakni kewenangan pemberian izin penanaman
nmodal asing. Oleh karena salah satu syarat untuk sahnya
suatu keputusan adalah bahwa keputusan tersebut
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk jitn .88
Untuk pertama kalinya instansi atau pejabat yang
berwenang dslam rangka perizinan penansman nodal asing
adalah Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing. Badan
ini dibentuk berdasarkan keputusan Presidiuvm EKabinet
Nomor 17/EK/1/1367. RKeputusan Presidium Kabinet Nomor
17/EK/1/1967 ini kenmudian dicabut dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 286 Tahun 1968 vyang

nembentuk Panitia Tehnis Penanaman Modal.

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 286 Tahun 1968 menegaskan bahwsa

Tugas Panitia Tehnis Penanaman Model adalah

a. Heneliti dan menilai apakah permintaan-permintaan
penananan modal (asing dan dalam negeri) pemenuhi
syarat vyang ditentukan oleh peraturan-peraturan
yang berlaku.

b. Hemberikan pertinbangan dan saran kepads
pemerintah melalui Ketua Dewan Stabilitas Ekonomi
Nasional mengenai masalah-masalah penanaman modal
khususnya.

c. Helakukan langkah-langkah tehnis yang dianggap

perlu untuk meningkatkan pelaksansan penanaman
modal sesuail dengan peraturan yang berlaku.

88. Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi
Negara, PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung, 1990, h. 118,
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d. Bersamsa dengan Departemen-Departemen/Instansi
vang bersangkutan mengikuti secara terus menerus
pelaksanaan pada izin-izin penanaman modal vyang
telah diberikan oleh pemerintah.

Dalam perkembangan selanjutnya Keputusan Presiden
Nomor 286 Tahun 1968, kemudian dicabut dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1973 Tentang
Bedan EKoerdinasi Penanaman Modal. - Setelah berlakunya
Eeputusan Presiden tersebut maka dengan sendirinva
Panitia Tehnis Penanaman Modal berubah menjadi Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BEPM).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden

Republik Indonesias Nomor 20 Tahun 1973 Tentang Badan

Koordinasi Penanaman Modal, dirumuskan sebagai berikat

Badan Koordinasi Penanaman Modal selsanjutnya dalam
Eeputusan Presiden ini disingkat B.K.P.M. =adalah
suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen vang
berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung Jjawab
kepada Presiden.

Mengenai fungsi B.R.P.H. Pasal 2 merumuskan bahwa
B.E.P.H. mempunyai fungsi membantu presiden dalam
menentukan kebijaksanaan dibidang penanaman modsal
serta pengamanan pelaksanaannysa.

Agar dapat melasksanakan fungsinyva sebagai pembantu
presiden telah dirumnskan dalam Pasal 3 vang menegaskan

bahwa

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, B.K.P.¥.
mempunysail tugas sebagai berikut

enilai permohonan penafaoman  modal
m negert) berdasarkan ketentnan-
ketentusn penanaman modal vyang berlaku serta
kebijaksanaan pembangunan pada umumnyva.

a.
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b. Mengajukan hasil penelitian dan penbsahasan
penanaman modal kepada Presiden untuk memperoleh
persetujuan.

¢. Mengkoordinir proses pemberian izin-izin/
keputusan-keputusan yvang diperlukan dalam rangka
penanaman modal.

d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanaman
modal yang telah diputuskan oleh presiden dengan
bekerja sama dengan Departemen/Instansi vang
mnenbawahi bidang usaha yang bersangkutfn.

e. Memberikan penerangan-penerangan mengenai kemung-
kinan serta kebijaksanaan Pernerintah dibidang
penanaman modal dalam rangks reningkatkan
penananan modal sesuai dengan arah dan gerakan
pembangunan.

f. Menampung masalah-masalah yang timbul dalam
rangka pelaksanaan penanaman nodal untuk
penyelesaian lebih lanjut, wengambil Ilangkah-
langkah yang perlu serta mengajukan saran-saran
kepada pemerintah untuk lebih menperlancar dan
mengamankan pelaksanaan penanaman modal, antarsa
lain dengan mengeluarkan Buku pedoran Penanaman
Modal.

Eeputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 Tentang Badan
Koordinasi Penanaman MWodal, kemudian dicabut dengan
Keputusan Presiden R.I. Nomor 53 Tahun 1877 Tentang Badan
Koordinasi Penanaman Hodal. Berselang beberapa tahun
kemudian keputusan Presiden Republik Indonesia Nomeor 53

Tahun 1877 Tentang Badan EKoordinasi Pensnaman Modal

kembali

o8

icabut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden
Republik Indonesia HNomor 33 Tahun 1881 Tentang Badan

Eoordinasi Penanaman Modal.

‘o

Badan EKoordinas: enananan Modal (BEPMY terakhir
diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 1885. Susunan organisasi BEPH terdiri dari
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Ketua, Wakil EKetua, Deputi, Staf Ahli, Sekertariat dan

Pusat Penelitian dan Pengolahan Data. BEPH bertugsas

membantu Presiden menetapkan kebijasksanasn di bidang

penanaman modal, memberikan persetujuan dan perizinan
penanaman modal serta mengawasi pelakssnaannya. Untuk
melaksanakan tugas tersebut BPEM mnenjalankan fungsi

1. Merumuskan kebijaksanaan penanaman nodal dan
menyanpaikannya kepada Presiden untuk menperoleh
keputusan.

2. Melzkukan koordinasi (regional dan sektoral),
sinkronisasi penanaman modal ke dalam suatu rencana
vang terpadu.

3. Bersama-sama Departemen/Instansi Pemerintah vang
bersangkutan menyiapkan dan menyusun secara berkals
daftar skals prioritas penanaman modal.

4. Mengajukan kepada Presiden daftar skala prioritas
penanaman modal untuk mewmperoleh persetujuan.

5. Mengarahkan penyebaran kegiatan pensnaman modal ke
daerah-daerah.

6. MHenyelenggarakan kegiatan pengembangan dalam rangksa
menvediakan informasi mengenai proyek penanaman
modal.

7. Menyelenggarakan komunikasi, promosi, dan penerangan

kepada para penanam modal dan dunia usaha umunnys.

w

Menvelenggarakan pembinaan dan penvuluhan.

9. Menilai/mengevaluasi permohonan penanaman modsal.
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10. Mengajukan kepada Presiden hasai penelitian/penilaian
atas permohonan penanaman modal wuntuk memperocleh
keputusan.

11. Memberikan persetujusn atas permnchonan penanaman

modal dalae negeri dan perubahan penanaman modal

[l
-

asing.
12. Atas napa Menteri yang membina bidang usaha penanaman
modal yang bersangkutan, menerbitkan izin dan
keputusan penanaman modal.
13. Hemberikan pelayanan yvang diperlukan untuk kelancaran
penanaman mnodal.
14. Bekerja sama dengan BEPMD mengawasi penanaman modal
vang telah disetujui pemerintah.
Untuk pengintegrasian dari segals penanaman modal,
naka dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
(BEPHMD). Badan ini dibentuk berdasarkan Reputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 Tentang
Pembentukan Badan EKoordinasi Penanaman Modal Daerah.
Dalam Pasal 1 dirumuskan bahwa
(1) Di tiap Propinsi Daerah Tingkat I dibentuk Badan
RKoordinasi Penanaman Modal Daersah.

(2) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah,
selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut
BEPMD, =adalah badan staf yang langsung berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
Eepala Daerah Tingkat 1.

Badan EKoodinasi Penanaman Modal Daerash mempunyai
tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat T
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-

dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan
Penanaman Mcdal Daerash serta penilaian atas pelaksa-
naannysa.

Pasal 3 dirumuskan bahwa

Untuk dapat menvelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Badan EKoordinasi Penanaman
Modal Daerah mempunysai fungsi sebagai berikut

a. Minyusun rencana-rencans Penanaman Hodal Daerah
yvang dalam garis besarnya berisikan tujuan,
susunan prioritas, strategi dan promosi penanaman
modal;

b. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di
Daerah dalam rangka pemyelesaian perizinan yang
berhubungan dengan pelaksanaan penanaman modal;

c. MHengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan
Penanaman Modal di Daerah untuk kepentingan
penilaian baik tentang laju pelaksanaan maupun
tentang penyesuaian-penvesuaian yang diperlukan
di dalam proyek-provek;

d. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan
sunber-sumber pontensial daerah secara menyveluruh

untuk kepentingan perencanaan FPenanaman Modal
Daerah;

e. Melakukan kegiatan-kegiastan lainnva yvang ditugas-
kan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Sebagai payung pelaksanaan keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1980 Tentang
Pembentukkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah,
maka dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor iS?
Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 187  Tahun 1880

Tentang Nrdganicsaei Dan  Tata FKaeria Badarm Eenrdinasi

Penanaman Modal Daerah, dalam pasal 2 dirumuskan bsahwa
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BEPHMD mempunyai tugas menbantu Gubernur Repals
Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di
bidang perencanaan penanamnan podsal daerah serta
penilaian stas pelaksanaannysa.

Pasal 3

Untuk pelaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2,

BEPHD mempunvai fungsi “

a. Menyusun rencana-rencana penanaman modal daerah
vang dalam garis besarnya berisikan tujuan,
susunan prioritas, strategi dan promosi penanaman
nodal;

b. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di
Daerah dalam rangka pemyelesaian perizinan vyang
berhubungan dengan pelaksanmsan penanaman modal;

c. Mengawasi persispen dan perkembangan pelaksanaan
penananan mnodal di Daerah untuk kepentingan
penilaian baik tentang laju pelaksanaan maupun
tentang penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan
di dalam proyek-proyek dalam rangka pemnanaman
mnodal;

d. Mengadakan penilaian mengenai permasalsahan dan
sumber-sumber potensial daerah secara menyeluruh
untuk kepentingan perencanaan penanaman nodal
daerah;

e. Hemonitor pelsksansan pembangunan di Daerah;

f. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugas-
kan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 3 dirunuskan bahwa

BEPMD mempunvai tuigas membantu Gubernur gepala

Daerah dalam menentukan kebijaksanasn di bidang

Perencanaan Penanaman Modal Daerah, serta penilaian

atas pelaksanaannya.

Pasal 4 merumuskan bahwa

Untuk menvelenggarakan tugas tersebut pads Pasal 3
keputusan ini, BRPMD mempunyai fungsi
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a. Menyusun rencana-rencana penanaman Modal Daerah

vang dalam garis besarnya berisikan tujuan,
susunan prioritas strategis dan promosi penanaman
modal; .

b. Helakukan koordinasi dengan instansi-instansi di
Daerah dalam rangka penyelesaian Perizinan yang
berhubungan dengan pelaksanaan penanaman nodal;

c. Mengawasi persiapan dan pengembangan penanamsan
modal di Daerah untuk kepentingan penilaian
baik tentang laju pelaksanaan mnaupun tentang
penyesuaisn vyang diperlikan di dalam proyek-
provek;

d. Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan
sumber-sumber potensi Daerash secara menveluruh
untuk Kkepentingan perencanaan penanaman modal
Daerah;

e. Hemonitor pelaksanaan pembangunan di daerah;

f. Helakukan kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan
oleh Gubernur Kepala Daerah.

Badan koordinasi Penanaman Modal (BEPM) sebagsati
Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah badan pemerintah
tingkat pusat vang menjalankan wewenang, tugas dan
tanggung jawab menyvelenggarakan pemerintahan (eksekutif)
di bidang penanaman modal, dan bertanggung jawab langsung
kepade presiden dengan kedudukan vang lebih rendah dari
Departemen.

Sebagal iembaga vang bertanggung jawab dalam rangka
penanaman mnodal asing dan penanaman modal dalam negeri,
sebagaimana vang telsh dikemukaksan diatas, bahwa salah
satu fungsi Badan Koordinasi Penanaman HModal (BEPH)

adalah, atas nama Menteri vyang membina bidang usahsa

penanaman mnodal yvang bersanghkutan, menerbitkan izin dan
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keputusan penanaman modal, disamping melakukan koordinasi
dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka
penyeiesaian perizinan yang berhubungan dengan pelaksa-
naan penanampan modal.

Berdasarkan EKeputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 33 Tashun 1881 Tentang Badan Koordinasi Penanaman

Modal, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa

BEKPHM mempunyai tugas nembantu Presiden dalam
menetapkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal,
menyelesaikan persetujuan penanaman modal dan
penilaian pelaksanaan serta pengembangannva.

Selanjutnya dalam Pasal 3 dirumuskan bahwa :

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, BRKPM
menyelenggarakan fungsi

a. melakukan koordinasi perencanasan penanaman modal
baik sektoral maupun regional serta mengadakan
sinkronisasi rencana tersebut ke dalam suatu
rencana terpadu dalam rangka Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor & Tahun 1968
maupun vang diatur dilvar Undang-Undang Penanaman
Modal;

b. merumuskan kebijaksanaan penanaman mnodal dan
menyampaikannya kepada Presiden untuk mendapatkan
persetujuannyva;

[yl

menyusun dan menerbitkan Daftar Skala Prioritas
penanaman modal secara berkalna bersama-sema
dengan Departemen/Lenbaga Pepmerintah YARE
bersangkutan sebagal pedoman pembangunan sektor-
sektor penanaman modal;

d. mengarahkan penyebaran kegiatan penansman modal
di daerah-daerah sesuai dengan kebijaksanaan
pembanguanan;

e. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal vyang telah disetujui pemerintah dengan
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bekerja sama dengan Departemen/Instansi vang
membina penanaman modal;

f. menvelenggarakan pengolahan dan pemgembangan
proyek-proyek vang diprioritaskan;

g. memyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi
terlaksananya provek-proyvek penanaman modal;

h. menyelenggarakan konunikasi, promosi, dan
penerangan vang efektif dengan para penanam modal
khususnya dan usaha pada umumnya;

i. meneliti/menilai permnohonan penanaman modal
sesusai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-
ketentuan penanaman modal yang berlaku.

j. mengajukan hasil penelitian/penilaian atas
permohonan penanaman modal asing kepada Presiden
untuk memperoleh keputusan;

k. memberikan persetuiuan atas permohonan penanaman
modal dalam negeri atas nama Pemerintah Republik
Indonesia;

1. atas nama MHenteri vyang membina bidang usaha
penanamnan nodal yang bersangkutan, dan dalam
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1867, dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 menerbitkan izin
usaha baik vang bersifat sementara maupun vyang
bersifat tetap, 1izin pengusahaan bahan baku,
pemberian angka pengenal importir/eksportir
terbatas, 1izin pembelian dalam negeri terbsatas,
Hak Guna Usahsa, izin kerja bagi tenaga asing yang
akan bekerja dalam rangks penanaman wodal, dan
keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak
dan bea masuk bagi penanaman modal, dan 1izin

usaha perdagangan hasil produksi barang/jasa dari
penanaman modal;

. memberikan pelavanan vang diperlukan bagi
kelancaran pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 21 ayat (1)

Henteri yang membina bidang usaha penanaman modal
AnaltTom wammdbo malaboamomn ITadama_Noadacma Hamars 1 Thabhioae
P e T L 1ok S-Sy B S e e e T I T T e vy - b db
1967 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 serta yang
distur di luar Undang-Undang tentang Penanaman Modal

terebut menyusun

TESIS Perijinan penanaman modal ... Andi Sugirman



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

79

a. perincian rencana tahunan penanamnan mnodal di
sektornya masing-masing dalam bentuk kategori
vang meliputi : PMA, PMDN, Proyek tanpa
fasilitas, Proyek hanya memerluksan registrasi dan
proyek tertutup serta menyampaikan perincian
rencana tersebut kepadsa Ketua BEPNM;

b. ketentuan pemberian izin usaha di bidangnya
masing-masing dan melimpahkan kewenangan
pemberian izin usaha PHA dan PMDN dalam rangka
pelaksansan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan
Undang-Undang Nomor €& Tahun 1868, kepada EKetua
BEPM.

Pasal 21 ayat (3)

Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dan Energi
masing-masing dalam bidangnya sendiri menyusun
ketentuan-ketentuan bagi pemberian izin pengusahaan
bahan baku, dan melimpahkan kewenangan pemberian
izin-izin tersebut kepada Ketua BEPWM.

Pasal 21 avat (4)

Menteri EKeuangan menyusun ketentuan-ketentuan bagi
pemberisn fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk
bagi penanaman modal, dan melimpahkan kewenangan dan
pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk
tersebut kepada Ketus BEPHM.

Pasal 21 ayat (5)

HMenteri Perdagangan dan Koperasi menyusun ketentuan-
ketentuan bagi pemberian izin pembelian dalam negeri
terbates dan pemberian angka pengenal importir/
eksportir terbatas, pemberian izin usaha perdagangan
hasil produksi barang/jasa bagi penanaman modal, dan
melimpahkan kewenangan pemberian izin-izin/fasilitas
tersebut kepada Ketua BEPH.

Pasal 21 ayat (8)

Menteri Tenaga Kerjas dan Transmigrasi menyusun
ketentuan-ketentuan pemherian dizin lkeriz bzogi tonngs
asing vang aksn bekerja dalam rangka penanaman
mcdal, dan mwmelimpahkan kewenangan pemberian izin

tersebut kepada Ketua BEPH.
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Pasal 27 ayat (7)

Menteri Dalam Negeri menyusun ketentvan-ketentuan
pemberian persetujuan lokasi hak-hak atas tanah
(hak guna bangunan, hak pengolahan, dan hak pakai),
izin bangunan dan izin Undang-Undang Gangguan oleh
Gubernur EKepala Daerah atau oleh Eetuas BEPMD atas
napa Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepsala Daerah
serta pemnberian hak guna usaha oleh Ketua BEPM ates
nana Menteri Dalam Negeri bagi penanaran modal yang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1887 dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.

Pasal 27 ayat (8)

Menteri Kehakiman mengambil langkah-langkah untuk

memperlancar pelaksanaan penanaman modal khususnya

vang berhubungan dengan pengesahan akte pendirian
badan hukum serta izin tinggal tenaga asing bekerjs
dalam rangks penanaman modsal.

Untuk lebih jelasnva kewenangan pemberian izin
penanaman modal asing oleh Heninves/Ketua Badan
Ecordinasi Penanaman Modal diuraikan sebagai berikut
1. Reputusan Menteri Eeuangan Republik Indonesia Nomor

290/KMK.01/1877 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian
Fasilitas Pembebasan/RKeringanan Perpajakan, Bea
Masuk Dan Pajak Penjualan Impor Kepada EKetus Badan
Ksordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan

Undang-lindang Tantandg Pamamagmea= Maso Acyrer Py~
ang ndang Lentang < b Jan

wia

Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 1

Pemberian fasilitas pemhebhasan/keringansn perpaiakan
bagi penanaman modal yang berupa
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Pembebasan Pajak Perseroan;

Keringanan Pajak Persercan (investment allowance);
Pembebasan dari Pengusutan asal usul modal;
Pembebasan Pajak Kekayaan;

Pembebasan Pajak Atas Dioiden;

Pembebasan Bea Balik Nama atas Akte Pendaftaran
Kapal;

Pembebasan Bea Materai Modal;

Penghapusan Dipercepat;

Kompensasi Kerugian;

Mo a0 o

- I 00

3

terhitung sejak tanggal ditetapkan EKeputusan 1inti,
dilimpahkan wewenangnya kepada Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

Pasal 2

Pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk
dan pajak penjualan impor atas pemasukan barang-barang
modal dan bahan baku/penolong bagi penanaman modal
terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini
dilimpahkan kewenangannys kepadsa Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 3

Fasilitas pembebasan/keringanan perpajakan dan bea
nasuk serta pajak penjualan impor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 diberikan sesuai dengan
ketentuan bagi pemberian fasilitas pembebasan/
keringanan perpajakan, bea masuk dan pajak penjualan
impor bagi penanaman modal asing ditetapkan oleh
Henteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Eetua Badan EKoordinasi Penanaman Hodal
tentang pemberian fasilitas pembebasan/keringanan
perpajakan, bea masuk dan pajak penjualan impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 adalah untuk
dan atas nama Menteri Ksusangan.

Surat Keputusan Henteri Pertanian Nomor 585/Kpts/Org/
10/1977 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin

Tegha Di BRidang Pertanian Nalgm Roangla Ponanaman M-odal

Kepada EKetua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
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Pasal 1

Melimpahkan wewenang pemberian izin usaha sementara
dan izin usaha tetap di bidang pertanian dalam rangka
penananan modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1867 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 kepada
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Pasal 2 : =
Keputusan Badan Koordinasi Penanaman MHodal dalamn
pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 adalah untuk dan atas nama Menteri Pertanian.

3. Keputusan Menteri Pedagangan Nomor 301A/KP/X/1977
Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha
Penanaman Modal Dalam Bidang Perdagangan Dan Izin-Izin

Dagang Terbatas Dalam Rangka Penanaman Hodal Kepada

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Yodal.

Pasal 1

Helimpahkan wewenang pemberian izin penanaman modal
dalan bidang perdagangan dalam rangka pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penanaman
Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
tentang Penanaman MHodal Dalam HNegeri kepada Ketua
Badan Roordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

Melimpahkan wewenang peaberian izin-izin dagang
terbatas bagl penanaman modal dalam rangka pelaksansaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang FPenanaman
Modal Asing dan Undang-Undang Nomor B Tahun 1868
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang meliputi

(1) — Angksa Pengenal Importir Terbatas,

(2) — Izin Pewbelian Dalam Negeri Terbstas,
(3 —— T=zin Perdagangan Dalam Negeri Terbetac,
(4) —— Angka Pengenal Eksportir Terbatas.
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Pasal 3

Eetus Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan izin
usaha dan izin-izin dagang terbatas sebagaimana
dimaksud dalasm Pasal 1 dan Pasal 2 atas nama Menteri
Perdagangan.

Eeputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89/PM.801/Phb-
77 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Di

Bidang Perhubungan Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada

KEetua Badan EKoordinasi Penanaman Modal.

Pasal 1

Melimpahkan wewenang pemberian izin usaha sementara
dan izin usaha tetap di bidang Perhubungan dalam
ranghka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nowor
1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

Keputusan Eetua Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam
pemberian izin usaha sebageaimana dimaksud dalam Pasal
1 adalah untuk dan atas nama Menteri Perhubungan.
Keputusan Henteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
Nomor 2768/KPTS/1977 Tentang Perlimpshan Wewenang
Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Pekerjsan Umum Dan
Tenaga Listrik kepada Badan Koordinasi Penanaman MHodal

Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal

Dalam Negeri.

Pasal 1

Melimpahkan wewenang pemberian izin usaha sementara
dan izin nssha tetan di hidang mnekerisan uamam  dan
tenaga listrik bagi

a. Usahs pemborongan;

b. Usaha konsultan bangunan;
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¢. Usaha pembangunan perumahan;

d. Usaha jasa penvewaan peralatan;
e. Ussaha bangunan psbrik standard;
f;, Usaha peremajasan bagian kots;

dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang
Nomor I Tahun 1967 dan Nomor 6 Tahun 1968 kepada Ketua
Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

Keputusan RKetua Badan EKoordinasi Penanaman Hodal
Tentang Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 adalah untuk dan atas nama Menteri Pekerjaan
Unum dan Tenaga Listrik.

Surat Keputusan Menteri Tenaga EKerja, Transmigrasi dsan
Roperasi Nomor EKep.l05/HEN/1977 Tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberisn Izin Kerja Bagi Tensga Kerja Asing
Yang Akan Bekerja Dalam Rangka Penanaman Modal Eepada
Ketua Badan Boordinasi Penanamanan Modal.

Pasal 1

Melimpahkan wewenang pemberian izin kerja bagi tenaga
asing vang akan bekerja dalam rangka penanaman modal
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahnn 1968 kepada Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Hodal.

Pasal 2

Reputusan Ketua Badan EKoordinasi Penanaman Modal
tentang pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 adalah untuk dan atas nama Menteri Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomo; 558/ kpts/H/
Pertam/1877 Tentang Perlimpahan Wewenang MWengadakan

Konsultasi Mengenai Pemberian Fasilitas Dzlam Rangksa

Penanaman Hodal BDi Bidang fertambangan nepada Retus

Badan Koordinasi Pehanaman Modal.
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Pasal 1

Melimpahkan wewenang kepada Retua Badan Koordinasi
Penanaman MHodal untuk mengadakan konsultasi dengan
Menteri-Menteri dan Instansi-Instansi Pemerintah yang
berwenang mengenzai pemberian fasilitas perpajakan dan
perangsang tambsahan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1878 tentang Perpajakan dan
pungutan-pungutan lain atas Usahs Pertambangan Bukan
Minyak dan G3s Bumi dalam rangka penanaman modsl
dibidang pertambangan.

Pasal 2

Ketusa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam
melaksanakan ketentuan Pasal 1 mendasarkan kepada

a. Daftar Skala Prioritas (DSP) dibidang pertambangan
vang berlaku;

b. Rekomondasi vyang diberikan oleh Menteri Pertan-
bangan untuk setiap applikasi penanaman modal
dibidang pertambangan.

Eeputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 256/MPP/Kep/7/1997 Tentang
Eetentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,

Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.

Pasal 11

Perlimpahan kewenangan pemberian Izin Usaha Industri.
Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dari Henteri
kepade Ketus BEPM bsgi Industri yang pensanaman modal-
nya dilakuksn dalam rangka pelsksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1887 sebagsimans telsh diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Pensnaman
Hodal Asing dan Undang-Undang Nomor © Tahun 1968
sebagaimana telah diubah dengsn Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1870 tentang Penanamsn Modsl Dalam Negeri
ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden bagi
Perusahaan Industri vang didirikan dalam rangka
Penanaman Modal Asing atan Surat Persetuiuan Penanaman
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Mcdal dari EKEetua Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi
Perusahaan Industri dalam rangks Penanaman Modal Dalam
Negeri vang berlokasi di kawasan Industri dlberlakukan
sebagai Izin Usaha Industri.

9. Surat EKeputusan Menteri Perindustrian Nomor 2ZS1/M/SEK/
10/1989 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Standar

Teﬁhis Kawasan Industri.

Pasal 6 ayat (2)
Izin Usaha Kawasan Industri yang penanaman podalnya
dilakukan dalam rangka PMA/PMDN diberikan oleh Ketua
BEPH =sebagai pelaksana pelimpahan wewenang dari
Menteri Perindustrian.

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

131/KMK.00/18983 Tentang ENTREPOT Produksi Untuk
Tujuan Ekspor (EPTE)

Pasal & ayat (1)

Izin EPTE diberikan oleh Menteri EKeuangan

Memperhatikan peraturan perundang-undangan vang
tertera diatas menunjukkan bahwa, kewenangan pemberian
izin penanaman mnodal asing berada pada Meninves/Eetus
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BEPM). EKewewnangan
tersebut dapat dirangkum sebagail berikut
1. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal.

2. Izin Usaha Sementara (Izin Prinsip).
3. 1zin usaha Tetap.

4 Tzin Pembelian Dalam Negeri Terbatas.
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5. Izin Pengusahaan Bahan Baku.
6. Izin Usaha Perdagangan Hasil Preoduksi Barang/Jasa
dari Penanaman Hsdal.
7. Izin Kerja Bagi Tenaga EKerja Asing vang akan bekerja
dalam rangka penanaman modal asing.
8. Izin Usaha Industri.
§. Izin Usaha Perlusasan.
10. Izin Usaha Kawasan Indutri.
11. Izin Pendirian Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan
Asing.
Untuk perizinan penanaman modal asing ditingkat daerah
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 1984 Tentang Penvempurnaan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Penvediaan
Tanah Dan Pewmberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin
Bangunan serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi
Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman HMHodal
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1968.
Pasal 4 ayat (1)
Dalam rangka pelayanan dan penyelesaian perizinan
melalui sistem pelayanan tunggal, wewenang
pengeluaran/pemberian 1izin lokasi dan pembebasan
hak/pembelian tanah dikeluarkan oleh EKetwua BEPMD

atas nama Gubernur Kepala Daerah Tiingkat I.

Pasal 5 ayat (2)
Dalam rangks pelayanan dan penyelesaian melalui

sistem rpelayanan tunggal, keputusan pemberian hak
atas tanah dipersiapkan oleh Ketus BEPHMD bersama
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Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan ditanda-
tangani oleh EKetua BEPMD atas nama Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I.
Pasal 7 ayat (3)

Dalam rangka pelayanan dan penyelesaian perizinan
tunggal, keputusan penberian izin bangunan
dipersiapkan oleh EKetua BEPMD bersama Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan ditanda-
tangani oleh Ketua BKPMD atas nams Bupati/Walikots-
nadya Kepalas Daerah Tinghkat II.

Pasal 8 avat (3)

Dalam rangka pelayanan dan penyelesaian perizinan

melalui sistem pelayanan tunggal, keputusan

pemberian izin Undang-Undang Gangguan dipersiapkan
oleh Ketua BEPHD bersama Bupati/Walikotamadya Kepala

Daerah Tingkat JII dan ditandatangani oleh EKetua

BEPMD atas nama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II.

Eesimpulan vyang dapst diambil dari ursiasn tersebut
diatas, bahwa kewenangan pemberian izin penanaman wmodal
asing oleh Ketua Badan Roordinasi Penanaman Modal Daerah
(BEPMD) adalah sebagai berikut
1. Izin Lokasi
2. Izin Bangunan
3. Izin Undang-Undang Gangguan

Beranjak dari pembahasan tentang kewenangan
pemberian izin penanaman modal asing yang tertera diatas
dapat dikemukakan rangkuman sebagai berikut
1. Kewenangan diperoleh melalui tiga sumber vyaitwu,

atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusti

lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negars

oleh Undang-Undang Dasar. Perolehan kekuasaan secarsa
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atribusi menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan
baru, karensa dari keadsan yang belum =2da menjadi ada.
Eewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan vang
berasal dari pelimpahan wewenang karena wewenang yang
telah ada dialihkan kepada pihak lain.

KEewenangan pemberian izin penanamrn noéil asing beradsa
pada Meninves/Ketua Badan EKoordinasi Penanaman Modal
(BEPM) dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Nodal
Daerah (BEPMD). Eewenangan tersebut adalah kewenangan
delegasi yaitu pelimpahan wewenang dari suatu organ
pemerintahan kepada organ yang lain atau pelimpahan
wewenang tersebut dilakukan oleh badan vang berwenang.
Contoh, wewenang penberian izin kerja bagi tenaga
kerja asing dalam rangka penananan modal asing
merupakan wewenang Menteri Tenaga Kerja, tetapi
wewenang ini dilimpahkan kepada Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal, maka wewenang vang ada pada EKetusa
Badan Koordinasi Pensnaman Modal adsalsash wewenang
delegasi.

Kewenangan Pemberian izin Penanaman Modal Asing vang
ada pada Meninves/Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Hodal dan Ketua Badan EKoordinasi Penanaman MNodal
Daerah (BEPMD) dinyatakan dengan tegas dalam peraturan

perundang-undangan.
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3. Prosedur dan Syarat-Syarat Perizinan Penanaman HModal

Asing
Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang-

menjadi dasar bagi organ pemerintahan memberi izin. Fakta

bahwa dalam banyak hal izin dikaitkan pada syarat-syarat,

berhubul?gan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai

salah satu instrumen pengarah {(pengendalian) dari

penguasa.sg Pada wewenang bebas dari organ pemerintshan,

pada dasarnya organ ini bebas mengikatkan ketentuan-

ketentuan pada izin. Pada wewenang memberi izin terikat,

pembuat Undang-Undang sendiri telah menfornulasikan

syarat-syarat dimana izin diberikan.g0

Sunarjati Hartono mengemukakan

Undang-Undang Pensnaman Modal Asing menentukan bahwa

pemerintah berwenang untuk

1. Menentukan perincian-perincian bidang-bidang
usaha yang terbuka bagi modal asing menurut
grutan prioritas (Pasal 5 ayat 1), vang ditetap-
kan tiap kali pada waktu pemerintah =menyusun
rencana-rencana pembangunan jangka panjang dengan
memperhatikan perkembangan ekononi serta
teknologi (Pasal 5 ayat 2).

2. Bahwa adalah wewenang pemerintah pula untuk

menentukan syarat-syarat yvang harus dipenuhi oleh
penanam modal asing secara kasuistis.

88. HN.M. Spelt dan J.B.J.B. ten Berge (disunting
cleh P.M. Hadjon), op. cit. h. 15.

80. Ibid. h. 17.
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3. Selain dari pada itu pemerintah berwenang

menetapkan bidang-bidang usaha tertentu, dimana
tidak bg}eh lagi ditanam modal asing (Pasal 8
ayat 1). -

Berpijak dari uraian tersebut diatas, syarat pertama
vang harus dipenuhi oleh penanam modasl asing adalah
mempelajari terlebih dahulu bidang-bidang wusaha yang
tertutup bagi penanaman modal asing. Bidang-bidang vyang
tertutup bagi penanaman modal asing telah dirumuskan
dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang

Penanaman Modal Asing yaitu

(1) Bidang-bidang usaha vang tertutup untuk
penananan modal asing secara pengusahaan penuh
ialah bidang-bidang yang penting hidup rakyat
banyak sebagai berikut

Pelabuhan-pelabuhan;

Produksi, transmisi dan distribusi tenaga
listrik untuk umum;

Telekomunikasi;

Pelayanan;

Penerbangan;

Air minum;

Kereta api umum;

Pembangkitan tenaga atom;

Mass media.

o P

Heor@ o QLD

(2) Bidang-bidang vyang menduduki peranan penting
dalam perusahaan negara, antara lain produksi
senjata, mesin, aslat-alat peledak dan peralatan
perang dilarang sasma sekali bagi modal asing.

Ketentuan lebih lanjut bidang-bidang nusaha vyang

tertutup bagi penanaman modal =asing diatur dalam

91. Sunarjati Hartono, op. cit. h. 17.
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Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1895
Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman
Modal. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal
dapat dilihat pada lampiran 1 keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 sebagai berikut
1. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN HdgﬁL YANG
SELURUH MODALNYA DIMILIKI OLEH WARGA NREGARA ASING DAN/
ATAU BADAN HUKUM ASING
1. Pembangunan dan Pengusahsaan Pelabuhan
2. Produksi, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik
Untuk Umum
. Telekomunikasi
Pelayaran
Penerbangan
Pembangunan dan Pengusahaan Air Minunm

Keretsa Api Umum

@ ~ O O = W

. Pembangkitan Tenaga Atom.

II. BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL
YANG DALAM MODAL PERUSAHAAN ADA PEHMILIKAN WARGA
NEGARA ASING DAN/ATAU BADAN HUEUM ASING

9. Angkutan Taksi/Bis
i0. Pelayaran Rakyat

11. Perdagengan Eceran dan sejenisnya

[
2%

Usaha Penunjang Perdagangan Dalam Negeri
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13. Stasiun Penyiaran Televisi Swasta, Jasa
Panyiaran Radio

14. Pengusahaan Gedung-Gedung Bioskop

BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTURK PENANAMAN HMODAL
RECUALY APABILA MEMENUHI PERSYARATAR TERTENTU
15. Susu Bubuk/Susu Kental
16. Pénggergajian Eayu EKecusali di Propinsi Timnor
Timur dan Irian Jaya
17. Kayu Lapis Biasa, Kecuali di Propinsi Timor
Timur dan Irian Jaya
18. Percetakan Kertas Berharga
a. Peranghko
b. Materai
¢. Surat-Surat Berharga Bank Indonesia
d. Paspor
2. Benda-Benda Pos berperangko
Kecuali untuk Perum Peruri
19. Erhyh Alkohol
Eecuali technical grade
20. Bahan peledak dan sejenisnysa
Kecuali untuk PT. DAHANA (Persero) dan PT. MULTI
NITROTAMA RIMIA
21. Pesawat Terbang
a. Bermesin Jet atau Propeler untuk angkutan

b. Helikopter
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c. Mesin Pesawat Terbang mesin Piston
Pembakaran, Turbo Jet dan Turbo Fan.

d. Peralatan dan Perlengkapan Pesawat Te?bang
Baling-Baling Pesawat Terbang/Helikopter dan
Alat Pendarat
Kecuali untuk/bekerja sama dengan PT. IPTN.

Minuman keras dan minuman beralkohol lainnys.

Provek baru dan perluasan harus dalam kawasan

Berikat atan Entrepot Produksi uantuk Tujuan

Ekspor (EPTE).

Petasan (Mercon)

Proyek baru dan perlussan harus dalam Kawssan

Berikat atau Entrepot Produksi Tujuan Ekspor

(EPTE).

BIDANG USAHA YANG TERTUTUP MUTLAK UNTUK PENANAMAN

HODAL

24. Kontraktor di bidang Pembabakan Hutan

25. Pengusahaan Kasion/Penjudian

26. Pemanfastan dan Pengusahaan Sponge (bunga
karang)

27. Pengolahan Barang Jadi/Setengah Jadi Kayu Bakau

28. Budidaya dan Pengolahan Ganja dan sejenisnya

28. Industri pembuatan Pents Chlorophenol, Dichloro
Diphenvl Trichloro Ethane (DDT), Dieldrin,
Cholordane
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30. Industri pembuatan Vercer

31. Industri pulp dengan proses sulfit

32. industri Chloro alkali dengan proses Hercuri

33. Industri Chloro Fluro Cabon (CFC/freon)

34. Industri Siklomat dan Sakarin

Bidang usaha yvang tertutup sebagaimana vyang telah
dipaparkan tersebut hanya berlaku bagi penanaman modal
langsung, sesuali dengan Pasal 3 Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 vang dirumuskan
sebagai berikut

Penetapan bidang usaha vyang dinyatakan tertutup

untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalan

Lappiran I, tidak berlaku bagi penanaman modal tidak

langsung vang dilaksanakan dengan membeli saham

perusahaan vang sudah berdiri melalui pasar modal
dalarm negeri.

Syarat yang kedua, setelah mempelajari daftar bidang
usaha vyang tertutup bagi penananan modal asing dan
terbuka kemungkinan untuk menanamkan modalnya dalanm
bidang usaha yang dikehendaki, oleh calon penanam modal
asing kemnudian wmengajukan permohonan penanaman nodal
kepada Meninves/Ketuz BEPH.

Tentang tata cara penanaman modal asing diatur dalam
Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1893 Tentang Tata Cara
Penznaman Modal. Pasal 2 ayvat (1) dan ayat (2) dirumuskan

bahwa
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(1) Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha
dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1867
sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang
Romor 11 Tahun 1870 mempelajari 1lebih dahulu
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman
HModal Asing vang berlaku sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1), dan apabila diperlukan
penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPH
atauz BEPMD.

{2) Setelah nengadakan penelitian vang cukup
nengenai bidang usaha vyang terbuka, dan
ketentuan-ketentuan lain vyang bersangkutan,
caleon penanam modal mengajukan permchonan
penanaman modal kepads MHENINVES/RKETUA BEPM
dengan mempergunakan Tata Cara Permohonan yang
ditetapkan oleh MENINVEST/KETUA BEPHN.

Tata cara permchonan penanaman medal asing yang
dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1983
" tersebut, telah diatur dalam EKeputusan Menteri Negara
Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 21/SK/1986 Tentang Tata Cara Permohonan
Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangks Penanaman
Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing. Pasal 5

ayat (1) dan ayat (2) merumuskan sebagai berikut :

(1) Permohonan penanasman modal baru dalam rangka PMA
dapat diajukan oleh
8. warga negara asing dan/atan badan hukum
asing; atau
b. warge negara asing dan/atau badan hukum asing
bersama dengan warga negara Indonesia dan/
atau badan hukum Indonesis.

(2) Permohonan penanaman madal baru sebagaimansa
tersebnt dalam ayat (1) diajukan dengan
menggunakan formulir aplikasi Hodel I/PHA vang
contochnya terdapat sebagai Lampiran 2, 3 (tiga)
berkas ditujukan kepada Heninves/Ketua BEPM dan

satu berkas kepada Ketua BEPHD setempat,
dilengkapi dengan
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a. Bagi Peserta Asing
1) Badan Hukum Asing
Rekaman Akta Pendirian perusshaan dan
perubahannya beserta terjemahannya dalam
bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

2) Warga Negara Asing
Rekaman paspor yang masih berlaku.

b. Bagi Peserta Asing

1) Rekanan,3Akta Pendirian perusahaan dan
perubahannya untuk PT atau BUMN/BUMD; atau

2) Rekaman Anggaran Dasar Koperasi yang sudah
disahkan untuk Koperasi; atau

3) Rekaman Kartu Tanda Pengenal (KTP) untuk
Perorangan

4) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

c. Uraian mengensail
1) Proses produksi yang dilengkapi dengan
badan alir proses, sertsa mencantumkan
jenis bahan baku/bshan penolong, bagi
Industri pengolahan; atan
2) Kegiatan Usaha, bagi kegiatan di bidang
jasa.

d. Rancangen perjanjian usaha patungan dalsaw

bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, diparaf
oleh semusa peserta ussha patungan.
Bagi PHA vyang 100X modalnya dimiliki oleh
Badan Usaha Asing dan/atau Wargsa Negarsa
Asing, rancangan perjanjian usaha patungan
tidak diperlukan.

e. Surat kuasa apabila penandatanganan
permohonan bukan dilakukan oleh pemnohon
sendiri.

f. Relengkapan persyaratan ketentuan sektoral
vyang dikeluarkan oleh Menteri Teknis vang
bersangkutan.

Permohonan penanaman modal asing sebagaimana vang
telah dikemukakan diatas diajukan dengan menggunakan
formulir aplikasi Modal! I/PHA. Adapun formulir aplikasi

sebagaimana vang terdapat pada Lampiran 2 S

MENINVES/KETUA BRPM No. 21/SK/1995 sebagai berikut
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Submitted : Lampiran 2
3 copies to BEPM SK MENINVES/EETUA BEFPM
1 copy to BEPHD No. 21/SK/1995

Model I/PMA

IRVESTMENT APLICATIOR
UNDER THE FOREIGN INVESTMENT LAW

This investment aplication under the foreign investment
Law No. 1, 1967 and No. 11, 18970 is herewith submitted to
the Government of the Republic of Indonesia through the
Investment Coordinating Board (Badan Roordinasi Penanaman
Modal).
I. DESCRIPTION OF THE PARTICIPARTS
A. Foreign Participant(s)
1. Name of Compsny
2. M2in line of business
3. Address (incl. phone
telex and fax number)
B. Indonesian Participant(s)
1. Name (company, coopera-
tive or individual)
2. Tax Registration Code
(NP¥P)

3. — Hain Line of business
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— Investment Status : PHA, PHDN or Non
PMA/PHDN
4 . Address (incl. phone

telex and fax number)

II. DESCRIPTION OF THE PROPOSED PMA COMPANY
1. Name of Company
2. Main line of business
3. Location of the project
a. Regency
b. Province

4. Annual Production Capacity*

Designed Capacity
Production Remarks
Unit Capacity

.......................................
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5. &Annual Sales of products (Except Services)
a.
Domestic HMarket
Name of Unit Export
Product (s) Harket_ Sales Internal Use
o
b. Estimated total export value: US $. ..........
6. Land area required o ... .. Sq.M/Ha
7. Employment Foreign Indonesian
a. Commissioner(s) L e
b. Pirector(s) e e
¢. Professional(s):- Manager(s): ....... .........
- Expert(s) : . ..... . ... .....
d. Workers X e
Total ... ... ..
Note Foreign professionals position should be
specified.
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8. Appropriation of Investment Funds

16.

TESIS

a. Fixed Capital
- Laﬁd & Land Development
- Building
- Machinery & Equipment &
Spare Parts

- Others

Sub Total
b. Working Capital (First 3

months) production

Total
Note
Investment Fund should be listed
and/or line of business.
Source of Investment Funds
a. Equity

b. Loans - Local

Total
Equity-Capital
a. Authorized Capital
b. Issued Capital

¢. Paid-up Capital

us
us
us
us
us

101

us

us

us

for each location

us
Us

Us

Us
us
us

Note : Issued capital should equal to equity.
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a. Foreign participant(s) Us ¢ r 4
Sub Total
a. Indonesian participant(s) Us ¢ 4
Sub Total
c. Total a+ b) Us g 100 X
12. Completion Schedule : ... ..._..... months, from
the date of the issurance of the Government’'s
Approval.
13. Utilities
2. Electricity : .. .. ..... .. EVA
L. Water .. Cu.M/day
c. Telephone . .. ....... Units
TESIS Perijinan penanaman modal ... Andi Sugirman



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

103

ITI. DECLARATION

1.

We acknowledge that the company shall be obliged
to take preventive nensufcs agsinst any pollution
resulting from the operation of our investment
project, at our Jjount venture company’'s owuwn
expense, and in confornfiy with the applicable
laws and regulations.

This application has been properly and duty made
and that we all of (the participants) are
responsible for its accuracy, correctness and
completeness, including all data and documents

attached hereto.

Foreign Applicant(s) Indonesian Applicant(s)

Stamp duty Rp. 2.000,-

Name, Signature Name, Signature, and Stamp

ENCLOSURE

1. By Indonesian Participant

a.

r

TESIS

Articles of Asscciation of the company of I

(48
1
=
cr
}_J
cr
“

Card for Individual.

Tax Registration Code Number (NPWP).
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By Foreign Participant

a. Articles of Association of the company in English
or Indonesian.translation;
oT

b. Copy of pasport for foreign citizen(s).

a. Flowchart oftzhe production process and materials
balance.

b. Explanation of business activities of the services
sector investment.

Draft of Joint Venture agreement, approved by all

participants.

Power of Attorney to sign application if the

participant{(s) are represented by another party.
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Diberikan Lampiran 2

3 copy pada BEPH SK MENINVES/KETUA BRPM
1 copy pada BEPMD ' No. 21/SK/1885

Model I/FPMA

APLIEAST PENANAMAN HODAL
DIBAWAH UNDANG-UNDANG INVESTASI ASING

Aplikasi penanaman modal ini dibawah Undang-Undang
Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967, dan Nomor 11
Tahun 1870 vang diberikan pada Pemerintah Republik
Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.
I. DESKRIPSI PARTISIPAN
A. Partisipan asing
1. Nama Perusahaan
2. Jalur utama usahsa
3. Alamat (termasuk telepon,
telex dan nomor fax)
B. Partisipan Indonesia
1. Namna (perusahaan, kerja
sama atau individu)
2. Nomor Pokok Wajib Pajal
(NPWP)

3. — Jalver utama usaha
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—— Status pensanaman : PHA, PMDN or Non

modal PHA/PMDN

Alamat (termasuk telepon

telex dan nomor fax)

DESEKRIPSI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING YANG

DIUSULKAN
1. Nama Perusahaan
2. Jalur utama usaha
3. Lokasi provek
a. Kabupaten
b. Propinsi
4. Rapasitas Produksi Per Tahun*
Rapasitas yang di-
rancang
Produksi Keterangan
Unit Eapasitas
*y Didasarkan pada ... .. cperasi shift (khusushkan)
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5. Penjualan produk per tahun (Kecuali Jasa)

a.
Pasar Domestik
Nama Produk| Unit | Pasar
Ekspor |Penjualan | Penggunsan Internal
\p J
b. Total nilai ekspor vyang t US ¢ ...,
diperkirakan

6. Area tanah yang diperlukan T, Sq.M/H=a
7. Tenaga Kerja : Asing Indonesia
a. Komisioner N
b. Direktur -
c. Professional : - Manager L e e e e e e e
- Ahli L e e e
d. Pekerja ; X
Total ... Lol

Catatan :@ Posisi prefesional harus ditentukan.
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B. Perkirasn Dana Penanaman Modal

10.

TESIS

a. Modal Tetap
- Tanah & Pengembangan
Tanah
- Bangunan
- Mesin & Peralatan & Suku
Cadang

- Lain-Lain

Sub Total
b. Modal Kerja (3 Bulan

Pertama) Produksi

Total

Catatan

Us

us
us
us

us

108

Us

us

Dana investasi haruns didaftar untuk

dan/atan jalur usaha,
Sumber Dana Investasi
a. Equity

b. Pinjsman - Lokal

Total
Maodal Eguity
a. Modal yang Dikuasakan
b. Hodal yang Dikelusarkan

c. Modal yang Dibavarkan

Perijinan penanaman modal ...
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Catatan : Modal yang dikeluarkan harus sama dengan
equity

11. Pembagian sahsam

a. Partisipan Asing Us s y 4
vy
Sub Total
a. Partisipan Indonesia Us s 4
Sub Total
c. Total (a+ b) Us ¢ 100 %

12. Penvelesaian Jadwal : ............ bulan, dari

tanggal dikeluarkannya Persetujuan Pemerintah.

13. Penggunaan

a. Listrik : EVA

b. Air S Cu.M/hari

c. Telepon
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1. Kani mengakui bahwa perusshman akan diharuskan

untuk menganbil tindakan preventif terhadap

polusi akibat dari pengoperasian provek investasi

kami pada pengeluaran perusahaan bersama kami,

dan sesuai dengan Undang-indang dan peraturan

vang berlaku.

2. Aplikasi ini dibuat dengan tepat dan kami

(para partisipan) bertanggung jawab

sSemua

atsas

keakuratan, kebenaran dan kelengkapan, termasuk

senua data dan dokumen yvang kami sertakan.

Aplikan Asing Aplikan Indonesia

Materai Rp. 2.000,-

. )) e, )
Nama, Tanda Tangan Nama, Tanda Tangan, dan
Materai
LAMPIRAN
1. Oleh Partisipan Indonesia
a. Akte Perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk untuk
individu.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (HPWP).
2. 0Oleh Partisipan Asing
a. Akte Perusahaan dalam terjemahan bahasa . Inggris

atan bahasa Indonesisa;
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atau
b. Copy pasport untuk warga negara asing
3. a. Flowcﬁart proses produksi dan keseimbangan bahan
baku.
b. Penjelasan aktivitas usaha jasa sektor investasi.
4. Draft persetujuan Kerja Sama, disahkan oleh semua
partisipan.
5. Kuasa Pengacara untuk menandatangani aplikasi jika

para partisipan diwakili oleh orang lsin.

Apabilas formulir tersebnt telah diisi oleh calon
penanam modal asing disertsi dengan kelengkapannya
sebagaimana vang telah diuwraikan diatas, kemudian
diajuokan kepada MENINVES/Ketua BRKPM, dan setelah diadakan
penilaian untuk selanjutnya HENINVES/Ketusn BEKPHM,
menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden.

Pasal 2 ayvat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Hodal,

nerumuskan bahwa

Berdasarkasn penilaian terhadap permohonan penanaman
modal MENINVES/KEetua BEPM menyampaikan permohonan
tersebut kepada Presiden dengan disertai pertim-
bangan guna memperoleh keputusan.

Pasal 2 ayat (4)

Persetujuan/penoliakan Presiden mengenal suatu
permohonan penanaman nmodal disampaikan kepada
HENINVES/Ketua BERPHM.
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Pasal 2 ayat (5)

Apabila permohonan mendapatkan persetujuan Presiden,
MENINVES/Ketua BEPM menyvampaikan pemberitshuan
tentang Keputusan Presiden tersebut dalam ayat (4)
kepada calon penanam modal, yang berlaku jugsa
sebagai Persetujuan prinsip.

Pasal 2 ayat (6)
A
Untuk memperlancar proses penanaman mnodal HMHENIRVES/
Eetua BEPH menyanpaikan rekaman Surat Pemberitahuan

Persetujuan Presiden kepada instansi Pemerintah
terkait.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal HNowmor
21/5K/19868 Tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal
Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri
Dan Penanaman Modal Asing. Dalam Pasal S ayat (4)
menyatakan bahwa

Persetujuan Presiden satas penanaman podal dalam
rangka Penanapan Modal Asing disampaikan oleh
Menteri Negaras Penggerak Dana Investasi/Ketua
BEPM kepada penanam nodal dalam bentuk Surat
Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP) vang
tembusannya disampaikan kepada instansi-instansi
sebagainana disebut dalam Pasal 4 ayat (3), Kedutaan
atau Kantor Perwakilan Tetap R.I. di negara as=al
peserta asing dan Kedutaan/Perwakilan Tetap negara
peserta asing di Jakarta.

Keputusan Presiden berupa persetujuan Penanaman
Modal vang disampaikan kepada calon penanam modal melalui
Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BEPH. Mak=

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

87 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal, dsalanm
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Pasal 2 avat (7) dirumuskan bahwa

Apabila penanam modal telah memperoleh Keputusan
Presiden berupa Persetujuan Pensnaman Modal dan
setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan maksa

a. MENINVES/Ketua BEPM mengeluarhkan
1) Angka Pengenal Importir Terbatas;

2) Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Bea
Masuk dan Pungutan Impor lainnya;

3) Persetujuan atas Rencana Penggunsan Tenaga
Eerja Asing Pendatang (RPTEA) vang diperlukan
sebagai dasar bagi Ketua BEPHD untuk menerbit-
kan izin kerja bagi Tenaga Keria Asing
Pendatang yvang diperlukan.

4) Izin Usaha Tetap atas nama Menteri vang
nembidangi usaha tersebut sesuai pelimpahan
wewenang.

b. Eepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
mengeluarkan Izin Lokasi sesuai Rencana Tata
Ruang.

¢. Kepala Kantor Pertanahan Rabupaten/Kotamadya
nengeluarkan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha
sesuail ketentuan yang berlaku.

d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dsti I] atau Satuan
Kerja Teknis atas nama Bupati/Walikotamadya vyang
bersangkutan atan Kepala Dinas Pengawasan
Pembangunan Kota (P2K) bagi DEI Jakarts atas nama
Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin Mendirikan
Bangunan {(IMB).

e. Sekertaris Wilayah/Daerah Tingkat II atas nama
Bupati/Walikotamadys vang bersangkutan ataun
Kepala Biro EKetertiban Untuk DRI Jakarta atas

nama Gubernur EDRI Jakarta mengeluarkan Izin
JUG/HO. : .

Pasal 2 ayat (8)

Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal
dari MENINVES/Eetu=z BPEM, Pensanam Mcdal dalam waktu
vang ditetapkan menyampaikan kepada BPEM Dsaftar
Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahzan
penclong yvang akan diimpor.
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Berdasarkan EKeputussan HMenteri Negara Pengerak Dana

Investasi/Ketus Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

21/5K/1986 Tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Hodal Dalam Negeri

Penanaman Modal Asing. Dalam Pasal 2 avat (2)

dirumuskan bahwa

Penanaman Modal yang telah nendapat Surat
Persetujuan =atax Surat Pemberitahuan Persetujuan
Presiden dari HENINVES/Ketua BPKM, wajib mengajukan
permohonan untuk wemperoleh persetujuan dan atau
izin pelaksanaan penanaman modal dari tingkat pusat
dan =atau tingkat daerah, vang diperlukan untuk
melaksanakan penanaman modalnya.

Pagal 3

Persetujuan dan Izin Pelaksanaan FPenanaman Modal
dari Instansi Pemerintah Tingkat Pusat terdiri dari:

1. Persetujuan Pemberian Fasilitas Peabebasan dan
atau Keringenan Bea Masuk atas pengimporan barang
modal.

Persetujuan ini dikeluarkan oleh Meninves/Ketua
BEPH atas nama Menteri EKeuangan dalam rangksa
pemberian keringanan atau pembebasan bea nmnasuk
atas pengimporan barang mnodal bagi penanaman
modal yang telah disetujui oleh pemerintah.

2. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan dan
atau Keringanan Bea Masuk atas pengimporan bahan
baku dan atawn bahan penolong.

Persetujuan ini dikeluarkan ocleh Meninves/Ketua
BEPM atas nama Menteri Kenangan untuk keperluan
produksi 2 (dua) tahun pertama berdasarkan
kapasitas terpasang.

3. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT). Apit
dikeluarkan oleh Heninves/Ketua BEKPM atas nama
Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan
dipergunakan sebagai izin memasukkan (impor)
barang modal dan bahan baku dan atau bahan
pennlong untuk pemakaian sendiri dalam proses
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produksi proyek penanzaman modal vyang telah
disetujui pemerintah.

4. Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (RPTEA). EKeputusan ini dikeluarkan oleh
Meninves/Ketua BEPM atas nama Menteri Tenag=a
Kerja yang merupakan persetujuan rencana jumlah,
jabatan dan lama penggunaan tenaga asing vyang
diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan
pemasukan Tenaga Kerja Warga Regarn Asing
Pendatang dan Penerbitan Izin Kerja Tenaga Wargsa
Negara Asing Pendatang.

5. Keputusan tentang Izin Kerja Tenaga Kerja Warga
Negara Asing Pendatang (IKTA).

Keputusan ini dikeluarkan oleh Meninves/Ketusa
BEPH atau Ketus BEPMD atas nama Menteri Tenaga
Keria berdasarkan RPTERA, sebagai izin bagi
perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga
kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan
dan periode tertentu.

6. Izin Ussha Tetap (IUT), Izin Usaha Perluasan dan
JUT Perburuan. IUT, Izin Usaha Perluasan dan IUT
Perburuan dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BEPM
atas nama Menteri yang membina bidang usaha yang
bersangkutan.

Persetujuan dan atau izin pelaksanaan penanaman
modal di tingkat dserah tidak diastur secara tegas dalam
Kepntusan Menteri Negara Pengerak Dana Investasi/RKetusn
BEPM Nomor 21 Tahun 18968. Akan tetapi berdasarkan pada
pembahasan vyang telah diketengahkan diatas, maka dapat
dikemukakan bahwa, 1izin pelaksanaan penanaman modal
Eingkat daerah adalah sebagai berikuat
1. Izin Lokasi, vyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

2

2. Izin Mendirikan Bangunan (IHMB), vang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan Ksbupsten/Kotamadva.
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3. Izin UUG/HO, vyang dikeluarkan oleh Sekertaris
Wilayah/Daerah Tingkat II atas nama Bupati/Walikota-
madya. |

Dari keselurunhan uraian tersebut distas dapat
dirangkum sebagai berikut

1. Calon penanam modal asing terlebih dahulu mempelajari
bidang-bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modsl
asing. Dan apabila calon penanam modal asing memerlu-
kan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BEPM)}.

2. Calon penanam mnodal asing mnengajukan permohonan
dengan mempergunakan formulir yang telah ditetapkan
dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan, kepada
Heninves/Ketua BEPM. Untuk selanjutnya Heninves/Ketua
BEPH menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden
untuk memperoleh keputusan.

3. Setelah permohonan calon penanam modal asing tersebut
memperoleh Keputusan berupa Surat Pemberitahuan
Persetujuan Presiden (SPPP), MHeninves/Ketua BRPM
menyampaikan Surat Pemberitahuan Persetujuazn Presiden
(SPPP) tersebut kepadsa calon penanamn modal asing vyang
berlaku jugs sebagai persetujusn prinsip.

4. Calen penanamsn modal asing setelah mendapat Surat
Persetujuan atau Surat Pemberitahuan Persetujuan
Presiden (SPPP), dari Meninves/Ketua BEKPM, kemudian

calon penanam modal asing mengajukan permohonan untuk
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memperoleh persetujuan dan atan Izin Pelaksanaan
Penanaman Modal dari tingkat pusat dan tingkat daerah
vang diperlukan untuk melaksanakan penanaman wodalnya
atan untuk merealisasikan persetujuan penanaman

mnodalnya.
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BAB III
PERIZINAN PENANANAN HODAL ASING

1. Jenis-Jenis Perizinan Penanaman Modal Asing

Perizinan penanaman modal asing vang wmeliputi
perizinan di sektor pemerintahan umum> sektor agraria/
pertanshan, sektor perindustrian, sektor usaha
perdagangan dan sektor-selttor lasinnya. Perizinan tersebut
terdiri dari perizinan tingkat pusat dan daerah. Berbagsai
perizinan itu harus dimiliki oleh pananam modal asing
dalar rangka menjalankan usahanya. Oleh karena itu dalam
bab ini akan diketengahkan jenis-jenis perizinan modal
asing.
1. Izin Prinsip/Izin Usaha Sementara

Yang dimaksud Izin Prinsip atau Izin Usaha Sementarsa
tidak lain adsalah Surat Pemberitahuan Persetujuan
Presiden (SPPP) vyang diberikan kepada penanam modal
asing. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 avat (86)
RKeputusan Henteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1896 Tentang
Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam
Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri.

Dan Penansaman Hodal Asing vaitu

Persetujuan PHA adalah persetujuan penanaman modal
beserta fasilitasnys vang diberikan oleh Presiden RI
vang dituangkan didalam Surat Pemberitahuan
Persetujuan Presiden (SPPP) oleh Heninves/Ketua BKPH

118
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kepada pemohon untuk melaksanakan penanaman modal
dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 18687 Jo.
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman MHodal Asing
vang berlakn pulsa sebagai Izin Prinsip atau Izin
Usaha Sementar=a.

Untuk memperoleh SPPP yang berlaku sebagai Izin
Prinsip atau Izin UsahspSementara diperlukan beberaps
persyaratan dan prosedur. Dalam Keputusan Henteri
Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Hodal Nomor 21/SK/1996, syarat-syarat untuk memperoleh
SPPP vyang berlaku sebagai Izin Prinsip/Izin Usaha
Sementara dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (2) sebagai
berikut

8. Bagi Peserta Asing

1) Badan Hukum Asing
Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan
perubahannya beserta terjemahannya dalam

bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

2) Warga Negara Asing
Rekaman paspor yvang masih berlaku.

b. Bagi Peserts Asing
1} Rekaman Akta Pendirian perusahsan dan
perubahannya untuk PT atau BUMN/BUMD; atan

2) Rekaman Anggaran Dasar Koperasi vyang sudah
disahkan untuk Koperasi; atsu

3) Rekaman EKartu Tanda Pengenal (KTP)  untuk
Perorangan

4) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

¢. Uraian mengenai
1) Proses produksi yang dilengkapi dengan badan
alir proses, serta mencantumkan Jjenis bahan

baku/bahan penolong, bagi InduZtri pengolahan;
atau
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2) Kegiatan Usaha, bagi kegiatan di bidang Jjasa.

d. Rancangan perjanjian usaha patungan dalam bahasa

Inggris dan bahasa Indonesia, diparaf oleh semua
peserta usaha patungan,
Bagi PMA yang 100% modalnya dimiliki oleh Badan
Usaha Asing dan/ataun ¥arga Negara Asing,
rancangan perianjian usahsa patungan tidak
diperlukan.

e. Surat kussa apabila penandatanganan permchonan
bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

f. Kelengkapan persyaratan ketentuan sektoral
vang dikeluarkan oleh Menteri Teknis vang
bersangkutan.

2. Izin Usaha Tetap (IUT)

Perusahaan penanaman modal asing dalasm rangks untuk
melaksanakan kegiatan produksi komersial baik produksi
barang maupun produksi jasa diwajibkan memiliki 1izin
usaha tetap. Untuk mempercleh izin usaha tetap harus
memenunhi syarat-syarat vang telah ditetapkan. Sesuail
dengan Passl 10 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Negara
Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Hodal No. 21/5K/139898 syarat-syarat tersebut =adalah
sebagai berikut

2. Rekaman akta pendirisn perusahaan dan perubahan-

nya.

b. Rekaman Halk Atas Tanah atau Izin Lokasi.

c. Rekaman Permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

d. Rekaman Izin HO kecuali industri yang berlokasi

di dalam Kawasan Industri, atau rekaman

prersetujuan Rencana Pengelolsan Lingkungan (REL)
dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi

TESIS Perijinan penanaman modal ... Andi Sugirman



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

121

perusahaan vang kegiatan usahanya wajib Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)Y.

e. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) vyang lengksap
dan benar bagi perusahaan vang kegiatan usahanya
tidak wajib AMDAL, namun wajib UKH dan UPL, atan
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
bagi perusashaan vyang kegiatan ussahanya tidsak
wajib AMDAL dan UKI.;, dan UPL.

f. Laporan EKegiatan Penanaman Modal (LEPK) vang
lengkap dan benar pada semnester terakhir
dilaksanakannya produksi percobsan.

g. Daftar realisasi wesin-mesin/peralatan produksi.
Tata letak (lay out) mesin-mesin.
i. Uraian proses produksi.

j. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) yang telah
disahkan oleh Eetua BEPMD setempat.

Pasal 3

Permohonan IUT di bidang usaha Penyediaan Tenagsa

Listrik, Perhotelan, Angkutan Taksi dan Biro

Perjalanan Wisata, wajib dilengkapi dengan

a. Sertifikat Uji Operasi dari Direktorat Jenderal
Listrik dan Pengembangan Energi untuk bidang
usaha Penvediaan Tenaga Listrik.

b. Bukti pemenuhan persyaratan tersedianya fasilitas
hotel, untuk bidang usaha perhotelan.

¢. Rekaman Izin Operasi dari Pemerintah Daerah
setenpat untuk Usaha Anghkutan Taksi.

d. Rekaman Izin Operasi dari Pemda setempat bagi
vang emiliki sendiri armada angkutan wissata,
atau rjanjian sewa menyewz dengan pengusaha
angkutan wisata untuk bidang usaha  Biro
Perjalanan Wisata.

Permchonan IUT bagi kegisatan usaha yang tidak
menggunakan mesin/peralatan proses produksi tertentu
tidak diperlukan lampiran data mengensai

a. Daftar realisasi mesin-mesin.

b. Tata Letak (lay out) mesin-mesin.

c. Uraian proses produksi.
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3. Izin Usaha Perluasan

Izin Usaha Perluasan diperlukan bagi penanaman modal
asing untuk neiaksanakan kegiatan produksi komersial atas
perubahan produksi barang maupun produksi jasa, sebagai
pelaksanaan atas surat persetujuan perluasan yang telah
diperoleh peruéﬁhaan sebelunnya.

Persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Perluasan
diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Keputusan Henteri Negara
Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor 21/SK/1886 adalah sebagai berikut

a. Rekaman hasil RUPS.

b. Rekaman IUT.

c. Uraian proses produksi/kegiatan usaha perluasan
untuk bidang wusaha vang tidak sejenis dengan
bidang usaha vang disebut dalam IUT.

d. LEKPH semnester terakhir yang lengkap dan benar.

4. Izin MHendirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan
Asing

Berdasarkan EKeputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 1987 Tentang Rantor Perwakilan Wilayah

Perusahaan Asigg dalam Pesal 1 dirumuskan bahwa

Yang dimaksud dengan Kantor Perwakilan Wilayah
Perusahsan Asing dalsm Keputusan Presiden ini adalah
kantor yang dipimpin oleh satu matau lebih perorangan
warga negara asing vang ditunjuk oleh perusahaan
asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri
sebagai perwakilannya untuk mengurus kepentingan
perusahaan atau perusahaan-perusahaan di suatu
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wilayah vyang mencakup beberapa negara disamping

wilayah Indonesisa.

Persyaratan untuk mendirikan Kantor Perwakilan
Wilayah Perusahaan Asing diatur dalam Pasal 23 ayat (2)
Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/5K/19886.
Persyaratan tersebut adalah

a. Surat Penunjukan atau Surat Kuasa dari Pimpinan
Perusahaan Asing kepada Calon Pimpinan Kantor
Perwakilan Wilayah Perusshaan Asing.

b. Rekaman akta pendirian perusahaan asing, disertai
dengan terjemahannyva dalam Bahasa Indonesia atau
Bahasa Inggris.

¢. Rekaman paspor vang masih berlakn dari Caleon
Kepala KEantor Perwakilan Wilayah Perusahaan
Asing.

d. Surat pernyataan bersedia tinggal dan tidak
melakukan pekeriaan lain ataun kegiatan usaha di
Indonesia dari Calon Kepala EKantor Perwakilan
Wilayvah Perusahaan Asing.

e. Daftar perusahaan afiliasi di Indonesisa dan
negara lain vang akan dicakup.

5. Izin Kerja Tenaga Warga Negara Asing Pendatang

Syarat-syarat Izin Kerja Tenags Warga Negara Asing
Pendatang (RPTQﬁ) diatur dalam Pasal 27, 28, 29 dan Pasal
a0 Surat Keputussn Menteri Negara Penggerak_ Dana

Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasgal 27

{1) Rencana Penggunaan Tenaga Rerja Warga Negara
Asing Pendatang (RPTEKA) bagi perusahaan PMDN dan
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Perusshaan PHMA, wajib memperoleh persetuijuan
Heninves/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Permohonan persetujuan sebagaimana tersebut
dalam ayat (1), diajukan dengan xenggunakan
formulir RPTEKA yang contohnya terdapat sebagai
lappiran 18, ditujukan kepada MHeninves/Ketua
BEPH, dilengkapi

a. Bagan organisasi

b. Rekaman akta pendirian

¢. Bukti wajib lapor ketenagakerjsan yvang telah
disahkan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja.

d. Rekaman EKTP Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
pendamping dan SE penganghkatannya sebagai
karyawan perusshaan.

e. Rekaman SK RPTEA sebelumnys untuk permohonan
perpanjangan dan penambahan RPTKA.

f. Alasan dan lsporsn pelaksanaanprogram Diklat
TRI untuk permchonan perpanjangan dan
perubahan/penambahan RPTK.

Persetuiuan RPTEA dikeluarkan oleh Meninves/
Ketua BEPH dalam bentuk Surat Keputusan (SK)
RPTEKA, disampaikan kepada penohon dengan
tembusan Departemen Tensgas Kerja, Departemen
Teknis vang bersangkutan dan BEPHD setempat.

Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada
perusahaan PMDN dan perusahaan PHA serta KPWPA
vang sudah siap datang ke Indonesia, wajib
meniliki Visa Tinggal Terbatas (VITAS) vyang
dikeluarkan oleh Kantor Perwakilasn R.I di 1luar
negeri. {

Pemohon memiliki rekomendasi TA-01, diajukan
dengan menggunakan formulir Form Ppt. 2 vang
contohnya terdapat sebagai lampiran 19, dituju-
kan kepada Meninves/RKetua BPKP dilengkapi

a. Rekaman PASPOT lengkap dari TEA vyang
bersanghkutan.

b. Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) terakhir
vang ditandatangani oleh vang bersangkutan
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dan disahkan oleh Pimpinan Ferusahaan vyang
bersangkutan.

c. Reksaman ijasah/sertifikat pendidikan dan
pengalaman kerja vang telah diterjemahkan
kedalam bahasa Indonesia atau Inggris dan
disahkan oleh pimpinan perusahaan vang
bersangkutan.

d. Rekaman akta penunjukan/pengangkatan atau
Risalah RUPS untuk Jabatan Direksi.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.

(3) Rekomendasi dalam bentuk TA-01 ataz permohonan
sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dikeluarkan
ocleh EKepala Biro Perizinan dan Fasilitas BEPH
atas nama Meninves/Ketua BEPM, disampaikan
kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

(4) Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Rekomen-
dasi TA-01 memberitahukan Kantor Perwakilan R.I
untuk mengeluarkan Visa Tinggal Terbatas (VITAS)
bagi TKA yvang bersangkutan.

Pasal 29

Perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan
penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kepada
Kantor Imigrasi setempat, setelah TKA datang dengan

VITAS.
Pasal 30

(1) TKA yang telash memperoleh ITAS dan akan bekerja
di Indonesia wajib memperocleh IKTA

(2) Permohonan IKTA diajukan secara tertulis,
ditujuksan oleh sponsor kepada BEPMD setempat,
dilengkapi : -

a. Pas photo ukuran 4 x 6 ecm sebanyak 4 (empat)
lembar.

b. Rekaman paspor lengkap.
c. Rekaman JTAS.
d. Nama serta program pendidikan dan pelatihan

bagi TEKI pendamping calon Pengganti Tenags
Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TEWNAP).
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e. Perjanjisn kerjms antara perusahaan dengan
TEWNAP .

{(3) Persetujuan permohonan sebagaimana tersebut

6. Izin

dalam ayat (2) dikeluarkan oleh EKetua BEKPMD
dalam bentuk SK IETA dan Buku Legitimasi untuk
Meninves/Ketuza BEPM atas nama Menteri Tenagsa
Kerja disampaikan kepada pemohon dengan tembusan
kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

vy

Memasukkan (Impor) Barang HModal/Bahan Penolong

Untnk Pemakaian Sendiri Dalam Proses Produks:i: (Angka

Pengenal Importir Terbatas/APIT)

Berdasarkan Keputusan Mengeri Negara Penggerak Dana

Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal HRomor

21/5K/1998, dalam Pasal 3 avat (3) dirumuskan bahwa

Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)

APIT dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BEPH atas nama
Henteri Perindustrian dan Perdagangan dan diperguna-
kan sebagal izin memasukkan (impor} barang medal dan
bahan baku dan atau bahan penolong untuk pemakaian
sendirli dalam proses produksi provek penanaman modal
vang telah disetujui pemerintah.

Syarat-syarat untuk memperoleh izin tersebut diatur

dalam Eeputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/

Ketuz Badan Koordinasi Penanaman Modsl Nomor 21/SK/1838%5,

dalam Pasa

~
=

TESIS

pt

28 diramusksan bahua

—

Perugahaan PHDN atau perusahaan PMA yang akan
melaksanakan sendiri pengimporan barang modal
dan 4atau bahan baku/penclong wajib memilikl
Angka Pengenal Impertir Terbatas (APIT) vanz
dikeluarkan oleh Meninves/Ketua BEPHM.

Fermohonzn untuik memperoleh APIT =ssbazaoimans
tarzebot dalanm ayvat 1 iajukan deng=r
mandmunakan formulir LDIT vang ~contohnys
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terdapat sebagai lampiran 17, ditujukan kepada
Meninves/Ketua BEKPM dilengkapi

a. Kartu APIT yang telsh ditandatangani oleh
vang berhak menandatangi dokumen impor dan
dibubuhi stempel perusahaan.

b. Rekaman akta perusahaan terakhir mengenai
susunan Direksi. '

c. é%konendasi NPWP.

d. Surat Euasa Direksi di atas kertas
bermaterai, bagi penandatangan dokumen impor
vang bukan Direksi.

e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm dari penandatangsan
dokumen impor dalam rangkap 2 (dua).

f. Rekaman IKTA bagi WNA pendatang penandatangan
dokumen impor.
7. Izin EPTE
Persyaratan nntuk memperoleh izin EPTE diatur dalam
Keputusan MHenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
131/KMK . 00/1993, Tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan
Ekspor (EPTE), dslam Pasal 5 ayat (2) dirumuskan bahwa
Permohonan Izin EPTE diajukan kepada Menteri
RKeuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
dengan menggunakan Formulir EPTE-1 sebagaimans
contch dalam lampiran I dengan melampirkan
a. Surat Persetujuan kepada Menteri Keuangan melalui
Direktur Jendersal Bes dan Cukai dengan mengguna-
kan forwmulir EPTE-1 sebagaimana contoh dalam

Lampiran I dengan melampirkan :

Surat Persetujuan Tetap dari PBadan EKoordinasi
Penanaman Modal (BEPM) atau izin dari Menteri

terkait.

b. Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT) atan
Koperasi vyvang telah disahkan oleh instansi vyang
berwenang.
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e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT Tahunan
PPH Tahun terakhir.

d. Nama den alamat pemohon.
e. Lokasi/tempat yang akan dijasikan EPTE.

f. Tata letak gudang penimbunan (warehousing) dan
tempat pengolahan (processing).

2

8. Izin Usaha Industri

Syarat-syarat untuk mempercleh izin industri bagi
perusahaan industri vang didirikan dalam ranghka penanzman
modal asing adalah sama dengan syarat-syarat untuk
memperoleh Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden
(SPPP) =atau izin prinsip dan atau Izin Usaha Sementara.
Hal tersebut sesuai dengan EKeputusan Menteri Perindus-
trian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 256/MPP/

Kep/7/1997, dalam Pasal 8 dirumuskan bahwa

Surat Pemberitahnan Persetujuan Presiden bagi
Perusahaan Industri vang didirikan dalam rangksa
Penanaman Modal Asing atan Surat Persetujuan

Penanaman Modal dari Ketusa Badan Roordinasi

Penanaman Modal bagi Perusahaan Industri dalam

rangka Penanamasn Hodal Dalam Negeri vang berlokasi

di Rawasan Industri di berlakukan sebagai Izin Usaha

Industri.

Ketentuan Pasal 8 tersebut diatas hanya berlaku bagi
perusahaan industri penanaman modal asing yang berlokasi
di Kawasan Industri. Akan tetapi sapabilas perusahaan
tersebut berlokasi di luar kawasan industri syarat-svyarat

untuk memperoleh Izin Usaha Industri diatur dalam

peraturan tersendiri.
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9. Izin Lokasi

Menurut ketentuan Pasal 1 (1) ‘Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan
Hak Atas Tanah Bagi Perusahasan Dalam Rangka Penanaman

Modal, dirunuskan bahwa

Izin 1lokasi adalah 1izin yang diberikan kepada
perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai dengan Tata
Ruang Wilayah, vang berlakn pula sebagai 1izin

pemindahan hak.

Syarat-syarat untuk memperoleh Izin Lokasi telah
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1983, Pasal 2
nerumuskan bahwa

(1) Untuk mendapatkan izin lokasi perusahaan

mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Pertanahan dengan mengisi formulir-1 sesuati
contoh Lampiran I persturan ini.

(2) Dalam mengajukan permochonan izin sebagaimana

dimaksud ayat (1) pemohon melampirkan rekaman
Surat persetujuan pensanaman modal bagi PMDN stau
Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden bagi
PMA, atau surat persetujuan prinsip dari
departemen teknis bagi non PMA/PMDN.

Sebagai payung pelaksanaan ketentuan Pasal 2
Peraturan Menteri Negara Agraria/Repsla Badan Pertansahan
Nasional Nomor 2 Tahun 1993, maka dikeluarkanlah Petuniuk

Pelaksanaan pemberian izin lokasi, yang dituangkan dalam

Keputusan Mengeri Negara Agraria/Repala Badan FPertanaharn
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Nasional Nomor 22 Tahun 1993. Dalam petunjuk pelaksanaan
Pemberian Izin Lokasi dikemukakan bahwa, Tata Cars

Pengajuan Permohonan Izin Lokasi adalah sebagai berikut

8. Pewmoheon mengajukan permohonan izin lokasi dengan
mengisi formulir permohonan sebagaimana ditetap-
kan dalam Lampiran I Peraturan Wenteri Negara
Agraria/Repala Badan Pertanshan Nasional Nomor 2
Tshun 1993 vyang telah disesuaikan dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan HNasional
Nomor Z Tahun 1993 (Form A).

b. Tujuan Izin Lokasi harus Jjelas menunjukkan
rencana penggunaan tanah yang akan dimohon.

c. Reterangsan tentang perusahaan vyang menjadi
pemchon harus jelas dan meliputi

- nama Badan Usahsa;

- alamat perusahaan;

- rekaman akta pendirian perusahaan;

- rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- gambar kasar/sketsa tanah yang dimochon;

- pernyataan kesanggupan skan wmemberikan ganti
rugi dan atau menyediakan tempat penampungan
bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah;

- uraian rencana proyek yvang akan dibangun;

- surat persetujuan BEPY (bagi perusahaan PMA/
PMDN ).

10. Izin Mendirikan Bangunan (IKB)

Sesuail dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin
~Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, dalam
Pasal 1 huruf (i) dirumuskan bahwa

Izin mendirikan Bangunan atau disingkat IMB =&adalah

izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan

secara fisik berdasarkan Perasturan Pemerintah No. 14
Tahun 1987,
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1 2 ayat (1)

Perusahaan Kawasan Industri atau Perusahaan Industri
vang akan mendirikan bangunan dan sarans penunjang-
nya wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB).

Syarat-syarat untuk mempexpleh IHB dapat dilihat

Pasal 3 sebagai berikunt

2. Rekaman Surat Izin Lokasi.

b. Rekaman KTP atan bukti diri penanda tangan
Permohanan.

¢c. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan bagi vang
berstatus badan hukum/badan usahsa, atau rekaman
Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperssi.

d. Surat Kuass apsbila penandatangan permohonan
bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

e. Rekaman sertifikat hak atas tansah, atasu bukti
perolehan tanah.

f. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir.

g. Surat Pernyataan Pemohon tentang kesanggupan
mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunsn
sesuai dengan Pedoman Teknis vang ditetapkan oleh
Menteri Pekerjsan Umum, serta garis sempadan

jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien
lantai bangunan vang ditetapkan oleh Pemerintsh
Daerah.

h. Rekaman rencana tats bangunan dan prasarana
Kawasan Industri vang disetujuni Bupati/Walikota-
madya, atau disetujul Gubernur untuk DEKI Jakarta,
dengan menunjukkan lokasi kapling untuk bangurnan
vang bersangkutan, bagi perusahaan industri yang
berlokasi di Kawasan Industri.

Yzin Undang-Undang Gangguan (HO)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalsm Negeri Nomor 7

Tahun 1993, dalam Pasal 1 huaruf (3j) dirumuskan bahwa
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Izin Undang-Undang Gangguan atau disingkat Izin UUG
adalah izin vang diberikan bagi tempat-tempat usaha
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan
Staatsblad Tahun 1826 Nomor 226 yvang telah diubah
dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun
1940 Nomor 450.

Untuk menperoleh Izin Undang-Undang Gangguan/HO
= : .
diperlukan syarat-syarat, sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1883.
Syarat-syarat tersebut dapat dilihat pada Pasal 7 sebagsai

berikut

a. Rekaman Surat Izin Lokasi.

b. Rekaman KTP dan NPWP Perussahaan vang bersang-
kutan.

¢. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan bagi yang
berstatus badan hukum/badan usaha, atau rekaman
Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi.

d. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai
tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan
industri.

e. Rekaman sertifikat hak atas tanah, =atau bukti
perclehan tanah.

f. Rancangan tats letak instalasi, mesin/peralatan
dan perlengkspan bangunan industri, yang telah
disetujui oleh Pimpinan perusahaan pemohon =atau
vang dikuasskan.

aq

Persetujuan tetangga/masyarakat yang berdekatan.
h. Bagan alir proses produksi dilengképi dengan
Daftar Bahan Baku/Penunjang dan bagan alir
pengolahan limbah.

Dari hasil inventarisasi tersebut diatas jelaslah

betara banyak den kompleksnya perizinan penanaman mncdal
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asing di Indonesia pada umumnya. Khusus perushaan vyang
berada dalam kawasan industri atau kawasan berikat tidak
diwajibkan memiliki TIzin Undang-Undang Gangguan/HO.
Sebagaimana yvang telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (8)
Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1995 tentang Tata Cara
Penanaman Hodal

Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku.

bagi perusahaan industri vyang jenis industrinvya

wajib memiliki Andal atau yang berlokasi di Kawasan

Industri/Kawasan Berikat.

Banyaknya perizinan yang harus dimiliki oleh setiap
penanam modal asing sebelum memulai menjalankan usahanva,
seringkali menjadi sorotan bila dirassa mengalami
kesulitan dan hambstan dalam wmengembangkan usahanva.
Namun demikian perlu ditekankan bahwa salah satu prinsip
dasar vang perlu dipegang dalam masalah perizinan dalam
dunia bisnis atau dunia usaha bahwa setiap kegiatan uszaha
diperlukan adanysae izin, vyang dipergunakan untuk mengarah-
kan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu.

Dari berbagai perizinan yvang harus dimiliki oleh
penanam modal asing dan adanya prosedur vyang terpisakh
satu sama lain dengan instansi terkait, serta berbagai
persyaratan yang menopangnya, selanjutnyva akan dikaji

dalam pembahasan beributnve.
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2. Anali=sis Terhadap Prosedur dan Persyaratan Perizinan
Penanaman Modal Asing

Sejak diundanzkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1987 tentang Penanaman Modal Asing berbagai peraturan
pelaksanaannya telah dikeluarkan mulai dari Keputusan
Presidium Kabinet, P.P., Kepres, Peraturan Mengeri bahkan
sampai kepada Surat Edaran. Oleh karena itu wmengkaji
tentang syarat dan prosedur perizinan penanaman modal
asing sebelum berlakunya Eeputusan Fresiden Nomor 97
Tahun 1893 tentang Tata Cara Penanaman Modsal.

Diketengahkannya peraturan perundeng-undangan
sebelum berlakunys Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 18983
ditengarai bahwa sejak tahun 1987 penanaman modal asing
nulai masuk di Indonesia, yang sudah barang tentu
mempergunakan syarat dan prosedur yang berlaku sebelum
keluvarnya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1883.

Untuk pertama kalinya syarat dan prosedur perizinan
penanaman modal asing diatur dalam EKeputusan Presidium
Kabinet Nomor 104/EK/Kep/4/1967. Dalam keputusan ini
ditentukan prosedur yang harus ditempuh dalam melayvani
permohonan-permohonan untuk diizinkan melaksanakan
penanaman modal asing. Prosedur vang ditempuh berdasarkan
keputusan ini dirasakan oleh investor asing amat
berbelit-belit, sehingga tidak kondusif dalam menarik

penanam modal asing.
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Oleh karena itu pada tahun 18973 dikelusrkan

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1973 tentang EKetentuan

Pokok Tata Cara Penanaman Modal Asing, dikeluarkannys

Keputusan Presiden ini pemerintah bermaksud menyederhana-

kan prosedur perizinan penanaman modsal asing. Dalam Pasal

2 hamraf (g) dirumuskan bahwa

Jika Presiden menyetujui permchonan penanaman modal
(asing) tersebut, maka dikocordinir oleh BEPM .
Departemen-departemen yvang bersangkutan mengeluarkan
keputusan-keputusan/izin-izin vang diperlukan yakni:

1. Izin Usaha dari Departemen yang bersangkutan.

2. Fasilitas/keringanan Pajak dari Departemen
Keuangan.

3. Fasilitas/keringanan bea masuk dari Departemen
Reuangan.

4. Pengesahan PT dari Departemen Rehakiman.

5. Izin Imigrasi dari Departemen Kehakiman.

6. Izin dagang impor/expor dari Departemen
Perdagangan.

7. Izin kerja tenaga asing dari Departemen Tenags
Ferja, Transmigrasi dan Roperasi.

8. Izin Lokasi penanaman modal dari Departemen Dalam
Negeri cqg. Pemerintah Daersh.

9. Izin Penggunaan tanah dari Departemen Dalam
Negeri cq. Pemerintah Daerah.

10. Izin bangunan dari Departemen Dalam Negeri cq.
Pemerintah Dserah.

11. Izin Undang-Undang Gangguan dari Departemen Dalam
Negeri cq. Pemerintah Daerah.

Prosedur baru yvang dipergunakan berdasarkan

Keputusan Presiden 1ini oleh calon penanam modal asing

masih dirasakan amat berbelit-belit karena calon penanam
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nodal asing menghubungi sekian banyak instansi atau
Departemen sehingga tidak nenggairahkan para investor
asing.

Sejak tahun 1977 dipergunakan prosedur baru calon

penanapman modal asing yakni tidak perlu menghubungi

sekian banyak Instansi/Departemen melainkan cukup
nenghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal, hal ini
dilimpahkannya kewenangan beberapa Departemen kepada

Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dasar hukum pelimpahan
kewenangan ini telah dibahas pada bagian terdahulu dalam
tesis ini. Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini Badan
Koordinasi Penanaman MHodal wmenvelenggarakan pelavanan
perizinan satu atap (prinsip “"one stop service™), hal ini
menyvyebabkan terjadinya peningkatan penanaman modal asing.

Pelayanan perizinan penanaman modal asing pada
tingkat daerah yakni izin lokasi, dan izin bangunan
maupun izin HO, juga dilaksanakan pelayanan satu atap
{(one stop service) yaitu berpusat pada Badan EKoordinasi
Penanaman Modal Daerah. Mengenai kewenangan pemberian
izin vyang =ada pada Badan Koordinasi Penanaman Hodal
Daerah (BEPMD) dasar hukumnya telah dibahas pads
pembahagsan terdahulu dalam tesis ini.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
pelayanan perizinan penanaman modal asing sejak tahun

18977 sampail dengan tahun 1992 dilaksanskan pelayanan satu
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atap (one stop service), oleh Badan Roordinasi Penanaman
Hodal maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Namun setelah dikeluarkannya paket deregulasi pada
tanggal 23 Oktober 1993 vyang meliputi lima bidang
diantaranya bidang perizinan penanaman modal yang diatur
dalam Keputusan Presiden Nomo 87 Tahun 1983 tentang Tata
Cara Penanaman Modal, pelavanan perizinan satu atap (one
gstop service) tidak lagi dilakukan satu atap oleh Badan
Koordinasi Penanamsn Modal Daerah (BEPMD). Ada kesan
bahwa EKeputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 wmencsabut
kewenangan Badan Koordinasi Penanamsan Modal Daerah
(BKPMD) dalam pelayanan atau pemberi Izin Lokasi, TI=zin
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan
atau HO.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 2 asyat

(2) EKeputunsan Presiden Nomor 87 Tahun 1993 tentang Tata
Cara Penanaman Modal, yang merumuskan bahwa

- Repala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadysa
mengelnarkan Izin Lokasi sesuai Rencana Tata
Ruang.

- Kepals Rantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
mengeluarkan Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usahsa
sesugi ketentuan yang berlaku.

- Kepala Dinas Pekerjaan Umem Dati II ataun Susunan
Satuan EKerja Teknis atas nama Bupati/Walikotamadya
vang bersangkutan atau EKepala Dinas Pengawasan
Pembangunan Eota (P2K) bagi DKI Jakarta atas nana

Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Izin Mendirikan
Bangunan (IHMB). -
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- Sekertaris Wilavah/Daerah Tinghat Ii atas nama
Bupati/Walikotamadya yang bersangkutan atau Kepala
Biro EKetertiban untuk DEI Jakarta atas nama
Gubernur DEI Jakarta mengeluarkanh Izin UUG/HO.
Keputusan Presiden tersebut yang dikemas dalam paket
deregulasi 23 Oktober 1883 (Pakto 1983) yvyang bertujuan
untuk memperlancar penanaman modal ternyata mengalami
hambatan, oleh karena penanam modal sasing kembali

menghubungi beberapa instansi yang terkait di daerah yang

berwenang memberikan izin.

Padahal seperti telah diketahui sebelumnya bahwa
kebijaksanaan perizinan di bidang penanaman modal =asing
telah dikeluarkan yang mengedepankan berbagai hkemudahan,
serta pelayanan perizinan satu atap (one stop service).
Misalnya seperti vyang diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984. Peraturan ini mengsatur
pelayanan dan penyelesalan perizinan di daerah melalui
sistem pelayanan tunggal.

Munculnya kebijakan-kebijakan yang selalu berubah-
ubah dan saling bertentangan serta kurangnys kepastian
hukum vang dapat dilihat dari segi perangkat hekumnya
maupun segi penegakan hukumnys yvang tidak konsisten jelas
tidak menguntungkan. Padzhsal penanaman modal asing wmana-
pun menuntut adanva kepastian dan stabilitas demi
keamanan dananya vang ditanamkan.

Dalam ©perizinan penanaman modal asing secara umnu:n

dapat dikatakan 3da 3 7%iga) masalah vang terkalt yazita
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1. Perizinan penanaman modal asing bentuk dan jenis izin
vang diselenggarakan umumnysa secars bertshap, vyang
diawali dengan permohonan untuk mendapatkan surat
Pemberitahuan Persetujuan Presiden atau izin prinsip
dan atau izin usaha sementara, izin tetap dan izin
perluasan.

2. Perizinan penanaman modal asing atan tiap-tiap izin
penanaman modal asing syarat dan prosedurnya dilakukan
menurut peraturan perundang-undangan yang berbeds.

3. Perizinan penanaman modal asing pada umumnya diberikan
oleh Badan Koordinasi Penanaman Kodal, namun
dipersyaratkan pula untuk mendapat rekomendasi dari
departemen-departemen terkait, sehingga jalurnya
menjadi lebih panjang. Sebagai salah satu contoh izin
kerja tenaga warga negara asing pendatang (IEKTA) vyang
wewenang penerbitannya oleh Ketua Badan Roordinasi
Penanaman Modal Daerah (BRKPMD) untuk memperoleh izin
ini harus melalui kantor perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri untuk memperoleh Visa Tinggal Terbatas
(VITAS) kemudian kantor Imigrasi setempat untuk
remperoleh Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

0leh karerz ity ditiﬁjau dari segi produk hukum
perizinan penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam
berbagal peraturan psrundang-undangan vang berbeda, maka

dengan demikian dapat dikatakan bawha pelaksanaan
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perizinan terhadap tiap-tiap izin penanaman wmodal asing

memiliki syarat dan prosedur yang berbeda pula.

3. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran
Persyaratan Perizinan Penanaman Modal Asing

Penegakan hukom adalah merupakan suatu usaha untuk
newujudkan ide-ide menjadi kenyataan.g2 Penegakan hukun
secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam
praktek sebagaimana seharusnya patut ditanti.ga Penersapan
dan pengakan hukum oleh pejabat hukum didalam praktek
nenang 8akan menyebabkan bahwa warga mnasyarakat akan
berperilaku sesuai dengan hukum jtu.94 Penegakan hukum
dapat diterapkan terhadap kegiatan vang nenyangkut
persvaratan perizinan.95 Hasalah penegakan hukum dapat

dibahas dari segi peratursnnya, segi aparat penegak

92. Satjipto Rahardjo, Wasalah Penegakan Hukunm,
Bandung, Tanpa Tahun, h. 17.

93.  Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap
Sikap Tindak Administrasi Negara, op. cit. h. 14.

94. J.J.H. Bruggink, op. cit. h. 150,

85. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkuongan Dan
Eebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlanggas University
Press, 1996, h. 182.

TESIS Perijinan penanaman modal ... Andi Sugirman



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

141

hukumnya dan dari segi kesadaran hukum masyarakat yang
terkena peraturan-gs

Penegakan hukum dapat berupa penegakan hukum vang
bersifat preventif dan penegakan hukum yang bersifat

represif. Siti Sundari Rangkuti mengemukakan bahwa

Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti
bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatubhan
atas peraturan tanpa kejadian langsung vang
menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan dugaan
bahwa peraturan hukum telah dilanggar.

Penegakan hukum yang bersifat represif dilaksanasan
dalsm hal ada perbuatan yang melanggar peraturan.

Penindakan represif oleh penguass terhadap
pelanggaran peraturan perundang-undangan admninistratif
pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung
keadaan terlarang itu.98 Adapun jenis-jenis sarana
penegekan hukum administrasi, sebagasimana dikemukakan
oleh Siti Sundari Rangkuati adalah sebagai berikut

a. Paksaan Pemerintahan ataun tindakan rakssa
(Bestuursdwang};

98. Siti Sundari Ranghuti, Penegakan Hukum
Lingkungan Administratif (Administrative Environment
Law Enforcement), Universitas Airlangga, Fakultas Hukum,
Surabaya, 1985, h. 1.

a7. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Perlindungan
Lingkungan, dan Kebijaksanasan (Environmental Protection
Law and Policy), Universitas Airlangga, Fakultas Hukum,
Surabaya, 1994, h. 19.

98. $8iti Sundari Rsngkuti, Hukum Lingkungan Dan
Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Lot. cit.
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b. Uang paksa (Publiekrechtelijke {dwangsoml);

¢. Penutupan tenpat usaha (Sluiting van een
inrichting); '

d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitenge-
bruikstelling van een toestel);

e. Pencabutan izin melalui proses : teguragg paksaan
pemerintahan, penutupan dan uang paksa.

Bertalian dengan hal tersebut diatas Sjachran Basah
nenystakan bahwa

Sanksi dalam hukun administrasi merupakan kekuatan

penaksa dalam Hukum Publik, vyang dilakukan oleh

administrasi negara selaku reaksi terhadap ketidak-
ta'atan atas hukux administrasi. Sanksi dalam Hukum

Administrasi dapat berupa pencabutan izin, paksaan

adeinistrasi negara (?Bstuursdwang) denda dan sanksi

adninistrasi lainnya.

Salah satu sanksi dalam Hukum Administrasi bisa
berbentuk pencabutan izin, yakni bila terjadi pelanggaran
terhadap perundang-undangan yang menjadi dasar diterbit-
kannya ketetapan administrasi negara vang berupa izin dan
persyaratan-persyaratan vang diisyvaratkan didalannya-101
Sanksi adninistrasi terutama nenpunyai fungsi

instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang.

Disanp}nz itu sanksi administrasi terutama ditujukan
89. Siti Sundari Rangkuti, Ibid. h. 182.

100. Sjiachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu
Sanksi Adainistrasi, op. cit. h. §.

101. Sjachran Bassh, Ibid. h. B.
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kepada perlindungan kepentingan vang dijaga oleh
ketentuan yang dilanggar tersebut . 102
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan

hukum dikemukakan oleh Socerjono Soekanto adalsh

1. Faktor hukumnya sendiri;

2. Faktor penegak hukum, vyakni pihak-pihak vyang
membentuk maupun menerapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung;

4. Faktor masyarakat vakni lingkungan dimana hukum
itu berlaku;

5. Faktor-faktor kebudayaan, vyakni sebagai hasil
karya cipta dan rasa yang didaiagi pada karssa
manusia didalam pergaulan hidup.

Adapun faktor-fakteor yang menentukan keefektifan

hukum dikemukakan oleh C.G. Howard dan R.S. Hummer

sebagai berikut

1. Undang-Undang harus dirancang dengan baik;

2. Undang-Undang itu seyvogyanya bersifat : melarang
dan bukannya mengatur;

3. Sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan
sifat Undeng-Undang yang dilanggar;

4. Berat sanksi vyang diancam kepada si pelanggar
tidak boleh keterlaluan;

102. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan
Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Lot cit.

103. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang

Hempengaruhi Penegakan Hukuw. Cetzkan Kedua, Rajawali
Press, Jakarta, 1986, h. 3-4.
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5. Kemudian untuk mengamati dan menyelidiki atau
penyidik perbuatan yang melanggar Undang-Undang
itu harus =ada;

6. Hukum vang melindungi larangan-larangan moral
akan lebih efektif dari pada hukum yang tak
selaras dengan kaidah moral atau vang netral;

7. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana—pela%azna
hakum harus menunaikan tugasnys dengan baik.

Dalam rangksa pelaksanaan penegakan hukum dan

keefektifan hukum dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo

bahwa

Diperlukan suatu organisasi untuk supaysa dapsat
melakukan upaya-upaysa dalam penegakan hukum. Untuk
mewujudkan tujuan-tujuan hukum vang abstrak
ditengah-tengah suastu masyarakat yang kompleks dapat
diwujudkan melalui pengorganisasian vyang kompleks
pula. Tanpa dibuatnya organisasi hukum tidak dapat
dijalankan dalam masyarakat. Lembaga penegak hukum
menpunyai laggas untuk mewujudkan hukum dalam

masyarakat.

Penegakan hukum oleh badan-badan negara wmenjadikan
konstitusi berfungsi, sebagaimana mestinysa. Dalam
kenyataan kehidupan sehari-hari hukum dengan norma-
normanya dapat dijalankan oleh badan-badan vang bertugas

menegakkan hukum. 106

104. Scoetandyo Wignyo Soebroto, Faktor-Faktor Yang
Hempengaruhi Keefektifan Hukum Yang Melaksanakan Fungsi-
nya Sebagai Kontrol Sosial, Terjemahan C.G. Howard dan

Mummer, Law Its Nature and Limits, New Jersey, Prentice
Hall, 1985, h. 45-47.

105. Satjipto Rahardjo, Leot. cit.

106. I. Dewa Gede Atmadja. op. cit. h. 4%.
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Badan-badan negara yang dimaksud disini dalam rangka
penegakan hukPn terhadap pelanggarsan persyaratan
perizinan penanaman modal asing adalah Badan -Koordinasi
Penanaman Modal (BEKPM) dan Badan EKoordinasi Penanaman
Modal Daerah (BEPHMD).

Fengelolsan penanagpan nodal asing nenyangkut
wewenang kelembagaan terhadap penegakan hukum perizinan
penananan modal asing, baik nasional, sektoral maupun di
daerah. Dasar hukum kelembagasn pengelolaan penanaman
modal asing untuk pertama kalinya diatur berdasarkan
Keputusan Prcsidiun Kabinet Nomor 17/EK/1/19687 tentang
Badan Pertimbangan Penanamsn Modal Asing. Eenudian,
berubah menjadi Panitia Teknis Penanaman MHodal vang
dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Nomor 286 Tahun
1968. EKelembagzran pengelolaan penanaman modal asing
terakhir diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun
1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman MHodal. Dalam
Pasal 2 dirumuskan bahwa

BEPH mempunyai tugas nembantu presiden dalam

menetapkan kebijaksanaan di bidang penanaman modal,

menyelesaikan persetujuan penanaman modal dan
penilaiasn pelaksanaan serta pengembangannysa.

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 tersebut diatas
menunjukkan bahwa BEPM mempunyai tugas pokok menangani

hal-hal vyang berhubungan dengan penanaman modal asing.

Berdasarkan EKeputusan Presiden Nomor 35 Tahun 13885
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tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi
Badan ERoordinasi Penanaman Modal, dalam Pasal 3 huruf
(h), (i) dan huruf (n) dirumuskan bahwa

Dalam melzsksanakan tugas BEPM menvelenggarakan
fungsi

{h) menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan bagi
terlaksananya provek-provek penanaman modal;

(i) menilai/mengevaluasi permohonan penanaman =modal
sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-
ketentuan penanaman modal yang berlakuy;

(n) menvelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan
penanaman modal yvang telah disetujui Pemerintah
dengan bekerjs sama dengan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah (BEPMD) dan Departemen/
Instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan EKeputusan Menteri Negara Penggerak Dansa
Investasi/RKetua Badan Koordinasi Penanaman HKodal Nomor
22/8K/19968 tentang Pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan,
Dan Pengawasan Pelaksanaan Penansman Modsal, dalam Pasal 1

angka 1, 2 dan angka 3 dirumuskan bashwa

1. Pemantauan dan Evalussi

a. Pemantauan adalah semua upaya atau kegiatan
vang dilakukan guna memperoleh data perkem-
bangan pelaksanasan penanaman modal yang telsah
mendapat persetujuan pemerintah, dan masalah-
masalah yang dihadapi di lapangan.

b. Evaluasi adalah semua kegiatan yang dilakukan
dalam rangka menilai kinerja pelaksanaan
penanaman modal berdasarkan hasil pemantauan.

Z. Pembinaan adalah semua upava atau kegiatan
vang dilakukan untuk membantu memecshkan dan
menvelesaikan easalah-masalah dan hambatan-
hambatan vang dihadapi oleh perusahaan dalsm
rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dzn
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Penanaman Modal Asing (PMA) dalam welaksanakan
kegiatan penanaman modal yang telah mendapsat
persetujuan Pemerintah sehingga dapat berjalan
lancar sesuai dengan yang direncanaksan.

Pengawasan adalah suatu upaya ataun kegiatan
pemeriksaan vyang dilakukan terhadap perusahaan
PMDN dan PHA dalam hal penggunaan fasilitas
fiskal dan ketentuan penanaman modal yvang telah
ditetapkan.

Adapun wmaksud dan tujuan serta sasaran pewmantauan,

dan evaluasi, pembinaan, dan pengswasan penanaman nodal

asing,

telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara

Penggerak Dana Investasi/Retua Badan Koordinssi Penanaman

Modal Nomor 22/5K/1986, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa

(1>

(2)

(3D

TESIS

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanaman
nodal vang telah mempercleh persetujuan
Pemerintah, dimasksudkan untuk

g. mengetahui data perkembangan realisasi
penanaman modal.

b. memperoleh 1informasi masalah-masalsah yang
dihadapi perusahaasn, dengan tujuan untuk
digunakan sebagai bahan masukan
1) pertimbangan penvelesaian permchonan

persetujuan perubahan dan perizinan.
2) penyusunan kebijsksanaan penanaman modzal.
3) pembinaan dan pengawasan.

Pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang telah
memperoleh persetujuan Pemerintah, dimaksudkan
untuk membantu pemecahan serta penyelesaian
masalah dan hambatan vang dihadapi perusahaan
PHMDN/PHA dengan tujuan untuk memperlancar
pelaksanaan proyek-proyek penanaman modal.

Pengawasan pelaksanasn penanaman modal vang
telsah memperocleh persetujuan Pemerintah,
dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan
pelaksansan penanaman modal dan penggunasan
fasilitas fiskal dengan tujuan agar sesuai

dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlakun
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di bidang penanaman modal, serta melakukan
tindak lanjut atas penviwmpangan yang dilakukan
oleh perusahaan.

Pemantausan dan evaluasi m@mengandung pengertian,
pemantauan adalah semua upaya atau kegiatan vang
dilakukan guna memperoleh data perkembangasn pelaksanaan
penanaman modal vang telah mendapat persetujuan
pemerintah, dan masalah-masalah yang dihadapi di
lapangan. Sedangkan evaluasi adalah semua kegiatan vyang
dilakukan dalam rangka menilai kinerja pelaksanaan
penanaman modal berdasarkan pemantauan.10?

Pembinaan pelaksanaan penanaman modal mengandung
pengertian semua upaya atay kegiatan vyang dilakukan
untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan masalah-
masalah, dan hambatan-hambatan vang dihadspi oleh
perusahaan PHMDN dan PMA dslam melaksanakan kegiatan
penanaman modal vang telah mendapat persetujuan
pemerintah sehingga proyek dapat berjalan lancar sesusai
dengan yang direncanakan. Pembinaan terhadap pelaksanaan
penanaman modal vyang telah mendspatkan persetujuan
pemerintah, dimaksudhkan untuk membantu pemecahan serta

penvelesaian masalah dan hambatan vang dihadapi

137. Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pembinaan Dan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pada Pelatihan
Peningkatan Pengetahuan Penanaman Modal Bagi Aparatur
Pemerintah, Tanpa tahun, h. 3.
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perusahaan PMDN dan PMA dengan tujuan untuk memperlancar
pelaksanaan proyek-proyek penanaman modal. Pembinaan
pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan dengan cara
a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan k;pada perusazhasan

PMDN dan PMA mengenai berbagai kebijaksanaan dan

ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
b. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang

dihadapi perusahaan PHDN dan pMA 108

Pengawasan pelaksanaan penanaman modal mengandung

pengertian semua upaya atau kegistan vyang dilakukan
terhadap perusahaan PHDN dan PHA dalam hal penggunaan
fasilitas fiskal dan ketentuan-ketentuan penanaman modal
yvang telsh ditetapkan. Pengawasan pelaksanaan penanaman
modal vang telah mendapat persetujuan pererintah
dimaksudkan untuk melakuvkan pemeriksaan pelaksanaan
penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal dengan
tujuan agar sesual dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku di bidang penanaman modal serta melakukan
tindak 1lanjut atas penyimpangan vang dilakukan oleh
perusahaan.log

Berdasarkan EKeputusan Badan EKoordinasi Penanaman

Modal Nomor 88/8K/1983 tentang Tata Cara Penyelesaian

108. Ibid. h. 4.

109. Ibid. h. 4.
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Masalah Dan Pengenaan Sanksi Terhadap Perusahaan PMDN dan
PHA yang melakukan Penyimpangan/Pelanggaran, dalam Pasal
1 angha (7) dirumuskan bahwa

Penyimpangan/pelanggaran adalah tindakan perusahaan

vang tidak sesuai dengan ketentuan SPT. PMDN dan

atan SPPP PMA serta izin-izin lainnya, baik karena
kelalaian maupun karena kesengajaan.

Pemantauan dan pembinaan serta pengawasan vang
dilaksanakan oleh Badan EKoordinasi Penanaman Modal dan
atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah adalah
nerupakan upaya penegakan hukum administrasi terhadap
perizinan penanaman modal a2ing atau merupakan upaya untuk
mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-
persyaratan perizinan penanaman modal asing, disamping
vntuk mengetahui adanya penyimpangan ataun pelanggaran
dalam tiap-tiap izin penanaman modal asing. Adepun jenis-
jenis sanksi hukum =administrasi terhadap perizinan
penanaman modal asing dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (3)
Keputusan Badan Kcordinasi Penanaman Hodal Nomor

E8/S5K/1983 dirumuskan bahwa

Adapun jenis sanksi dapat berupa
a. penghentian sementara kegiatan produksi.

b. pencabutan sebagian atau selurnh fasilitss
pembebasan/keringanan fiskal/bea masuk.

c. pencabutan perizinan tertentu baik yang dari
Pusat maupun vang dari Daerah.

d. pencabutan SPT PHDN dan atau SPPP PMA.
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Tentang Jjenis-jenis sanksi administrasi ini, jug=s
diatur dalam keputusan Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

22/5K/1998, dalam Passl 14 dirumuskan bahwa

Bilamana perusahaan dalam melaksanakan penanaman
modal yvang telah disetujui Pemerintah ternyata

1. Melanggar peraturan perundang-undangan penanaman
nodal vang berlaku atan ketentuan proyek
penanamnan modal yang bersangkutan atau ketentuan
perizinan yang telah diberikan, atan

2. Menyalahgunakan fasilitas penasnaman modal ysang
telah diberikan oleh Pemerintah, atau

3. Tidak memenuhi kewajiban wmnenyampaikan LEPNRN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat
dikenakan sanksi.

Pasal 15 ayst (1) merumuskan bahwa

Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan sebagai-
mana tersebut dalam Pasal 14, berupa

a. Penolakan pelayanan perizinan, atau

b. Penghentian sementara kegiatan pembangunan dan
atau kegiatan produksi, atau

c¢. Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas vyang
telah diberikan, atau

d. Pencabutan SP/SPPP.

Jenis-jenis sanksi tersebut dapat dikenakan kepada
perusahaan penanaman modal asing tergantung pada beratnya
penyimpangan/pelanggaran vang dilakukan. Sanksi vang
bersifat administratif biasanya sebelum perusahaan

dikenakan sanksi pencabutan izin dapat terlebih dahuln
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diberikan peringatan sampai sebanyak-banyaknya tiga kali
baik peringatan tertulis maupun tidak tertulis dan tiap-
tiap periﬁgatan tersebut dilakukan dengan tenggang waktu
nasing-masing. Dalam kaitan ini dinvatakan oleh Sjachran
Basah dengan pengutip pendapat Van Wijk/Eonijnenbelt

bahwa

Biasanya pelaksanaan pencabutan izin tidak dilakukan
secara langsung, melainkan ada suatu proses yang
memuat tindakan-tindakan yvang mengandung peringatan
dan atau teguran keras, bahkan pembekuan. Jadi
terdapat pentahapan-pentahapan dalam suatu proses
dengan maksud agar pelanggar menyadari kesalahan

lalu memperbaikinya. Namun bila pelanggar tetap
tidak memnperbaiki kesalahannya, bahkan terus
nelakukan pelanggaran, naka senjata pang?ﬁkas

administrasi negara melakunkan pencabutan izin.

Oleh karena itu persyaratan untuk proses pelaksanaan
pencabutan izin dapat bervariasi tergantung pada hukun
positif vang berkenaan dengan kasusnya. Tapi vang
jelas, bahwa administrasi negara tidak boleh dan tidak
diperkenankan menyimpang dari prosedur vang telah
ditetapkan ity 111

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dalam rangka
penegakan hukum administrasi terhadap perizinan penansaman

modal asing, akan dinraikan pentahapan-pentahapan

pengenaan sanksi administrasi sebagai berikut

110. Sjachran Basah. Pencabutan Izin Salsh Satu
Sanksi Hukum Administrasi, Lot. cit.

111. Ibid. h. B-7.
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1. Prosedur Pengenaan Sanksi Administrasi

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa sanksi
vang dikenakan terhadap perusahaan penanaman modal asing
dapat berupa, penolakan pelayanan perizinan, penghentian
sementara kegiatan pembﬁngunan dan atau kegiatan
produksi, atau pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas
vang diberikan serta pencabutan Surat Pemberitahuan
Persetujuan Presiden/Izin Usaha Sementara dan atau Izin
Prinsip.

Sebelum sanksi tersebut dikenakan terhadsp penanam
modal asing yang melakukan pelanggaran, Badan EKoordinasi
Penanaman Modal dan atau Badan Koordinasi Penanamsn Modal
Daerah (BRPMD) memberikan peringatan atan teguran
tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang
waktu masing-masing 1 (satu) bulan, tergantung pada
masalah pelanggaran yvang dilskukan oleh perusahaan.

Berdasarkan Keputusan ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 68/SK/1983, dalam Passal 4 dirumus-

kan bahwza

(1) Untuk meneliti beratnya wmasslah dan atau
penyimpangan/pelanggaran serta menetapkan Jjenis
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal 3
Keputusan ini, dipergunakan pedoman penyelessian
masalah dan penyimpangan/pelanggaran vang
dilakukan oleh perusahaan PMDN dan PMA, sebagai-
mana terlampir pada Surat Reputusan ini dan
merupakan bagian vyang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

(2) Berdasarkan hasil penelitian vyang ményangkut
suatu masalah sebagaimana tersebut pada ayat 1
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Pasal 4 tersebut diatas, BKPM akan memberitahu-
ktan dan atau memberi peringatan agar perusahaan
tersebut melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
petunjuk cara penyelesaian pada pedoman tersebut
diatas.

Apabila perusahssn yang bersangkutan pada ayat
(2) tersebut diatas tidak mengindahkan pemberi-
tahuan atsu peringstan vang diberikan, BEKPM
dan atau BEPHD dapat mengadaksn peninjauan ke
lokasi proyek dan menuangkan hasil peninjsasuan
tersebut dalam bentuk laporan BAP (Berita Acars
Pemeriksaan). Dari hasil peninjauan akan
ditentukan lebih lanjut cara penyelesaian dan
atau jenis sanksi vyang dikenakan kepada
perusahasan sesuai dengan Pzasal 3 ayat (3)
Keputusan ini.

Pasal 5 dirumuskan bahwa

(1)

(2)

(3)

(4)

TESIS

Berdasarkan hasil penelitian yang menyangkut
penyimpangan/pelanggaran tersebut pada ayat 1
Pasal 4 Lkeputusan jini, BEPM dapat memberikan
sanksi dengan atau tanpa peringatan terlebih
dahulu tergantung dari penvimpangan/pelanggaran
vang dilakukan oleh perusahaan sesuail dengan
petunjuek cara penvelesaiasn pada pedoman tersebut
Pasal 4 ayat (1) diatas.

Peringatan diberikan sebanyvak-banyaknya 3 (tiga)
kali dengan tenggang mnasing-masing selama 1
{satu) bulan.

Apabila perusahasn yang bersangkutan pads ayat
(1) tersebut di satas tidak mengindahkan
peringatan yang diberikan, BEPM dan atau BEPMD
dapat mengadakan peninjauan ke lokasi proyek dan
menueangkan hasil peninjauan tersebut dalam
bentuk laporan BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
Dari hasil peninjavan =akan ditentukan lebih
lanjut cara penyelesaian dan atau Jenis sanksi
vang dikenakan kepada perusahaan sesual
dengan Pasal 3 ayat (3) Keputusan ini.

Dalam hal perusahaan melakuksan penyimpangan/
pelanggaran vyang bersifat tindak pidana, maka
hal tersebut akan diteruskan ke instansi

Pemerintah vang berwenang untuk diselesaikan
lebih lanjut.

Dalam hal perusahaan terkenas sanksi pencabutan
SPT PMDN, keputusan pencabutannya dikeluarkan
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oleh EKetua Badan Koordinasi Penanaman HXodal,

sedangkan bagi perusahaan vang terkena
pencabutan SPPP PHA keputusan pencabutannya
dikeluarkan oleh Eetuas Badan Koordinasi

Penanaman Modal setelah mendapat persetujuan
dari Presiden.

Dari uraian tentang prosedur pengenaan . sanksi

administratif vang telah dipaparkan diatgs dapat

dirangkum sebagai berikut

1.

Pemantauan, evaluasi dan pengawasan vyang dilakukan
oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan atau Badan
KEoordinsasi Penanaman HModal Daerah adalah untuk
tercapainya kelancaran dsan ketepatan pelaksanaan
penanam modal asing dengan cara mengevaluasi data
pelaksanaan penanaman modal asing. Dan untuk melakukan
pemeriksaan pelaksanaan penanaman modal dan penggunasan
fesilitas fiskal dengan tujuan agar sesusi dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
penanaman modal, serta melakuksn tindak lanjut atsas
penyimpangan yang dilakunkan oleh perusahaan penanam
modal asing.

Apabila terdapat penyimpangan/pelanggarsan vang
dilakukan oleh perusahaan penanaman mnodal asing yang
bersangkutan yang disebabkan baik karena kelalaian
maupun karena kesengajaan, Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
memberikan peringatan kepada perusahsaan penanaman

modal asing vang bersangkutan agar melaksanakan
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kewaiibannyva. Peringatan tersebut diberikan sebanyak-
banyaknyas 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-
masing 1 (satu) bulan.

Apabila perusshasan penansman modal asing vang
bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tersebut
maka Badan Koordinasi Penanaman Modal dan atau
Badan EKoordinasi Penanaman Modal Daerah mengasdakan
peninjauan ke lokasi proyek. Hasil peninjauan tersebut
dituangkan dalam bentuk laporan BAP (Berita Acara
Pemeriksaan) dan antuk selanjutnya ditentukan Jjenis
sanksi vang dikenakan kepada perusahsaan penanaman
model asing yang bersangkutan.

Sebelum sanksi dikenakan, akan diberikan teguran/
peringatan sebsanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Sesuail
dengan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana
Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
22/5K/1996, Pasal 16 ayat (2) dirumuskan bahwa
Dikecualikan dari pewmberian peringatan, bilamansa
terjadi pelanggaran vang mengakibatkan timbulnya
gangguan terhadap keamanan, keselamatsn umum, dan
tindalt pidana vang telah mendapatkan keputusan yang
berkekuatan tetap dari Pengadilan, BEPM dapat langsung
menjatuhkan sanksi tersebut setelah mendapat

pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan
atau Instansi yang berwenang.

. Pengenaan Sanksi Administrasi

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup vang penting

dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Pada
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urumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban
atau larangan-larangan bagi para warga di Qalan peraturan
perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-
aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan cleh tata
usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan).112

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi
pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu
sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan
pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan
kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa
nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan
pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah
“reparatoir” artinya memunlihkan kepada keadaan semula. Di
samping itu perbedazan antara sanksi pidana dan sanksi
administrasi 1ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi
administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara
tanpa harus melaluil proses peradilan, sedangkan sanksi
pidanra hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui
113

proses peradilan.

Bertalian dengan hal tersebut diatas Harjono

mengenukakan bahwa

112. P.M. Hadjon, et ai. Pengantar Hukum Adminis-
trasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Adeinis-
trative Law), ocp. cit. h. 245.

113. Ibid. h. 247.
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Jika dibandingkan dengan hukum pidana, sanksi
administrasi berorientasi utamanya langsung kepada
perbuatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan,
sedangkan sanksi pidana 1lebih menitik beratkan
kepada pelaku atan yang relaknkan perbuatan.
Oleh karena itu dalam sanksi administrasi motif
pelaku tidak menjadi penting, tidak sebagaimana pada
hukum ?idana yvyang orientasi utamanya adalah
pelnku.1

Pengenaan sanksi administrasi yang dilakukan oleh
pejabat administrasi negara atan tats usaha negara dalam
hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal dan atau Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dimaksudkan agar
perbuatan pelanggaran itu dihentikan, dan atau untuk
nemulihkan keadaan semula. Berikut ini akan diuraikan
Jenis-jenis pengenaan sanksi administrasi berdasarkan
Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

68/SK/1983, vang dirumuskan dalam Pasal 6 sebagsai

berikut

(1) Penghentian Sementara Kegiatan Produksi.

a. Sesuai dengan permintaan Ketus BEPNM,
Gubernur/EDH Tingkat I vang bersangkutan
mnemerintahkan kepada instansi yang berwenang
untuk bersama-samna dengan BEPMD wmengadakan
penyvegelan terhadap perusahaan yang bersang-
kutan dengan membuat Berita Acara Penyegelan
dalam rangkap 4 (empat) vyang masing-masing
disampaikan kepada :

a.1. BEPM cq. Biro Pengendalian & Evaluasi
a.2. Gubernur/BEPHD yang bersangkutan.
a.3. Instansi yang berwenang (2x).

114. Harjono, op. cit. h.2.
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Apabila perusahaan vyang bersangkutan pada
avat (la) tersebut diatas setelah memenuhi
kewajibannya diizinkan melanjutkan kembali
kegiatan usahanya oleh BEPM, maka penyegelan
dihentikan/dibuka kembali oleh instansi yang
bervenang bersama-sama dengan BEPMD atas
perintah Gubernur/KDH Tingkat I yang bersang-
kutan =atas dasar permintaan EKetua BEPNM .
Selanjutnya BEPMD menbuat Berita Acara
pembukaan kembali perusahaan vyang bersang-
kutan dalam rangkap 4 (empat), masing-masing
disampaikan kepada

b.1. BEPM cq. Biro Pengendalian & Evaluasi.
b.2. Gubernur KDH Tinghkat I.
b.3. Instansi yang berwenang (2x).

(2) Pencabutan sebagian atsu seluruh fasilitas
pembebasan/keringanan fiskal/bea masuk.

a.

Dalam waktu 1 (satu) bulasn sejak tanggsal
Surat EKeputusan Eetua BERPM tentang Pencabutan
tersebut diatas, EKetua BEPM cg. Deputy
Penailaian dan Perizinan atas nama MHenteri
Keuangan memberitahukan kepada Direktorat
Jenderal Pajak dan Direktorat Jendeal Bea &
Cukai untuk melaksanakan penagihan/pungutan
pajak-pajak dan =atan bea-bea masuk barang
modal dan bshan baku/bahan penolong yang
terhutang sesuai dengan ketentuan vang
berlaku.

Hasil pelaksanaan pada ayat (2a) tersebut
diatas oleh Direktor Jenderal Pajak dan
Direktur Jendeal Bea & Cukai diberitahukan
kepada HMenteri Keunangsn c¢q. RKetua BEPH,
dimana tembusannya disampaikan pula kepada
BEPMD vang bersangkutan.

{3) Pencabutan perizinan tertentu, baik dari. Pusat
maupun yvang dari Daerah.

a.

TESIS

Pencabutan izin-izin yang dikeluzarkan oleh
pusat dilaksanakan oleh BEPH atas nama
Menteri vyang membawahi bidang usaha vang
bersangkutan.

BEPMD vang bersangkutan dalam wektu 1 (=s=tu}
bulan sejak diterimanya tembusan Surat
Keputusan KEetua BEPM tentang pencabutan
tersebut diatas, secara koordinatif melaksa-
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nakan langkah-langkah pencabutan lebih
lanjut atas izin-izin Dsaerah/izin-izin dari
Departemen Teknis vang bersangkontan.

c¢. BEPMD vang bersangkutan berkewajiban
melaporkan kepada BEPM cq. Birc Pengendalian
Dan Evaluadi mengenai pelaksanaan/realisasi
pencabutan izin-izin vang bersangkutan dengan
ayat (3b) tersebut diatas.

(4) Pencabutan SPT PMDN dan atau SPPP PMA

a. Penvelesaian pencabutan perizinannya samns
dengan tata cara tersebut pada ayat (3) di

atas.

b. Penvelesaian pencabutan fasilitasnya, sam=a
dengan tata cara tersebut pada ayat (2) di
atas.

Sanksi penghentian sementara pembangunan dan ataun
kegiatan produksi dilakukan oleh Gubernur KDH Tingkat I
atas usul BEPMD setempat gsetelsah mempertimbangkan
pendapat Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II setempat dan
atan Instansi terkait. Bilamena terjadi pelanggaran
yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap
keamanan, keselamatan umum, dan ketertiban umum yang
bersifat mendesak, Bupati/Walikotamadya RKDH Tingkat TII
setempat dapat langsung memerintahkan secara tertulis
kepada perusahaan yang bersangkutan untuk menghentikan
sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produk-~
si, mendahului sanksi dari Gubernur EDH Tingksat Il Sanksi
tersebut dilaporkan kepada Gubernur KDH Tingkat I dengan
tembusan
- BEPH

- BEPHD
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Sanksi penghentian sementara kegiatan pembangunan dan
atan . kegiatan produksi akan ditinjau kembali, bilamans
vang bersangkutan sudah melakukan perbaikan.
a. Sanksi penghentian sementara kegisatan penbangunan
dikenakan terhadap perusahaan vang Jjenis usahanya
wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), apabila sudah melakukan kegiatan pembangunan
fisik tetapi AMDAL nva belum mendapat persetujuan dari
Instansi yang berwenang.
b. Sanksi penghentian sepentara kegiatan produksi,
dikenakan terhadap perusahaan apabila
- Proses produksi, bahan baku/penolong vang digunakan
ternyata membahayakan keselamatan umum, atau

- Henimbulkan pencemaran, atau

- Tidak memiliki izin usaha tetap setelah berprodunksi
komersial, atau

- Tidak menunjukkan penanggung jawab di lokasi
proyek.115
Sanksi pencabutsn fasilitas dikenakan terhadap

perusahasn apabila melakukan salah satu atau lebih hal-

hal sebagai berikut

115. Lihat, Badan Kocrdinasi Penanaman HModal (BEPM),
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
op. cit. h. 8-9,
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a. Memasarkan produksinya didalam negeri yang seharusnya
diwajibkan ekspor.

b. Menyalahgunakan fasilitas.

c. Melakukan pelanggaran atau tidak melaskukan ketentuan
perizinan.

d. Tidak melakukan perbaikan selama waktu terkena sanksi
penghentian sementara.

Sanksi pencabutan fasilitas dilakukan oleh BEPM atas
usul BEPMD dan atau Instansi Pusat terkait, atau instansi
vang berwenang melakukan tindak laniut sanksi
tersebut . 116

Sankst pencabutan SPPP, dikenakan terhadap
perusahaan apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal
sebagai berikut
a. Sudah tidak melanjutkan lagi kegiatan usahanya.

L. Tidak melakukan usaha perbaikan setelah terkena sanksi
penghentian sementara dan atau setelah dicabut
fasilitasnya.

c. KEarena adanya pelanggaran perizinan vang ditemukan
baik oleh BEPM maupun BRPHD dan atau Instansi lainnya.

d. Rarena keputusan pengadilan vyang telsh menpunyai

kekuatan hukum tetap.ll?

116. Ibad. h. 8-10.

117. Ibid. h. 10.
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Sanksi berupa pencabutan izin adalah merupakan
sarana terakhir dalam rangka penegakan hukum_ terhadap
pelanggaran persyaratan perizinan penanaman modal asing.
Dan sejak diadakannya pencabutan izin vakni terhitung
sejak izinnysa dicabut tidak lagi dibenarkan menurut hukum
untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya diizin-
kan atau diperbolehkan. Bukankah Sjachran Basah telah
menyatakan bahwa pencabutan izin adalah "racun dan
tongkat pemukul” vang diberikan nerupakan senjata
panungkas administrasi negara dalam rangka penegakan

Hukum Administrasi.
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BAB 1V

PENUTI

1. Sinpuian
Beranjak dari pokok masalah yang Lelah diketengnhkarn
dalam BAB I, maka sebagai simpulan vang dspat disambil
adalah sebagai berikut
1. Prosedur dan persyarslan perizinan penanaman modal
asing telah sesuai dengan peraturan perundesng-undsangan
yang berlaku dan sejak tahun 1977  prosedur
ﬁenyelesaian perizinsn penanaman mordal saing dilakukan
dengan gisten pola pelayanan tunggal “onc stop
serviceJ. vang segala urusan penanaman modal asing
dikoordinasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Hodlal
(BKFH) yang menerims pelimpahan wewenang duri
departemen atau instansi yang bergsangkutan. Badan
Koordinasi Penanaman Hodsl Daerah (BKPHD) adalah
aparat pemerintah daerah kGubernur) ssiebagei instansi

yang menangani penanaman modal asing. Khusus untulk

perizinan daerah sistem pola pelayiansn tunggal “one
stop sgervice” dilaksanakan sampai pada tahun 1993
dimana izin lokasi, izin mendirikan bangunsn Jdan  i:;in

Undeng-Undang Gangguan tidak lagi menjadi kewenangan
Badan Koordinasi Penanaman Hodal Dasnrah (BEPMD).
2. Penegarkan hukum sadministrasi tLerhadap pelanggaran

persyaratan perizinan penanaman modal asing ditenpub

-
-~

-
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dengaﬁ melalui pentahnpan-pentahapan seperti
penghentian sementara kegiatan produksi, pencabutan
sebagian atsau seluruh‘ fagilitas pembehasan atan
kerinzanan fiskal dan stau bLea masuk, pencabutan izin
tertentu baik izin yang dari pusat maupun izin yang
dari dsaerah, serta pencabutan Surat Pemberitahnan

Persetujuan Presiden (SPPP) atsu izin prinsin dan

atau izin usaha sementars.

2. Saran
Untuk lebih menarik para penanam modal asing dendgan
melalui instrumen perizinan dalam rangks meningkathkan
pertumbuhan ekonomi disarankan
1. Prosedur dan persyaratan parizinan  penanamnan
modal asing yang‘dianggap terlalu berbelit-belil

dan tidak efisien éehingza tidak kondusif dalam

menarik penanam modal ssing. Oleh karena,
disarankan agar dalam pelayanan perizinan
penanaman modal asing diteraplan sistem poln
pelayanan tunggal “"ono step service" dalam hal

ini Badan Koordinasi Penanaman Hodal (BEPM) an
atau Badan Kcordinasi Penanaman Haodal Dagraeb
(BKPHD) perlu diperkuat sebsjiai  lembaga =iatu-
satunya vyang mengurus penananan modal asing dan
membantu penenam wmodal asing untuk memperolel

izin vang diperlukan. Persyaratan sadministratif
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untul memperoleh 1zin disederhanakan dan
diperjelas dengan mengursangi jumlah dan

menghindari pengulangan persyaratan yang sealur,
sehingga cara pengajuan pernohnnan daput dibuat
sesederhana mungkin.

Untuk menjamin kepastian hukum dalan rangka
penegakan hukum terhadap perizinan penanaman
modal asing kiranya dalam setisp izin pensnanan

nodal asing disebutkan secara tegas tentang betas

waktu berlakunya izin penanaman modsl asing
dengan tidak menuvtup kKemungkinan wuntuk «spatl
diperpanjang. Disamping itu, dissebutkan Jugn

secara tegas tentang sanksi administratif  vant
dapst ditempuh oleh instansi  ysng berwagnan;!
apabila pemegang izin tidsk memenuhi ketentuan -

ketentuan perizinan.
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